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ABSTRAK 

Nama : Ni Ketut Apriyanti R 
Program Studi : Magister Kenotariatan 
Judul : Akibat Hukum Pernberian Keterangan Oleh Notaris Sebagai 

Saksi di Pengadilan terbedap Kekuatan Pembuktian Akta 
Notaris. 

Tesis ini membahas mengenai kekuatan suatu akla notaris yang pada dasarnya 
telah memiliki kekuatan hukum sebagai akta otentik. Akta otentik sebagai ala! 
bukti terkuat dan terpenuh didalam suatu perkara perda!a. Melalui akla otentik 
yang menentukao secara jelas hak dan kewajiban, menjamin kepastian hukum, 
dan sekaligus dibarapkan puia dapat dihindari te!jadinya sengketa. Walaupun 
sengketa tersebut tidak dapat dihindari, dalam proses penyelesaian sengketa, akla 
otentik merupakao suatu bukti yang sempuma, yang berarti bahwa isi akla 
tersebut akao dianggep sebagai suatu kebenaran yang mengikat, yang tidak 
memerlukan suatu penambaban pembaktian. Namun dalam perkembangannya 
muneul permasalahao yaitu semakin mudahnya notaris untuk dipanggil dan 
dimintai keterangao sebagai saksi dalam proses perkara pengadilan. 
Permasalahannya adalah apakah kebadirao Notaris sebagai saksi dalam proses 
perkara pengadilan yang terkait dengao Akta yang dibuat di bedapannyn telah 
sesuai menurut hukum? dan bagahnanaksh akibat hukum atas pernberian 
keterangao yang diberikan Notaris di dalam proses perkara pengadilan terhadap 
akla yang dibuat dihadepannya? Penelitian ini merupakao kajian yuridis normatif 
yang bersifut teoritis dengan permasalahan pakok yaitu mangenai akibat hukum 
pemberian keter.mgan oleh Notaris sebagai saksi dalam proses perkara pengadilan 
terbadap kekuatan pembuktian akla notaris. Dari penelitian yang dilakukan 
diperolah basil bairwa pemanggilan Notaris sebagai saksi dalam proses perkara 
pengadilan menurut pesai 66 Undang-Undang No. 30 tahun 2004 tentang Jabatan 
Notaris barus mendapat persetujuan dari Majelis Pengawas Notaris. Dan dengan 
badimya Notaris di dalam proses perkara pengadilan tidak menimbulkao akibat 
hukum atas kekuatan pernbuktian akla otentik. Akan tetapi dapat berakibat hukum 
menjadi akta dibawah tangan atau akta menjadi batal demi hukum, apahila dapat 
dibuktikan sebaliknya berdasarkan keputusan pengadilan. 

Kata Kunci: Kesaksian Notaris, Kekuatan Akta Notaris di dalam Pengadilan. 
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Name 
Study Program 
Title 

ABSTRACT 

: Ni Ketut Apriyanti R 
: Magister Kenotariatan 
:Legal Consequence of the Information Provided by a 
Notary Public as Witness at the Court to Strengthen 
Authentication of a Deed. 

This study discusses the strength of a deed whicb basically bas legal strength as 
an authentic deed. It serves as the strongest evidence in a civil case. It clearly 
detennines someone's rights and obligations, provides him or her with legal 
certainty, nnd at the same time, is expected to avoid any dispute. In case that the 
dispute can not be avoided, in the process of its settlement, it serves as perfect 
evidence, meaning that its hes content is deemed a binding truth and that no 
additional evidence is needed. However, recently a new problem hes been 
emerging that notaries are easily <111l!ed and requested to give infon:nation as 
witnesses in legal cases at the court. The question is that whether the existence nf 
a notary public as a witness in such legal cases related to the deed made before 
him or he< is legal? The next question is that what is the legal consequence of the 
infonnstion provided by him or her as witness at the court related to the deed 
made befure him or he<? This study is a normative juridical study whicb is 
theoretical in nature wifh the main problem "Legal Consequence of the 
Information Provided by a Notary Public as Witness at the Court to Strengthen 
Authentication of a Deed". The findings show that an approval is needed from 
Majelis Pengawas Notaris when notary public is <111lled nnd requested to be a 
witness at the court. This rerer to Article 66 of the Regulation Number 30 of2004 
concerning duty of a Notary Public. His or her existence at the court does not 
legally affect the strength of authentication of an authentic deed. However, the 
contrast may take place if legally proved that such a deed is illegal or legally 
cancelled. 

Key words : Witness of a Notary Public, Strength of a Deed at the Court 
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BABI 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Dalam kebidupan kita sehari-hari banyak sekali peristiwa-peristiwa hulrum 

perdata yang te!jadi eli masyarakat. Olen karenanya masyarakat membutuhkan 

seseorang (figur) Notaris yang keterangannya dapat eliandalkan, dapat elipercaya, 

yang tanda tangannya serta segelnya (capnya) memberi jaminan dan bukti yang 

kuat dan membuat suatu perjanjian yang dapat melindunginya serta meneegah 

te!jadlnya kesulitan eli hari-hari yang akan datang. 

Kedudukan Notaris sebagai suatu fungsionaris dalam masyarakat hingga 

sekarang clirasakan masih disegani. Seorang Notaris sebagai pejabat tempat 

seseorang dapat memperoleb nasihat yang bisa eliandalkan. Segala sesuatu yang 

ditulis serta elitetapkannya (kouatutir) adalab benar, ia adalab pembuat dokmnen 

yang kuat daiam suatu proses hulrum. 1 Notaris adalab jabatan kepercayaan, 

sehlngga seseorang berseclia mempercayakan sesuatu kepada Notaris. 

Menurut hulrum, akta yang elibuat di hadapan Notaris adalah akta otentik, 

barang siapa yang membantah kebenaran suatu akta otentik, yang membantah 

harus dapat membaktikan sebaliknya_, Menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang 

nomor 30 Tabun 2004 tentang jabatan Notaris (UUJN): 

"Notaris adalab pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta 
otentik dan kewenangan 1ainnya sebagaimana climaksud dalam undang­
undang ini.'.J 

1Tan Thong Kie. Studi Notarial & Serba-Serbi Praktek Nctaris, (Jakarta: Ichtiar Baru 
Van Hoeve, 2007), him. 444. 

2 A. Kobar, Notarisdalam Praktek Hukum, (Bandung: Alumni, 1983), him. 28. 

1 Indonesia. Undang~Undang Jabatan Nola.ri.s, UU Ri No, 30 Tahun 2004. LN No. 117 
Tahun 2004, TLNNo. 4432, Ps. I. 
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Pejahat umum adalah orang yang menjalankan sehagian fungsi publik dari 

negara, khususnya di bidang hukum perdata. 

Kewenangan lain yang dimaksud dalam undang-undang yang berkaitan 

dengan akta otentik yaitu rerdapat pada pasal15 UUJN, menyatakan : 

a. Membuat akta otentik mengenal semua perbuatan, peljanjian, dan 

ketetapan yang diharuskan oleh peraturan perundangan dan/atau yag 

dikhendaki oleh yang berkepentingan, untuk dinyatakan dalam akta 

otentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan akta, menyimpan akta, 

memberikan grosse, salimm dan ku!ipen akta, semuanya sepanjang 

pembuatan akta tersebut !idak ditugaskan atau dikecualikan kupada pejabat 

atau orang lain yang ditetapkan oleh undang-undang. 

b. Mengesahkan Ianda tangan dan menetapkan kupas!ian tanggal pembuatan 

surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus (legalisasi). 

c. Membukukan surat-surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku 

khusus (waarmerking). 

d. Membuat kupi dari asli surat dibawah tangan berupa salimm yang memuat 

undan sebagaimana ditulis dan digamberkan dalam surat yang 

bersangkutan. 

e. Melakukan pengesahan kecoeokan fotokopi dengan surat aslinya 

(legalisir). 

f. Memberikan penyuluban hukum sehubungan dengan pembuatan akta. 

g. Membuat akta yang berhubungan dengan pertanahan. 

h. Membuat akta risalah lelang. 

i. Membetulkan kesalahan tulis dan/atau kesalahan ketik yang terdapat pada 

minuta akta yang Ielah di tanda tangan, dengan membuat berita acara dan 

memberikan catatan tentang hal tersebut pada minuta akta asli yang 

menyebutkan tanggal dan nomor berita acarn pembetulan, dan salinan 

tersebut dikirimkan ke pem pihak. 4 

4/bid,, Ps. 15. 

Universitas Indonesia 

Akibat Hukum..., Ni Ketut Apriyanti R., FH UI, 2009



3 

Berdasarkan kewenangan notaris tersebut diatas, diketahui bahwa Notaris 

merupakan sa.Jah satu pejabat umum yang mempunyai kewenangan untuk 

membuat akta dalam bentuk otentik sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 1868 

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (K.U.H.Per) yang berbunyi "Suatu akta 

otentik ialah suatu akta didalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang, 

yang dibnat oleh atau dihadapan pegawai-pegawai umum yang berkuasa untuk itu 

ditempat dimana akta diliuatnya". 5 

Terkait dengan lreknatan pembuktiannya, akta otentik memiliki keknatan 

pembuktian yang terdiri atas 3 (tiga) macam pembuktian, yaitu: (I) keknatan 

pembuktian formal, (2) keknatan pembuktian materiil, dan (3) keknatan 

pembuktian lahiriah. 

Kekuatan pembuktian formal dari suatu akta otentik memiliki arti bahwa 

akta tersebut membuktikan lrebenaran dari apa yang disaksikan, dilihat, didengar 

dan juga dilakukan sendiri olah ~abat umum dalam menjalankan jabatannya. 6 

Keknatan pembuktian materiil suatu akta otentik memiliki arti isi keterangan yang 

memuat dalam akta itu berlaku sebagai yang benar, islnya mempunyai kapastian 

sebagai yang sebenamya dan manjadi bukti diantara para pihak.' Keknatan 

lahiriah yaltu secara lahirlah dapat membuktikan dirlnya sendiri bahwa akta itu 

adalah akta otentik atau akta yang dapat membuktikan sendiri keabsahannya (acta 

publica probant sese ipsa}.' 

Oleh karenanya akta yang dibuat dihadapan Notaris tersebut memiliki 

keknatan perabuktian sempuma. Hal ini memiliki pengertian bahwa terhadap akta 

otentik tersebut apahila berperkara di Pengadilan, tidak pedu dibuktikan dengan 

bukti lainnya. 

5 Kiiab Undang~Undang Hukum Perdata [Burgerlijk Wetboek], diterjemah.kan oleh R. 
Subekti dan R. Tjitrosudibio, cet 3~. Jakarta: Pradnya Paramita. 2007, Ps. 1868. 

6 G.H.S. Lumban Tobing, Per(ltw(lfl Jabatan NQ/oris, eet. 3. (Jakarta: Erlangga, 1983), 

111m. 57. 

7 Ibid., blm. 60. 

8 Ibid., him, 55. 

Universitas Indonesia 
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Dalam hal pengawasan notaris menurut UUJN dinyatakan bahwa notaris 

merupakan jabatan yang rnandiri dan tidak merniliki atasan secara struktural, jadi 

notaris bertanggung jawab langsung kepada masyarakat. 

Dasar tanggung jawab Notaris adalah ketentuan dalam Undang-Undang 

Nomor 30 1ahun 2004 tentang Jahatan Notaris yang merupakan pembaharuan 

mengenai jabatan Notaris yang dahulu diatur dalam Reglemenl Op He/ Nolaris 

Ambl in Indonesia Stbl. 1860:3 (Peraturan Jabatan Notaris). Notaris dapat 

dimintakan pertanggungjawaban selain berdasarkan ketentuan Undang-Undang 

Nomor 30 1ahun 2004 tentang Jabatan Notaris, juga berdasarkan ketentuan yang 

tertuang dalarn kode etik Notaris. 

Notaris menurut ketentuan hulrum, tidak boleb berpibak, artinya bahwa 

Notaris dalam membantu para pihak merumuskan dalam akta, barns 

memperhatikao kepentingaon kedua pihak dan barns memhasiakan yang 

berhubungan dengan isi akla termasuk proses dimulal dan pembuatan sarnpai 

mengenal isi akla yang dibualnya Terutarna apabila teljadi sengketa antarn kedua 

belah pihak yang mengaldbatkan adanya penyidikan terhadap akla Notaris. 

TujUllii penyidikan adalah mencari dan mengumpulkan bahan-baban pembuktian.' 

Pengawas notaris adalah menteri Hulrum dan Hak Asasi Manusia, yang 

dalam rangke mengawasi no1llris membentuk majelis pengawas dengan unsur 

yaitu : 

a Pemerin1ah; sebagai penguasa yang mengangkat pejabat notaris. 

b. Notaris; notaris dilibatkan karena notaris yang menge1ahui seluk-beluk 

pekerjaan notaris. 

e. Akademisi; kebadirannya dikaitkan dengan perkembangan ilmu 

hukum, karena lingkup kelja notaris bersifat dinamls dan selalu 

berkembang. 

9 Martiman Prodjohwnidjojo, Pef1)!elidikan dan Penyidifcarr, (Jakarta: Genesa Indonesia. 
1985), him. 26. 
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Yang diawasi oleh rnajelis pengawas: 

a. !mgkah laku notaris; 

b. Pelaksanaanjabatan notaris; 

c. Pemenuhan kode etik notaris, baik kode etik dalam organisasi notaris 

ataupun yang ada dalam UUJN. 

Kewenangan Majelis Pengawas adalah meliputi tiga hal pukok yang 

punting dalam pelaksanaan UUJN yaitu mengenai kepastian, ketertiban dan 

perlindungan hukum yang menjadi lamdasan filosofis dibentuknya UUJN. 

Terkait dengan kepentingan proses peradilan, maka untuk menjaga 

kerahasiaan akta tersebut yang merupakan ARSIP NEGARA maka pihak 

penyidik, penuntut umum, atau hakim bnras mendapat persetujuan dari Majelis 

Pengawas Notaris, dalam hal: 

I. mengambil fotokopi Minuta Alcta danlatau surat-sumt yang dilekatkan 
pada Min uta Alcta atau Protokol Notaris dalam penyimpanan Nolarls dan; 

2. memanggil Notaris untuk badir dalam pemeriksaan yang berkaitan dengan 
akta Y""fb dibuat atas Protokol Notaris yang berada dalam penyirnpanan 
Notaris. 

Dengan demikian menunjukkan adanya kerabasian dan bahwa tidak 

mudah untuk meogambil fotokopi Minuta akta dan/atau sumt-surat yang 

dilekatkan pada Minuta Alcta atau Protokol Notaris dalam penyirnpanan Notaris 

dan memanggil untuk hadir dalam pemeriksaan yang brekaitan dengan akta yang 

dibuatnya atas Protokol Notaris yang berada dalam penyirnpanan Notaris. M'\ielis 

Pengawas Daerah juga harus mendengar keterangan Notaris yang membuat suatu 

akta yang dijadikan alat bukti. 

Dalarn perkembangannya Notaris sering dimintakan kesaksiannya dalarn 

membuktikan kesempurnaan dari akta yang Ielah dibuatnya tersebut. Seperti yang 

dituliskan pada salah satu topik di majalah renvoi yang mengatskan. kini proresi 

Notaris sangat riskan, akta bermasalah sedikit, pulisi akan memanggil. 11 Tentunya 

10 Indonesia, Ps. 66. 

11 Martine£: "Notsris Perlu Dibekali Aspek Hukum Pidana," Renvoi, (Nomor 9.S7.V, 3 
Februari 2008): 32. 
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dengan kesaksian yang diberikan notaris dalam proses perkara pengadilan akan 

mcnimbulkan polemik baru di masyarakat tentang kwalitas kekuatan pembuktian 

dari akta yang dibuat dihadapan Notaris. Serta adanya anggapan babwa 

pemanggilan pihak kepolisian tersebut terjadi dikarenakan adanya pergeseran 

habitat Notaris ak:ibat kesalaltan sistem.12 

Dari fenomena kontmversi yang telab diw:aikan diatas, maka menarik 

untuk di analisa secara ymidis sua.tu permasalaltan yang terkait dengan "Aldbat 

Hukum Pemberian Keterangan Oleh Notaris sebaga.i Saksi dl Pengadilan terhadap 

Kek:uatan Pembuktian Aida Notaris." 

B. Pokok Permasalaban 

Berdasarkan atas Jatar belakang permasalahan yang telab diw:aikan 

sebelunmya dapat dikemokan permasalaltan sebaga.i berilrut: 

1. Apakab kebedlran Notaris sebaga.i saksi dalam proses perkara pengadilan 

yang terka.it dengan Aida yang dibuat di bedapannya telab sesna.i menurut 

hukum? 

2. Baga.imanakab ak:ibat hukum atas pemberian keterangan yang diberikan 

Notaris di dalam proses perkara pengadilan terbedap Akta yang dibuat 

dihadapannya? 

n. Doddy Radjasa, "Pergeseran Habitat Notaris Akibat Kesalahan Sistem," Renvoi, 
(Nomor 9.57.V, 3 Februari 2008): 20. 
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C. Tujuan Penelliian 

D. 

Tujuan Umurn : 

Untuk pelatihan dalarn usaha menyampaikan pikiran ihniah secara 

tertulis serta untuk melaksanakan tri dharma perguruan tinggi, khususnya 

pada bidang penelitian oleh mabasiswa terkait dengan hukum perdata dan 

sebagai syarat memperoleh gelar Magister Keootariatan pada liikultas 

hukum. 

Tujuan Khusus : 

!. Untuk mengetahui aturan yang mengatur mengenai pemanggilan 

Notaris sebagai saksi dalam proses perkara pengadilan yang terkait 

dengan Akta yang dibuat di hadnpannya. 

2. Untuk mengetahui bageimanakab akibat hukum atas pemberian 

keterangan yang diberikan Notaris di dalam proses perkara pengadilan 

terhadap Akta yang dibuat dihadapannya. 

Melode Penellliao 

Proposal penelitian ini menggunakan metode penelitian. yurldis normatif. 

Adapun yang dimaksud dengan yurldis nonnatif adaiab pendekatan yang 

dilakukan dengan mengadakan penelusuran asas·asas hulru!n, untuk kemudian 

membuat suatu inrerpretasi rerbadap peraturan hukum umum. Yang kemudian 

dilanjuaksn dengan pengujian basil interpretasi terhadnp reori dan atau prinsip· 

prinsip hukum umum. 

Adapun data yang diperlukan dalarn penelitian ini bersumber dari data 

primer dan data sekunder. Adapun data primer adalab data yang diperoleh 

langsung dari lapangan dan data sekunder adalab data yang diperoleh dari 

literatur·literatur serta perundeng·undangan yang berkaitan dengan pennasalaban 

yang dianalisa. 
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Penelitian ini menggunakan alat pengwnpulan data yang berupa studi 

dok:wnen dan wawancara yaitu: 

I. Studi Dokumen yang meliputi : 

a. Bahan hukum primer terdiri dari peraturan perundang-undangan yang 

berkaitan langsung dengan permasalahan yang akan dianalisa, yang 

kemudian akan digunakan sehagai dasar hukum. 

b. Bahan hukum sekunder mencalrup buku-buku cetak, artikel, disertasi, 

tesis dan dokumen lainnya termasuk artikel yang terdapat di dalam 

internet yang berkaitan dengan permasalaban yang akan dianalisa, 

yang kumudian akan digunakan sehagai landasan teori. 

c. Bahan hukum tertier dalam penelitian ini meliputi Ensiklopedi dan 

kamus, baik kamus Bahasa Indonesia ataupun Bahasa Inggris yang 

dijadikan sumber referensi. 

2. Wawancara yang dilakukan dengan Bapak I Gusti Ngurah Putm Wijaya. 

S.H., dan Bapak Made Sumadnyana, S.H. 

Metode pengolahan dan analisa data yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah analisa kualitatif yaitu data-data yang diperoleh melalui penelitian 

kepnstakaan dan penelitian lapangan diolah seeara lrualitatif dan kemudian 

disajikan secara deskriptif analisis, yaitu penyajian yang menggambarkan 

peraturan penmdangan-uodangan yang berlaku dikaitkan dengan teori-teori 

hukum dan praktek pelaksanaan hukum positif yang menyangkut permasalahan 

yang dianalisa. 
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E. Sistemalilot Penulisan 

Sebuah sistematika penulisan sangat diperlukan di dalam suaru penulisan 

tesis, agar penutisan tesis ini menjadi teratur dan terarah. Sistematika penulisan 

tesis ini keseluruhannya terdiri dari 3 (tiga) bah, yalru sebagal berik:ut: 

BAB I : Pendabuluan 

Dalam bah ini penulis akan menguraikan mengenal Jatar belakang 

penulisan yang mendasari tesis ini, permasalaban yang akan dibabas, metode 

penelitian yang digunakan dalam penulisan tesis ini, serta pada akbir bah 

diuraikan mengenal sistematika penulisan. 

BAB II : Teori dan Analisis 

Dalam bah ini pemilis akan menguntikan tentang teori-teori mengenai 

Notaris, pembuatan akta notaris yang memilild kekuatan pembuktian yang 

sempuma. sampal deogan adanya pemanggilan bagi Notaris untuk di mintakan 

keterangannya di badapan polisi terkait deogan akta yang dibuatnya tersebut. 

BAB III: Penurup 

Merupakan bab terakhir, penulis mengemnkakan kesimpulan dari bab-bab 

yang ada sebelumnya yang merupekan jawaban alas permasalaban tesis 

berdasarkan basil analisis pennasalaban, serta adanya beberapa saran. 
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BABII 

AKIBAT HUKUM PEMBERIAN KETERANGAN OLEH NOT ARIS 

SEBAGAI SAK.SI DI PERSIDANGAN TERHADAP KEKUATAN PEMBUKTIAN 

AKTANOTARIS 

A. Sejarah Pengaturan Jabatan Notaris Di Indonesia 

Sejarah notarial diawali tumbuh di 11alia mulai abad ke XI atau XII yang 

dikenal dengan nama "Latinjse Notariaf' yang merupakan tempat asal 

berkembangnya notarial. Perkembangannya kemudian meluas ke daerab Perancis 

dimana notarial ini sepanjang jabatanoya merupakan suatu pangabdian yang 

dilakukan kepada masyarakat umum yang kebutuhan dan kegunaannya senantiasa 

mendapat pengakean dari masyaraket dan dari Negara. Dari Perancls pada frase 

kedua perkebangannya pada permulaan abad ke XIX lembaga notarial ini meluas 

ke negarn lam di dunia lennasuk pada nanamya tumbuh dan berkembang di 

Indonesia. 

Nama notarial dengan nama lembaga ini dikenal dimana-mana berasal dari 

nama pengabdiannya yang pertama yakni Notarius yang menandakan satu 

golongan orang-orang yang melakukan suatu bentuk pekerjaan tulis-menulis 

tertentu ukan tetapi yang dinamakan notarius yang dulu tidak sama dengan notaris 

sekerang. 

Terdapat 4 (empat) istilah notaris padajaman I1alia Utara: 

1. Notaril : pejabat istana melakulran pekerjaan administratif; 

2.Tabeliones : sekelompok orang yang melakukan pekerjaan tulis menulis, 

mereka diangkat tidak sebagai pemerintahlkekaisaran dan diatur oleh 

undang-undang tersebut; 
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II 

3. Tabularii : pegawai negeri, ditugaskan untuk memelihara pembukuan 

keuangan kota dan diberi kewenangan untuk membuat akta;Ketiganya 

belum membentuk sebuah bentuk akta otentik; 

4. Notaris : pejabat yang membuat akta otentik-" 

Setelah notarial sampel pada perkembangannya maka pada akbir ahad ke 

XIV terjadilah kemerosotan dibidang notarial jabatan notaris lambat Jaun jatuh 

ketangan orang-orang yang tidak mempunyai keahlian dibidang notarial hal ini 

disebabkan tindakan penguasa pada waktu itu yang mengatasnamakan materi 

Ielah menjual jahatan-jahatan notaris kepada orang-orang yang tidak bertanggong 

jawab tanpa mengindabkan apakah orang yang telah membeli jabatan tersebut 

tidak mampu atau dengan kata lain mereka itu tidak cukup mempunyai keahlian 

dibidang notaria~ maka teijadilah kemerosotan dalam a bad ke XIV ini. 

Keberadaan lembaga notarial secara bertabap semakin dibutuhkan oleb 

masyarakat umum di Indonesia. Sejarah membuktikan bahwa sejak sebelum 

Perang Dunia II, Notaris telah berada di Indonesia, walaupun sebagian besar 

berkewarganegannm Belanda. Lembega ini timbul deri kebutuban dalarn 

pergaulan sesarna manusia yang menghendaki adanya ala! bukti baginya 

mengenai hubungan hukum keperdataan yang ada dan/atau terjadi diantara 

mereka suatu lembaga dengan para pengabdiannya yang ditugaskan oleh 

kekuasaan umum (openbaar gezag) untuk dimana dan apabila undang-undang 

mengharuskan sedemilcian atau dikehendaki oleh masyarakat membuat ala! bukti 

tertulis yang mempunyai kekuatan otentik. 

Mulai masuk di Indonesia dengan beradanya " Oost Ind Compagnie", 

dengan Notaris pertarna yang dlangkat di Indonesia adalah Melchior Kerchem, 

sekretaris deri " Col/lege van Schepenen" di Jakarta, tepatnya pada tanggal 27 

Agustus 1620. Beliau memiliki tugas untuk menjabat sebagai "Notarius 

Publicus"" dalam wilayah Jakarta, dan untuk kepentingan publik di wilayah 

13 Cassandra Stephanie,, "Oefrnlsi Notaris," <htt.p:f!www.id.wikipedi.org/ 
wiki/Notaris.htm> . .diakses 1 Oktober2008, him 2. 

14 R. Soegondo Notodisoerjo, Hukum Notarial di Indonesia. Suatu Penjelasan, (Jakarta: 
CV. Rajawali, 1982), him. 22. 
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tersebut untuk membuat akta-akta. surat-surat, dan lain-lainnya serta 

mengeluarkan salinan-salinannya. 

Sesudah pengangkatan Notaris pertama oleh Gubemur Jenderal Jan 

Pieterszoon Coen, makajumlah Notaris di kota Jakarta dan di kota-kota lainnya di 

Indonesia berangsur-angsur bertambah seiring dengan semakin meningkalnya 

keburuhan akan pejabat Notaris. 

Tahun 1822, dikeluarkanlah Resolusi Gubemur Jenderal tanggal 7 Maret 

1822 (Stb. No. 11 ), yang memberikan instruksi sebanyak 34 Pasal kepeda para 

Notaris. Insttuksi ini mengatur 1ebih rinci mengenai benmk akta, otenlisban akta, 

ketentuan mengenai saksi, dan 1arangan bagi Notaris unmk membuat akta bagi 

diri Notaris sendiri maupun sanak saudaranya. " 

Instmksi tahun 1822 tersebut tetap berlaku sampai dengan 38 tabun 

kernudian. Tepatnya di tabun 1860 Pemerintab Belaeda yang berlruasa di 

Indonesia pada waktn itu menganggsp telah tiba saatnya untuk membuat 

peraturan mengenai jabatan Notaris yang saat itu berlaku di Negeri Be1anda. Yang 

menetapkan Regiement op het Notaris Ambt in lndonesie, pada tangga126 Janueri 

1860 (Stb. No. 3) yang mulai barlaka peda tanggal 1 Juli 1860. Pemturan yang 

1ebih dikenal dengan sebetan Peraturan Jabatan Notaris ini (selaejutnya disebut 

PJN), adapun materi pokok pengatumn dalam PJN terbngi dalam 5 (lima) bab, 

yaitu: 

BABI 

BABII 

BAB Ill 

BABIV 

BABV 

15 ibid., him_ 25. 

: Tentang pclaksanaanjabetan (ambsbediening) dan daerah 

wewenang dari Notaris. 

: Tentang syarat-syarat unmk diangkat sebagai Notaris dan 

tentang cara pengangkataonya. 

: Teotang akta-akta, benmknya, tentang minuta-minuta, 

turunan-turunan (salinan-salinan) dan repertorium. 

: Tentang pengswasan terhadap Notaris dan akta-aktanya. 

: Tentang menyimpan dan mengoper minuta-minuta, 

register-register dan repertorium, dalam hal Notaris 

meninggal dunia, dibarhentikan dan/atau dipindahkan. 
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PJN yang terdiri dati 5 Bab dan 66 Pasal ini terus berlaku selama 144 

tahWl, namun peraturan tersebut ma<>ih dirasa perlu untuk diperbaharui lagi 

mengingat semakin meningkatnya proses pembangnnan yang merupakan salab 

satu kebutuhan hukum masyarakat, sehingga tepatnya sampai dengan 6 Oktober 

2004, setelab dltetapkannya Undang-Undang No. 30 Tabun 2004 tentang Jabatan 

Notaris (selanjutnya disebut UUJN). 

UUJN terdiri dari 13 Bah dan 92 Pasal, adapun materi pokok yang dlatur 

adalah sebagai berikot: 

BAB I Ketentuan Urnum : Aiti Beberapa Istilah (Pasall) 

BAB ll Pengangkatan dan Pernberhentian Notaris 

BAB ill 

BABIV 

BABY 

BABVI 

Bagian Pertama : Pengangka!an (Pasal2 sld7) 

Bagian Kedua : Pernbeahentian (Pasal8 s/dl4) 

Kewenangan, Kewajiban, dan Larangan 

Bagian Pertama : Kewenangan (Pasal !5) 

Bagian Kedua 

Baglan Keriga 

: Kewajiban(Pasall6) 

: Larangan (Pasal 17) 

TernpatKedudukan, Forrnasi dan Wtlayab Jahatan Notaris 

Bagian Pertama : Kedndukan (Pasal 18 sld 20) 

Bagian Kedua 

Bagian Ketiga 

: Forrnasi Jabatan Notaris (Pasal 21 

s/d 22) 

: Pindah Wilayah Jabatan Notaris 

(PasaJ 23 s/d 24) 

Cu1i Notaris dan Notaris Pengganti 

Bagian Pertama : Cuti Notaris (Pasal25 s/d 32) 

Bagian Kedua 

Honorarium 

: Notaris Penggand, Notaris 

Pengganti Kbusus, dan Pejabat 

Sementara Notaris (Pasal33 s/d 35) 

(PasaJ 36 s/d 37) 
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BAB Vll Akla Notaris 

Bagian Pertama 

Bagian Kedua 

Bagian Ketiga 

14 

: Bentuk dan Sifat Akla (Pasal 38 s/d 

53) 

: Grosse Aleta, Salinan Aleta, dan 

Kutipan Akla (Pasal 54 sld 57) 

: Pembuatan, Penyimpanan, dan 

Penyerahan Protokol Notaris (Pasal 

58 s/d65) 

BAB VIII Pengambilan Minute Akla dan Pemanggilan Notaris 

(Pasa166) 

BABIX Pengawasan 

Bagian Pertama : Umum (Pasal 67 s/d 68) 

Bagian Kedua : Majelis Pengawas Daerah (Pasal 69 

s!d 71) 

Bagian Ketiga : Majelis Pengawas Wilayab 

(Pasal 72 sld 75) 

Bagian Keempat : Majelis Pengawas Pusat (Pasal 76 

s/d 81) 

BABX Grganisasi Notaris (Pasal 82 s/d 83) 

BABXl Ketentuan Sanksi (Pasal 83 sld 85) 

BABXll Ketentuan Peralihan (Pasal 86 sld 90) 

BAB Xlll Ketentuan Penutup (Pasa191 sld 92)16 

Dengan diundangkannya Peralutan Jabatan Notaris yang barn, maka 

Reglernent op het Notaris Ambt in lndonesie tersebut dicabut dan dinyatakan tidak 

berlaku lagi. 

Sejak berlaku UUJN yang baru ini, melabirkan perkembangan hukum 

yang berkaitan langsung dengan dunia kenotariatan saat ini. Pertama, adanya 

"perluasan kewenangan Notaris", yaitu kewenangan yang dinyatakan dalam Pasal 

15 ayat (2) butir f, yakni: "kewenangan mernbuat akta yang berkaitan dengan 

16 lndonesia. Ioc.cit 
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pertanahan". Kewenangan selanjulnya adalah kewenangan untuk membuat akta 

risalah lelang. Akta risalah lelang ini sebelum lahimya Undang-undang tentang 

Jabatan Notaris menjadi kewenangan juru lelang dalam Badan Urusan Utang 

Piutang dan Lelang Ncgara (BUPLN) berdasarkan Undang-undang Nomor 49 PI]) 

tahun 1960. Kewenangan lainnya adalah memberikan kewenangan !ainnya yang 

diatur dalam peraturen perundang-undangan. Keweoangan lainnya yang diatur 

dalam peraturan perundang-undangan ini merupakan kewenangan yang perlu 

dicermati, dicari dan diketemukan oleb Notaris, karena kewenangan ini bisa jadi 

sudab ada dalam dalam peraturen perundang-undangan, dan juga kewenangan 

yang baru akan lahir setelah lahirnya peraturan peruodang-undangan yang baru. 

Kewenangan yang dernik:ian lua.s ini tentunya barus didukung pula oleh 

peningkatan kemampuan untuk me!aksanakannya, sehingga program kegiatan 

yang bertujuan untuk mengevalua.si dan meningkatkan kemampuan notaris 

merupakan sebuah tuotutan yang merupakan sebuah keharusan. Selain 

penambahan kewenangan yang sangat signifikan tersebut, UUJN juga 

memberikan perluasan wilayah kewenangan (yuridiksi) yang oleh Undang­

undang Jabatan Notaris disebut sebagai wilayah jabatan. Wilayah jabatan ini, 

sebelum berlaku UUJN, yaitu PJN, adalah meliputi kabupatenlkota, namun 

berdasarkan Pasal 18 ayat {2) Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang 

Jabatan Notaris diperluas meojadi meliputi wilayah provinsi, dengan tempat 

kedudukan di kota/kabupateo. 

Perkembangan atau perubahan yang kedua adalab, masaleb pelaksanaan 

Sumpah Jahatan Notaris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1). Menteri 

Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Sura! Nomor: 

M.UM.OI.06-139 tanggal 08 Nopember 2004 telah melimpahkan kewenangan 

untuk melaksanakan Sumpah Jahalan Notaris kepada Kepala Kantor Wilayah 

Departemeo Hukum dan Hak Asasi Manusia, sehingga Sumpah Jabatan Notaris 

yang sebelumnya dilakukan di badapun Pengadilan Negeri atau di badapao Kepala 

Daereb, sejak 08 Nopember 2004 sumpahjahatan Notaris dilaksanakan dibadapan 

Kepala Kantor Wilayah Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia. 
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Perkembangan alae perubahan yang ketiga, adalah Notaris dibolehkan 

menjalankan jabatan Notaris dalam bentuk perserikatan perdala, sesuai dengan 

pasal20 ayat (1). Hal ini dimungkiukan mengingat kondisi jumlah notaris saat ini 

yang sudah mencapai 7009 orang dan karenanya bentok perserikatan perdata 

(maalschap) dapat dipandang sebagai upaya efisiensi dan efektifitas kantor 

Notaris dalam rangka mempercepat pelayanan jasa hukum kepeda masyarakat 

dengan tetap menjaga kemandirian dan ketidakberpihakan sehingga menjalankan 

jabatan dalarn bentuk perserikatan perdala ini juga akao melahirkan dao 

mengembangkan spesialisssi bidang hukum tertentu. 

Perkembangan atau perubaban yang keempat adalah masalah Peogawasan 

Notaris. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai 

kewenaogaooya berdasarkan Pasal67 ayat (!) Undang-undang Nomor 30 Tahun 

2004 tentang Jabatan Notaris membentuk Majelis Pengawas Notaris. Berdasarkan 

Pasal 81 undaug-undang tersebut Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia 

Republik Indonesia telah mengeluarkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi 

Manusia Republik Indonesia Nomor: M.ll2.PR.08.10 Tahun 2004 tentang Tata 

Cara Peugangkatan Auggota, Pemberhentian Auggota, Susunan Organisasi, Tata 

Keija, dan Tala Cara Pemeriksaan Majelis Pengawas Notaris. Majelis Pengawas 

Notaris terdiri atas Majelis Pengawas Daerah, Majelis Pengawas Wilayah dan 

Majelis Pengawos Pusat yang anggotanya terdiri dari unsur pemerintah, unsur 

organisasi Notaris dan unsur para ahli alau akademisi di bidang hulrum, yang 

masing-mosing unsur anggotanya terdiri atas 3 (tiga) orang untuk mosa jabatan 3 

(tiga) tahun dan sesudahnya dapat dipilih kembali. 

Perkembangan atau pembahan yang kelima, adalah Undang-undang 

Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris mengamanatkan agar notaris 

berhimpun dalarn satu wadah organisosi notaris sesuai dengan pasal 82 ayat (I). 

Kriteria organisosi notaris adalah Pertama, mempunyai anggaran dosar dan 

anggaran mmah tangga yang memuat ketentuan tentang tujuan organisosi, Kedua, 

mempunyai daftar aoggola yang salinarmya disarnpaikan kepada Menteri dan 

Majelis Pengawas Notaris, Ketiga, berbentuk perkumpulan berbadan hukum dan; 

Keempat, marnpu menetapkan dan menegakkan Kode Btik Notaris. 
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B. Kewajiban Dan Wewenang Notaris 

Jabatan notaris tidal< ditempatkan di Jembaga eksekutif, yudikatif ataupun 

!egislatif notaris dibarapkan memiliki posisi netral sehingga apabi!a ditempatkan 

di salab satu dari ketiga badan Negara tersebut maka notaris tidal< !agi dapat 

dianggap netral. Dengan posisi netral tersebut notaris dibarapkan untuk 

memberikan penyuluban hukum untuk dan atas tindakan hukum yang dilakukan 

notaris atas petmintaan kliennya. Dalam hal me!akukan tindakan hukum untuk 

Jdiennya notaris tidal< boleh memihak kliennya, karena tugas notaris ialah untuk 

mencegab te.Qadinya maaalah. 

Menurut UUJN Pasal 1 ayat 1, "Notaris adalah pejahat umum yang 

berwenang untuk membuat akta Otentik dan kewenangan lainnya sebagaimana 

dimaksud da!am Undang-Undang ini". Yang dimaksud dengan Pejahat Umum 

adalah orang yang menjahatkan sebagiao fungsi publik dari negara, khususnya di 

bidaog hukum perdata. 

Di da!am mengatur pergaulan hidup sesarna individu yang membutahkan 

suatu ala! bukli mengenai hubungan hukum di antara mereka, R. Sugondo 

mengatakan bahwa: 

Notaris yang dalarn profesinya sesunggubnya merupakan instansi yang 
dengan akta-aktanya menimbulkan alat-alat pembuklian tertulis dan 
mempunyai sifat otentik, menurut pendapat kami dapat barbuat banyak 
untuk mendorong masyatakat guna mempergunakan alat-alat pembukthat 
tertulis, 17 

Kedudokan Notaris sebagai suatu fungsionaris dalam masyarakat hingga 

sekarang masih disegani. Seorang Notaris sebagai seorang pejabat tempat 

seseorang dapat memperoleh uasibat yang bisa diandalkan. Segala sesuatu yang 

ditulis serta ditetapkannya (kouatatir) adalah benar, ia adalah pembuat dokumen 

yang dalarn soatu peristiwa hukum. 

17 R. Sugondo, Hukum Notarial di lndonesia, (1akarta: raja Grafindo Persada. 1993), him, 
8. 
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Karena kedudukannya tersebut dalam UUJN Pasal4 disebutkan bahwa: 

I. Sebelum menjalankan jabatannya, Notaris wajib mengueapkan 
sumpah,ljanji menurut agamanya di hadapan Menteri atau pejabat yang 
ditunjuk. 

2. Sumpahljanji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berbunyi sebagai 
berikut: 
" Saya bersumpahlbeljauji: 
bahwa saya akau patnb dan setia kepada Negara Republik Indonesia, 
Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 
1945, Undang-Undang tentang Jabatan Notaris serta peraturan perundang­
undangan lahmya. 
bahwa saya akau menjalankan jabatan saya dengan arnanah, jujur, 
saksama, mandiri, dan tidak berpibak. 
bahwa saya akau menjaga sikap, tingkah laku saya, dan akau menjahmkan 
kewajiban saya sesuai deagan kode elik profesi, kahormatan, martabat, 
dan tanggungjawah saya sebagai Notaris. 
bahwa saya akan merabasiakan isi akta dan keterangan yang diperoleh 
da1am pelaksanaan jabatan saya. 
bahwa saya untuk dapat diangkat da1am jabatan ini, baik seeara langsung 
maupun tidak langsung, dengan nama atau da1ih apapun, tidak pemah dan 
tidak akau memberikan atau menjanjikan sesuatu kepada siapapun. "" 

Seorang Notaris yang bemama A. W. Voors, pada waktu masih menjadi 

kandidat Notaris di Belanda, membagi pekeljaan Notaris menjadi sebagai berikut: 

I. Pekeljaan yang diperintahkan oleh Undang-Undang, yang disebut 

sebagai pekeljaan legal, dan 

2. Pekeljaan ekstralegal, yaitu peknljaan yang dipereayakau 

kepadanya daiamjabatan itu." 

Yang dimaksud dengan pekeljaan legal adaiah pekeljaan Notaris daiam 

rangka melaksanakau sebagaian kekuasaan pemerintab yang diembannya, 

misalnya adaiah untuk memberi kepastian tanggal, membunt grosse yang 

mempunyai kekuatan eksekutorial, memberi keterangan dalam suatu akta yang 

menggantikan Ianda Iangan, memberi kepastian mengenai tanda tangan 
' 

seseorang. 

151ndonesia. Ps. 4. 

19 Tan Thong Kie. op.cit., him. 452. 
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Sedangkan, pekeljaan ekstralegal adalah pekerjaan Notaris dalam rangka 

menjarnin dan menjaga "perlindWlgan kepastian hukumll. Seorang Notaris bukan 

saja melindungi kepentingan para pihak tetapi juga memberikan kepercayaan oleh 

Pemerintah untuk menjamin terlaksananya kepastian huknm. Seorang Notaris 

tidak hanya mengabdi kepada ma.•yanakat, tetapi juga mengabdi kepada 

Pemerintah. Oleh karennya, pekeljaan Notaris merupakan pekerjaan yang sangat 

berharga sehingga dakam menjalankannya hams dilaksanakan sebaik-baiknya, 

penuh kejujuran dan rasa tanggun&jawab. 

Dalam menjalankan tugasnya, Notaris memiliki sejumlah kewenangan 

yang dilakukannya. Definisi kewenangan menurut bahasa Indonesia adalah 

kekuasaan untuk melakukan sesuatu."' Terkait dengan kewenangan yang dimiliki 

Notaris, maka Notaris merupakan pejaber umtun yang berwenang membuat akta 

otentik. Hal ini berdasarken ketentuao Pasall868 K.U.H.Per yang menyatakan: 

"Suatu akta otentik ialah suatu akta didalam bentuk yang ditentukan oleb 
undang-undang, yang dibuat oleb atau dibadapan pegawai-pegawal umum 
yang berkuasa untuk itu ditempat dimana akta dibuatnya" 

Sebagal pelaksanaan dan penjabanm pasal 1868 K.U.H.Per tersebut, maka 

berdasarkan ketentuan Pasal 15 UUJN, kewenangan Notaris adalab sebagai 

berikut: 

I. Notaris berwenang membuat akta otentik mengenai semua perbuatan, 
peljanjian, dan ketetapan yang dibarnakan oleh peraturan perundangun 
danfatau yag dikhendalci oleb yang berkepentingan, untuk dinyatakan 
dalam akta otentik, menajmin kepastian tanggal pembuatan akta, 
menyimpan akta, memberikan grosse, salinan dan kutipan akta, semuanya 
sepanjang pembuatan akta tersebut tidak ditugaskan atau dikecualikan 
kepada pejabat atau orang lain yang ditetapkan oleh undang-undang. 

2, Notaris berwenang pula: 

a. mengesahkan Ianda Iangan dan menetapkan kepastian tanggal 
pembuatan surat di bawah Iangan dengan mendaftar dalam buku 
khusus. 

b. membukukan sural-swat di bawah Iangan dengan mendaftar dahun 
buku kbusus. 

c. membuat kopi dari asli sural dibawah tangan berupa salinan yang 
memuat uraian sebagaimana ditulis dan digambarkan dalam sural 

~uhammad Ali, Kamus Lengkap Bahasa Indonesia Modern, (Jakarta:: Pustaka Amani, 
1995), him. 621. 
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yang bersangkutan. 
d, melakukan pengesahan kecocokan fotokopi dengan surat aslinya. 
e. Memberikan penyuluhan hukum sehubungan dengan pembuatan akta. 
f. Membuat akta yang berhubungan dengan pertanahan. 
g. Membuat akta risalab Jelang. 

3. Se1ain kewenangan sebagabnana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), 
Notaris mempunyai kewenangan Jain yang diatw: dalam peraturan 
perundang-udangan. 

Selain memiliki kewenangan, Notaris pun memi1iki sejumlab kewajiban 

yang harus dilaksaoakan sebagai pejabat umum. Jabatan Notaris merupakan 

jabatan kepercayaan, hams sedemildan rupa kewajiban Notaris diatur secara 

seksama dan mendalam. Berdasarl<an Pasal 16 ayat (l) UUJN , dalam 

menjalankan jabatarmya, Notaris berkewajiban : 

a. Bertindak jujur, seksama, mandiri, tidak berpihak dan menjaga 

kepentingan pihak yang terkait dallll!l perbuatan hukum; i ,., --

b. Membuat akta dalarn bantuk minuta akta dan menyimpannya sebagai 

bagian dari protokol notaris, dan notaris menjanain kebenarannya; Notaris 

tidal< wajib menyimpan minula akta apabila akta dibuat dalam bentuk akta 

originali. 

c. Menge1narkan grosse aksa, salinan akta dan kutipan akta berdasarkan 

minuta akta; 

d. Wajib memberikan pelayanan sesuai dengan ketentuan dalarn UUJN, 

keeuali ada alasan untuk menolakoya. 

c. Merabasiakan segala suatn mengenai akta yang dibuatnya dan segala 

keterangan yang diperoleh guna pembuatan akta sesuai dengan SUlllpahl 

janji jabetan kecuali undang-uudang menentukan lain; 

f. Menjilid akta yang dibuatnya dalaro 1 bulan menjadi I bukulbundel yang 

memuat tidak Jebih dari 50 aksa, dan jika jumlahnya Jebih maka dapat 

dijilid dalam buku lainnya, menoatat jumlab minuta aksa, bulan dan tahun 

pembuatannya pada sampul setiap bulru; 

g. Membuat daftar dan akta prates terhadap tidak dibayarnya alau tidak 

diterimanya sural berharga; 

h. Membuat daftar akta yang berkenaan dengan wasiat menurut uraian waktu 

pembuatan akta setiap bulan; 
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L Mengirimkan dafiar akta yang dimaksud atau daftar akta nihil ke Daftar 

Pusat Wasiat Departemen Hukum Dan HAM paling lambat tanggal 5 tiap 

bulannya dan melaporkan ke majelis pengawas daerab selambat­

lambatnya tanggal 15 tiap bulannya; 

j. Mencatat dalam repotrorium tanggal pengiriman daftar wasiat pada seiap 

akbir bulan; 

k. Mempunyai caplstempal yang memuat lambang negara republik indonesia 

dan pada ruang yang mellngkarinya dituliskan nama, jabatan, dan tempat 

kedudukan yang bersangkutan; 

I. Membacakan akta di badapan pengabadap dengan dibadiri minimal 2 

( dua) orang saksi dan ditanda tangani 

pengbadap, saksi dan notaris; 

m. Menerima magang cal on notaris.21 

pada saat itu juga oleh para 

Menurut G.H.S Lumban To bing, kewenangan Notaris meliputi 4 ( empat) 

hal, yaitu: 

I. Notaris barus berwenang sepanjang yang menyangkut akta yang dibuat 

itu. Hal ini disebabkan karena tidak semua pegawai umum dapat membuat 

semua jenis ~ tetapi setiap pegawai umum memiliki kewenangan 

banya untuk membuat akta-akta itu. 

2. Notaris barus berwenang sepanjang mengenai orang uatuk kepentingan 

siapa akta itu dibuat. Notaris tidak berwenang untuk membuat akta bagi 

kepentingan setiap orang. Pasal 52 ( l) UUJN disebutkan babwa Notaris 

tidak diperkenankan untuk membuat akta bagi dirinya sendiri, isteri!suami 

Notaris, atau orang laln yang mempunyai hubungan keluarga dengan 

Notaris balk karena perkawinan maupun hubungan damb dalam garis 

keturunan lurus ke bawah dan!atau ke atas tanpa pembatasan derajat, serta 

dalam garis ke samping sampai dengan derajat ketiga, serta menjadi pihak 

untuk diri sendiri, maupun dalam suatu kedudukan ataupun dengau 

:ulndonesia. Ps. 16 ayat (1 ). 
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perantara kuasa. Hal ini dimaksudkan agar tidak terjadi benturan 

kepentingan a tau penyalahgunaan jabatan, 

3, Notaris horus berwenang sepanjang mengenai tempat dimana akta itu 

dibuat. Bagi setiap Notaris ditentukan daerah hukumnya, dan dengan 

demikian Notaris hanya memiliki kewenangan di daiam ruang lingkup 

daerah hukumnya. 

4. Notaris horus berwenang sepanjang mengenai waktu pembuatan akta itu. 

Notaris tidak diperkerumkan membuat akta selama ia masih euti atau 

dipeeat dari jabatannya. Demildan juga Notaris tidak bo1ah membuat akta 

sebelum ia memangku jabatannya a tau diambU sumpahnya. 

Dalam melaksanakan jabatannya, seonmg Notaris di Indonesia juga 

berpegang teguh kepada Kode Etik Jabatan Notaris, karena tanpanya harkat dan 

martabat profusionalisme Notaris akan bilang sama sekali. 

Kode Etik Notaris adalah selurub kaidah moral yang ditentukan oleh 

Perkumpulan Ikatan Notaris Indonesia dan yang berlaku bagi serta wajib ditaati 

oleh setiap dan semua anggota perkumpulan dan semua orang yang menjalankan 

tugas jabatan sebagai notaris."' Kode Etik Notaris dikeluarkan oleh Perkumpulan 

Ikatan Notaris Indonesia (INI) yang berdiri semenjak tanggal 1 Juli 1908, dan 

merupeknn satu-satunya wadah organisasi profesi jabatan Notaris bagi segenap 

Notaris di selurub Indonesia 

Berdasarkan basil Konggres Luar Biasa IN! yang diadakan di Bandung 

pada tanggal 28 Januari 2005, Kode Etik memberikan pedoman mengenai 

kewajiban dan larangan bagi para Notaris, yakei: 

• Kewajiban (Pasal 3) 

Notaris dan orang lain yang memangku dan menjalankan jabatan Notaris 

wajib, antara lain: 

1. Memiliki moral, akhlak serta kepribadian yang baik. 

2. Menghormati dan menjunjung tinggi batkat dan martabat Jabatan 

Notaris 

3. Menjaga dan membela kehormatan Perkumpulan. 

22 Kode Etik Nowi.s, lkatan Notaris Indonesi~ Ps. 1 angka 2, 
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4. Bertindak jujur, mandiri, tidak berpihak, penuh rasa tanggung jawab 

berdasarkan peraruran perundang-undangan dan isi sumpah jabatan 

Notaris. 

5. Meningkatkan ilmu pengelabuan yang telah dimiliki tidak terbatas 

pada ilmu pengelabuan hukum dan kenotariatan. 

6. Mengutamakan pengabdian kepeda kepentingan masyarakat dan 

Negara. 

7. Memberikan jasa pembnatan akta dan jasa ke Notarisan !ninny a nntuk 

masyarakat yang tidak mampu tanpa memungut honorarium. 

8. Menetapkan satu kant<>r di tempat kedudukan dan kantor leiSebut 

merupakan satu-satunya kantor bagi Notaris yang bersangkatan dalarn 

melaksanakan tngas jabatan sebari-bari. 

9. Memasang 1 (salll) buah papan nama di depan/di lingkungan 

kantornya dengan pilihan ukuran yaitu 100 em x 40 em, 150 em x 60 

em, atau 200 em x 80 em, yang memuat: 

a. Namalengkap dan gelar yang sah; 

b. Tanggal dan nomor Sum KepU!llsan pengangkatan yang terakbir 

sebagai Notaris; 

c. Tempatkedndukan; 

d. Alamat kantor dan nomor teleponifax. Dasar papan nama berwama 

putih dan huruf berwarna hitam dan tullsan di atas papan nama 

hams jelas dan mudah dibaca. Kecuali di lingkungan kantor 

tersebut tidak dimungkinkan untuk pemasangan papan nama 

dimaksud. 

10. Hadir, mengiknti dan berpartisipasi aktif dalam setiap kegiatan yang 

diselenggarakan oleh Perkumpulan; menghormati, mernalllhi, 

melaksanakao setiap dan seluruh kepU!llsan Perkumpulan. 

II. Membayar nang iuran Perknmpulan secara tertib. 

12. Membayar uang duka untuk membantu abli waris ternan sejawat yang 

meninggal. 

13. Melaksanakan dan mematuhi semua ketentuan tentang honorarium 

ditetapkan Perkumpulan. 
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14. Menjalankan jabatan Notaris teruta.ma dalam pembuatan, pembacaan 

dan penandatanganan akta yang dilakukan dik:antomya, kecuali karena 

alasan yang sah. 

15. Menciptakan suasana kekeluargaan dan kebersamaan dalam 

melaksanakan tugas jabatan dan kegiatan sehari-hari serta saling 

memperlakukan rekan, sejawat secara baik, saling meoghonnali, 

saling menghargai, saling membantu, serta selalu berusaha manjalin 

komunikasi dan tali silaturallmi. 

!6. Memperlakukan setiap klien yang dating deugan baik, tidak 

membadakan status ekonomi dan/atau status sosialmya. 

17. Melakukan perbuatan-perbuatan yang secara umum disebut sebagal 

kewajiban untuk ditaati dan dilaksanakan antara lain namun tidak 

terbatas pada ketentuan yang tercantum dalaro: 

a. UU Nomor 30 Tabun 2004 tentang Jabstan Notaris; 

b. Penjelasan Pnsal 19 ayat (2) UU Nomor 30 Tahun 2004 tentang 

Jabatan Notaris; 

c. lsi sumpah Jabatan Notaris; 

d. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumab Tangga Ikatan Notaris 

Indonesia.23 

• Larangan (Pnsal 4) 

Notaris dan Orang lain yaog memangke dan menjalankao jabatan Notaris 

dilarang, antara lain: 

1. Me.mpunyai lebih dari I (satu) k:antor, baik k:antur cabang alaupun 

k:antor perwekilan. 

2. Memnsaog papan nama dan/atau tulisan yang berbunyi 

"Notaris!Kaotor Notaris'' di !uar lingkuogan k:antor. 

3. Melakuk:an publikasi atau promosi diri, baik sendiri maupun seeara 

bersama-saroa, dengan mencantumkan nama dan jabatannya, 

lllhid, Ps 3. 
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menggunakan sarana media cetak danlatau elektronik; da1am bentuk: 

a. iklan; 

b. ucapan selamat; 

c. ucapan belasungkawa; 

d. ucapan terima kasih; 

e. kegiatan pemasaran; 

f. kegiatan sponsor, baik dalam bidang sosial, keagamaan, maupun 

olahraga. 

4. Bekerjasama dengan biro jasalozang/Badan Hukum yang pade 

hakikelnya bertindak sebagai perantara untuk mencari atau 

mendapatkan klien. 

5. Menandal.angani akl.a yang proses pembuatan minutanya telah 

diperslapkea oleh pibak lain. 

6. Mengirimkan minnta kepada klien untuk ditandatangani. 

7. Berusaha atau berupaya dengan jalan apapnn, agar seseorang 

berpindah dari Notaris lain kepadanya, baik upaya itu ditujukan 

langsung kepada klien yang bersangkutan maupun melalui perantara 

orang lain. 

8. Melaknkan pemaksaan kepada klien dengan eara menahan dokumen­

dokumen yang telah diserahkan danlatau melakuken tekanan 

psikologis dengan maksud agar klien tersebut tetap membuat akl.a 

padanya. 

9. Melaknkan nsaha-usaha, balk langsung maupun tidak langsung yang 

menjurus kea rah timbulnya persaingan yang tidak seb.at dengan 

sesama rekan Notaris. 

10. Menetapken honorarium yang harus dibayar oleh klien dalam jumlah 

yang lebih rendah dari honorarium yang telah ditetapkan 

perkumpulan. 

11. Mempekerjukan dengan sengaja orang yang masih berstatus karyawan 

kantor Notaris lain tanpa persetujuan terlebih dahulu dari Notaris yang 

bersangkutan. 
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12. Menjelekkan dan/atau mernpersalahkan rekan Notaris atau akta yang 

dibuat olehnya. 

13. Membentuk kelompok sesama rekan sejawat yang bersifat eksklusif 

dengan tujuan Wltuk melayani kepentingan suatu instansi atau 

lembaga, apalagi menurup kemuugkinan bagi Notaris lain uutuk 

berpartisipasi. 

14. Menggunakan dan mencantumkan gelar yang tidak sesuai dengan 

peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

15. Melakukan perbuatan-perbuatan lain yang secara umum disebut 

sebagai pelanggaran terbadap Kode Etik Notaris, antara lain namun 

tidak terbatas pada pelanggaran- pelanggaran terbadap: 

a. Ketenruan- kerentuan delam Undang-undang Nomor 30 Tabun 

2004 tentang Jabatan Notlris; 

b. Penjelasan Pasal 19 ayat (2) Undang-Undang Nomor 30 Tabun 

2004 tentang Jabatan Notaris; 

c. lsi sumpab Jabatan Notlris; 

d. Hal-hal yang menurut ketentuan Anggaran Dasar, Anggaran 

Rumab Tangga dan/atau Keputusan-keputusan lain yang 

ditetapkan oleb oraganisasi lkatan Notlris Indonesia tidak boleb 

dilakukan oleh anggota. 24 

Berdasarkan uraian tersebut, dapat diketabui babwa pada hakiketnya, 

Notaris memiliki citra yang sangat baik, dipandang sebagi Pejabat Negara yang 

tidak memihak salah satu pihak, heriUgas uutuk menjamin berlangswtgnya 

peraturan-peraturan yang berlaku, serta memberikan jaminan pembuktian yang 

kuat terhadep akta yang dibuatnya. 

Oleh karena tiugginya tuntutan atas tugas yang diemhan Notaris, maku 

UUJN mengarur seeara togas menyebutkan babwa pengawasan Notaris dilakukan 

oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia melalui wadab Majelis Pengawas 

yang terbentuk deri tiugkst daanrb sampai tiugkat pusat. Mengenai pengawasan 

24 Ibid, Ps 4. 
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terhadap Notaris tersebut diatur dalam Bab IX mulai Pasal 67 sampai dengan 

Pasal 81. Majelis Pengawas dalam hal ini bertugas untuk mengawasi perilaku dan 

pelaksanaanjabatan Notaris. 

Berdasarkan Pasal 68, maka terdapat 3 (tiga) siruktur Majelis Pengawas 

yang terdiri atas: 

a. Majelis Pengawas Daerah, yang dibentuk di Kabupaten dan Kota; 

b. Majelis Pengawas Wilayah, yang dibentuk dan berkedudukan di lbukota 

provinsi; dan 

c. Majelis Pengawas Posat, yang dibentuk dan berkedudukan di lbukota 

Negara. 

Adapun wewenang dan kewajiban dari masing-masing Majelis Pengawas, 

diantaranya adalah: 

I. Majelis Pengawas Daerah 

Wewenang (Pasal 70): 

a. menyelenggarakan sidang untuk memeriksa edanya dugaan 

palaggar.m Kode Etik Notaris atau pelanggaran palaksanaan 

jabatan Notaris; 

b. Menerima laporan masyarakat (termasuk Notaris lain) mengenai 

adanya dugaan pelanggaran Kode Etik Notaris atau pelanggaran 

ketentuan dalam UUJN. 

Kewajiban {Pasal 71): 

a. membuat berita acara pemeriksaan dan menyampaikan kepada 

Majelis Pengawas Wilayah setempat, dengan tembusan kepada 

Notaris yang bersangkutan, Organisasi Notaris, dan Majelis 

Pengawas Pusat; 

b. merahasiakan isi akta dan basil pemeriksaan; 

c. memariksa laporan masyarakat terhadap Notaris dan 

menyampaikan basil pemeriksaan tersebut kepada Majelis 

Pengawas Wilayah dalam waktu 30 (tiga pulub) bari, dengan 

tembusan kepada pihak yang melaporkan, Notaris yang 

bersangkutan, Majelis Pengawas Pusat, dan Organisasi Notaris. 
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a. menyetenggarakan sidang untuk memeriksa dan mengambil 

keputusan alas lapor.m masyarakat yang disampaikan melalui 

Majelis Pengawas Wilayah; 

b. memanggil Notaris terlapor untuk dilakukan pemeriksaan atas 

laporan sebagaimana dimaksud pada huruf a; 

c. memberikan sanksi berupa teguran lisan atau tertulis; dan 

d. mengusulkan pemberian sanksi terlladap Notaris kepada Majelis 

Pengawas Pusat berupa: 

1) pemberhentian sementara 3 (tiga) bulan sampai 6 (enarn) 

bulan; atau 

2) pemberhentian dengan tidak hormat. 

Kewajiban (Pasal 75): 

a. menyampaikan keputusan sebagaimana dlatur dalarn Pasal 73 

huruf a, huruf e dan huruf f kepada Notaris yang bersangkutan 

dengan tembusan kepada Majelis Pengawas Pusa~ dan Organisasi 

Notaris; dan 

b. menyampalkan pengajuan banding dari Notaris kepada Majelis 

Pengawas Pusat terhadap penjatnban sanksi. 

3. Majelis Pengawas Pusot 

Wewenang (Pasal 77): 

a. menyelenggarakan sidang untuk memeriksa dan mengambil 

keputusan dalam tingkat banding terhadap penjatnhan sanksi; 

b. memanggil Notaris terlepor untuk dilakukan pemeriksaan 

sebagaimaoa dlmaksud pada huruf a; 

c. menjatuhkan sanksi pemberhentian sementara; dan 

d. mengusulkan pemberian sanksi berupa pemberhentian deogao 

tidak honnat kepada Menteri. 
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Kewajiban (Pasal 79): 

Majelis Pengawas Pusat berkewajibann menyampaikan keputusan 

sebagaimana dimaksud didalam Pasal 77 huruf a tembusan kepada 

Menteri Pengawas Wilayah dan Majelis Pengawas Daerah yang 

bersangkutan serta Organisasi Notaris. 

Dengan demikian, maka seorang Notaris dituntut untuk SWtgguh-sungguh 

di dalam melaksanakan kepercayaan yang telah diterimanya, baik dari 

masyarakat, maupun dari Negara. Masyarakat membutuhkan seomng Notaris 

yang keterangannya dapa.t diandaika.n, dapat dipercaya, yang tanda tangan dan 

stempelnya memberi jaminan dan bukti yang kuat, seorang abli yang tidak 

memibak dan penasiha.t yang tidak ada cacatuya, segala sesuatu yang ditulis serta 

ditetapkan adalah benar. 

C. Otentisitas Akta Notaris 

Menurut R. Subekti dan R Tjitrosudibio, kata acta merupakan bentuk 

jarnak dari kala actum, suatu kata yang berasal dari babasa Latin yang berarti 

perblllltan-perbuatan.25 Ah1i huknm, Mr. A. Pitlo, menyebutkan bahwa akta 

adalah suatu surat yang ditandatangani , dibuat untuk dipakai sebagai bokti, dan 

untuk dipergunakan oleh orang lain, untuk keperluan siapa surat itu dibuat. 26 

Pengertian akta menurut Pitlo tersebut sama dengan yang dikemukakan 

oleh Sudikno Mertokusumo, yaitu: 

"Akta adalah surat yang diberi tanda tangan, yang memuat peristiwa­

peristiwa yang menjadi dasar dari pada suatu hak atau perikatao, yang 

dibuat sejuk semula dengan sengaja untuk pembuktian"." 

Akta menurut Veegens-Oppenheim adalah: 

"
1 een ondertekend geschrift opgemaakt om tot bewijs te dienen" atau 

zs R. Subekti dan R. Tjitrosudibio. Knmus Hukum, (Jakarta : Pmdnya Paramita, 1990), 
hlm.9. 

u A. Pitlo. Pembuktian dan Daluarsa, menW"fil Hukum KUHP Belanda, a!ib bahasa oleh 
M. bB. SH. Ookana: lntenn..., 1978), him. 43. 

21 Sudikno Mertokusumo, Hukum Acara Perdata Jmlonesia, (Jogyakarta : Liberty, 
1993), him" 12.0, 
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diterjemahk"" kedalam bahasa Indonesia : 

"suatu tulisan yang ditanda tangani dan dibuat wttuk dipergunakan sebagai 

bukti" sedangkan "Tulisan" (geschrift) menurut Asser-Anema adalah: 

"dragers van verstaanbare /eestekens dienende om een gedachteneenheid 

te vertolken" diterjernahkan kedalam bahasa Indonesia : "pengemban tanda-tanda 

baca yang mengandung arti serta bermanfaat untuk menggambarkan suatu 

pikiran~'.2S 

Suatu sural yang ditandatangani untuk dapat dika!l!kan sebagai suatu akta 

apebila di dalamnya memuat suatu peristiwa hukum.29 Dan apebila isi surnt 

tersebut memuat suatu peristiwa yang melanggar hukum, maka sural tersebut 

tidak dianggap sebagai akta. 

Terdapat 2 (dua) golongan akta Notaris yaltu: 

1. Akta yang dibuat " oleh" (door) Notaris atau yang dinamukan "akta 
relaas" atau "akta pejabef' (ambtelijke akten), yaltu dalam akta ini 
notaris menerangkan/memberikan dalam jabatannya sebagal pejabat 
umum kesaksian dari semua apa yang diibat, disaksikan dan 
dialarninya, yang dilalrukan oleh pihak lain. 
Termasuk di dalam "akta relaas" antam lain berita-acara rapat para 
pemegang saharn dalam perseroan terbatas, akta pencatatan budel, dan 
lalunya. 

2. Akta yang dibuat "di hadapen" (ten overstaan) notaris atau yang 
dinarnakan "akta partfl" (partij-akten). 
Di dalam "akta partil ini, dicantu!l!kan secara otentik keterangan­
keterangan dari orang-orang yang bertindak sebagal pihak-pihak dalam 
akta tersebut. 
Termasuk di dalam "akta partif' antam lain akta-akta yang mernuat 
perjanjian hibah,jual-beli, wasiat, kuasa, dan lain sebagainya.30 

Adapun perbedaan siful dari 2 (dua) macam akta tersebut adalah: 

Akta Pejabel masih sah dipukal sebagi alat bukti apabila ada satu atau 

lebih daintara para pihak tidak menandatangani dan Notaris 

28 Suryatin Lijaya, Kekuatan Bukti Sempurna aida Otentik Didnlaru Praktek, Makaiah, 
!995,hlm.L 

14) Pitlo, op.cit. hlm. 54. 

30 Tobing. op.cit., hlm 51-52. 
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menyebutkan dalarn akta tersebut apa penyebab mereka tidak 

menandatangani akta tersebut. 

Akta Partij tidak berlaku sebagai alat bukti apabila salab satu pihak 

tidak menandatangani akta karena hal tersebut dapat diartikan babwa 

ia tidak menyetujui petjanjian yang dibuat, kecuali apabila alasan tidak 

menandatangani itu adalab alasan yang kuat scparti tidak bisa menulis 

atau tangannya saki!, dan atau sebagainya. Alasan itu dapat 

dicantumkan dengan jelas oleh notaris dalam akta yang bersangkutan. 

Suatu surat wanggap sebagai akla, apabila memenuhi fungsi tersebut di 

bawahini: 

L Sebagai syarat untuk menyatakan adanya suatu perbuatan hukum; 

2. Sebagai alat pembuktian; dan 

3. Sebagai alai pembuktian setu-satunya. 31 

Fungsi terpenting suatu akta adalah sebagai alat pembuktian. Pasal 1867 

K.U.H.Per menyebutkan bahwa "Pembuktian dangan tulisan dilakukan dengan 

talisan-tulisan otentik maupun dengan tulisan-tulisan wbawah tangan''. Dengan 

kala lain, Pasal 1867 K.U.H.Per mengacu kepada 2 (dua) macam akta yang 

merniliki fungsi sebagai alat pernbuktian, yaitu akta otentik dan akta di bawah 

tangan. 

Berdasarl<an Pasall867 K.U.H.Per tersebut, maka dikenal2 (dua) macam 

akla, yaitu: 

I. Akta Otentik (Pasa!J868 K.U.H.Per) 

Akta Otentik adalah suaru akta yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan 

oleh undang-undang, dibuat oleh atau di hadapan pegawai-pegawai uroum 

yang berkuasa untuk itu ill tompat dimana akta itu dibuat (Pasal 1868 

K.U.H.Per). 

" Sudikno, loc. cit. 
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Bentuk yang ditentukan Undang-Undang artinya bahwa sesuai dengan 

ketentuan Pasal 38 UUJN yaitu : 

1. Setiap akta Notaris terdiri atas: 

a. awal akta atau kepala akta; 

b. badan akta; 

c. akbir atau penutup akta. 

2. Awal akta atau kepala akta memuat: 

a. judul akta; 

b. nomor akta.:. 

c. jam, hari, tanggal, bulan, dan tabun; dan 

d. nama lengkap dan tempat kedudukan Notaris. 

3. Badan akta memuat: 

a. nama !engkap, tempat dan tangal lahir, kewarganegaraan, 

pelreljaan, jabatan, kedudukan, tempat tinggal para pengbadap 

dan/atau orang yang mereka wakili; 

b. keterangan mengenai kedudukan bertindak pengbedap; 

c. isi akta yang mernpakan kehendak dan keinginan dari pihak yang 

berkepentingan; 

d. nama lengknp, tempat dan tanggal lahir, serta pek01jaan, jabatan, 

kedudukan, dan tempat tinggal dan tlap-tlap saksi pengenal. 

4. Akhir atau penutup akta memuat: 

a. uraian tentang pembacaan akta; 

b. uraian tentang penandatanganan dan teinpat penandatanganan alan 

peneijemahan akta apahila ada; 

c. nama lengkap, tempat dan tanggal lahir, pekeljaan, jabatan, 

kedudukan, dan tempat tinggal dari tiap-tlap saksi akta; dan 

d. uraian tentang tidak adanya pernbahan yang terjadi dalam 

pembuatan akta atau uraian tentang adanya perubahan yang dapat 

berupa penambahan, pencoretan, atau penggantian. 32 

nlndonesia, Ps 38. 
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Pegawai~pegawai umum yang dimaksud adalah Panitel11; Jurusita, 

Pegawai Pencatatan Sipil, Hakim dan termasuk di dalamnya adalah 

Notaris. 

Al<ta Otentik sebagai alat pembuktian, memiliki 3 (tiga) kekuatan 

pembuktian, yaitu: 

a. Pembuktian Lahiriah, yaitu kemampuan akta untuk membuktikan 

dirinya sebagai akta otentik. Hal ini berarti bahwa suatu akta orentik 

yang dibuat olah pegawai umum yang berwenang, akan dianggap 

sebagai akta orentik sampai dapat dibuktikan sebaliknya. Pembuktian 

ini banya dapat diremuk.an pada akta orentik. 

b. Pembuktian Formal, yaitu kemampuan akta untuk membuktikan 

bahwa pejabat yang barsangkutan relab menyatakan keternngao 

sebagaimana dlsampaikan oleb para pibak ataupun oleh pejabat dalam 

menjalankan jabatannya. 

c. Pembuktian MateriiL yaitu kemampuan akta untuk membuktikan 

bahwa isi akta adalah suatu kebenaran yang diterima oleh para pihak 

yang meminta dlbuatkan akta. 

Akta otentik merupakan alat bukti terkuat dan sempurna yang memiliki 

peranan penting dl dalam suatu hubungan hukum dalam kebidupan 

masyarakat. 

Menurut Pasal 1870 K.U.H.Per, suatu akta otentik memberikan para pihak 

dan ahli warisnya atau orang-orang yang mendapat hak dari mereka, suatu 

bukti yang sempurna tentang apa yang rermuat di dalamnya. Suatu bukti 

sempuma berarti bahwa ia sudah tidak memerlukan suatu penambaban 

pambuktian, kerena apa yang dituliskan didalam akta barns dipareaya 

sebagai suatu kebenaran yang mengikat para pihak di dalamnya, sampai 

kebenaran tersebut dibuktikan sebaliknya. 

Sebagaimana dimuksud oleh G.H.S. Lumban Tobing yang menyatakan 

bahwa kesaksian tertulis atau lisan sekalipun dari Notaris yang memuat 

akta, tidak dapat menghilangkan kesalahan atau keknrnngan yang ada pada 

akta. Karena, serelah suatu akta dibaea dan ditandatangani, makn akta 
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telah memiliki kekuaUul otentik, artinya bahwa apa yang dituliskan di 

dalam akta adalah benar adanya sampai dibuktikan kebalikannya. 

2. Aktadi bawah tangan (Pasall874 K.U.H.Per) 

Akta di bawah tangan adalah akta yang sengaja dibuat sebagai alat bukti 

oleb para pihak tanpa bantuan dari seorang pajabat Sebagai alat 

pembuktian, akta di bawah tangan hanya memiliki kekuatan pembuktian 

formal dan materiil, yaitu bahwa akta sungguh-sungguh dibuat oleh para 

pihak, dan memuat keterangan yang benar dan karenanya mengikat para 

pihak di dalamnya. 

Untuk menentukan akta Notaris yang mempunyai kekuatan pembuktian 

sebagai akta di bawah tangan dapet dilihat dan ditentukan dari : 

I. lsi (dalam) pasal-pasal terrentu yang menegaskan secara langsangjika 

Notaris melakukan pelanggaran, maka akta yang bersangkntan 

termasuk akta yang mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta di 

bawah tangan. 

2. Jika tidak disebutkan dengan tegas dalam pasal yang bersangknUul 

sebagai akta yang mempunyai kekuatan pembuktian sebagaia akta di 

bawah tangan, maka pasal laiunya yang dikategorikan melanggar 

menurul Pasal 84 UUJN, termasuk ke dalarn akta batal demi hulrum. 

Dengan demikian dapat disimpnlkan bahwa akta Notaris yang mempunyai 

kekuatan pembuktian sebagai akta di baweb Uulgan, jika disebutkan dengan tegas 

dalam pasal yang bersangkutan, dan yang tidak disebutkan dengan tegas dalam 

pasal yang bersangkuUul termasuk sebagai akta menjadi batal demi huktun. 

Menurut Komar Andasasmita, perbedaan antara kekuatan pembuktian akta 

otentik dengan kekuatan pembuktian akta di bawah tangan adalah bahwa akta 

otentik dengan sendirinya mempnnyai kekuatan pembuktian, baik seeara formal 

maupun materiil. Sedangkan akta di bawah tangan baru memiliki kekuatan 

pembuktian materiil setelah pam pihak yang bersangkutan mengakui akan 

kebenaran isi dan cam dibuatnya akta itu. 
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Menurut G.H.S Lumban Tobing. perbedaan terbesar antara akta otentik 

dan akta dibawah tangan adalah: 

a. Akta Otentik memiliki tanggal yang pasti, sedangkan mengenai tanggal 

dari akta di bawah tangan tidak selalu demikian. 

b. Grosse dari akta otentik dalam beberapa bal memiliki kekuatan 

ekselrutorial, sedangkan akta di bawah Iangan tidak memiliki kekuatan 

eksekutorial. 

c. Akta di bawah tangan lebih besar kemungkinan hilangnya daripada Akta 

Otentik." 

Otentisitas dari lsi akta banya membuktikan bahwa para pihak benar telab 

menerangkan kepada Notaris seperti yang tennuat di dalam akta tersebut Apabila 

timbul kemungkinan bahwa apa yang diterangkan oleh para pihak kepada Notaris 

untuk dituangkan dalmn akta tidak benarlmengandung suatu kebohongan, maka 

bal ini tidak menghilangkan otentisitas akta, walaupun perbuatan hukum yang 

terdapat di dalam isi akta menjadi dapat dibatalkan atau batal demi hukum. Oleh 

karena itu. tangguog jawab Notaris banyalab sebatas menjamin terpenuhlnya 

syarat otentisitas akta, tetapi Notaris tidak bertanggung jawab terbadap kebenaran 

isi akta yang dikonstatimya. 

Menurut G.H.S Lumban Tobing, yang pesti otentisitas akta rerbadap pihak lain 

adalah: 

- Tanggal dari Akta; 

Tandatangan para pihak yang terdapat pada akta; 

ldentitas dari para pihak yang hadir; 

Babwa apa yang tercaotum dalmn akta adalah sesuai dengao apa yang 

diterangkan oleh para pihak kepada Notaris untuk diCl!lltnmkan 

didalam akta.34 

Pelanggaran yang dibuat Notaris terbadap kewenangan yang dimilikinya, 

akan mengakibatkan akta Notaris kehilangan otentisitasnya, sehingga akta hanya 

33 Tobing, op.cit., hlm.S4. 

34 Ibid, him. 53. 
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akan memiliki kekuatan pembuk:tian sebagai a.Jcta di bawah tangan atau batal demi 

hukum. 

Dalam Pasal 84 UUJN ditentukan ada 2 (dua) sauksi perdata, jika Notaris 

melakukan tindakan pelanggaran terhadap pasal-pasal sebagai berikut: 

• Pasal 16 (I) huruf i yaitu Notaris berkewajiban mengirimkan daftar akta 

yang berkenaan dengan wasiat menurut urutan waktu pembuatan akta 

setiap bulan atau daftar nihil yang berkenaan dengan wasiat ke Daftar 

Pusat Wasiat Departemen yang tugas dan tanggungjawabnyay di bidang 

kenotariatan dalam waktu 5 (lima) bari pada minggu pertama setiap bulan 

berikutnya: 

• Pasal 16 (I) huruf k yaitu Notaris berkewajiban mempunyai cap/stempel 

yang memuat lambang Negara Republik Indonesia dan pada ruang yang 

melingkatinya dituliskan nama, jabetan, dan tempe! kedudukan yang 

bernangkutan; 

• Pasal 41 yaitu apabila ketentuan dalam Pasal 39 dan Pasal 4() tidak 

dipenuhi, adapun Pasal39 berbunyi : 

I. Penghadap harus memenuhi syarat sebagai berikut: 

b. paiing sedikit berumur 18 tnhun (delapan belas) tnhun atau telah 

menikah, dan 

c. cakap melakukan pcrbuatan hulrum. 

2. Pengbadap harus dikenal oleh Notaris atau dipcrkenalkan kepadanya 

oleh 2 (dua) orang saksi pengenal yang berumor paiing sedikit 18 

(delapau bolas) tnhun atau telah menikah dan eakap melakukan 

perbuatau hulrum atau dipcrkenalkan oleh 2 (dua) penghadap lainnya. 

3. Pengenalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dinyatakan secara 

tegas dalam akta. 

• Pasal4() berbunyi: 

1. Setiap akta yang dibacakan oleh Notaris dihadiri paling sedikit 2 (dua) 

orang saksi, kecnali peraturan perundang-undangan menentukan lain. 

2. Saksi sebagimana dimakasud pada ayat (I) harus memenuhi syarat 

sebagai berikut: 
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a. paling sedikit berumur 18 (delapan belas) tahun atau telah 

menikah; 

b. cakap melakukan perbuatan hukum; 

c. mengerti bahasa yang digunakan dalam akta; 

d. dapat membubuhkan tanda tangan dan paraf; dan 

e. tidak mempunyai hubungan perkawinan atau hubungan datah 

daiam garis lurus ke atas atau kebawab tanpa pembatasan derajat 

dan garis ke samping sampai dengan derajal ketiga dengan Notaris 

alan pera pihak. 

3. Saksi sebagabnana dimakaud pade ayat (I) barns dikenal oleh Notaris 

atau dlperkenalkan kepade Notaris alau ditenmgkan tentang identitas 

dan kewenangannya kepade Notaris oleb penghadap. 

4. Pengenalan alan penyertaan teatang identitas dan kewenangan sakai 

dinyalakan secara tegas daiam akta_ 

• Pasai 44 yaitu 

1. Segera setelab akta dibacakan, akta tersebut ditandatangani oleh setiap 

penghadap, saksi dan Notaris, kecuali apabila ada penghadap yang 

tidak dapat membubuhken tanda tangan dengau menyebutkan 

alasannya. 

2. Alasan sebegaimana dimakaud pade ayat (I) diuyatakan secara tegas 

daiamakta. 

3. Akta sebagaimana dimalrsud daiam Pasai 43 ayat {3) dltandatangani 

oleh penghadap, Notaris, sakai, dan penegemab resmL 

4. Pemhacaan, pene!jemaban atau penjetasan dan penaudatanganan 

sebagaimana dimaksnd peda ayat (!)dan ayat (3) dan Pasal 43 ayat 

(2), ayat (3), dan ayat (5) diuyatakan secara !ega.' pada akhir akta, 
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• Pasal 48 yaitu 

1. lsi akta tidak boleh diubah atau diitambah, baik berupa penulisan 

tindib, penyisipan, pencoreUUt, atau penghapusan dan menggantinya 

dengan yang lain. 

2. Perubahan atas akta berupa penambahan, penggantian, atau pencoretan 

dalam akta hanya sah apabila perubahan tersebut diparaf atau diberi 

tanda pengesahan lain oleh pengbadap, saksi, dan Notaris. 

• Pasal49 yaitu 

I, Setiap perubahan atas akta dibuat di sisi kiri akta. 

2. Apabila suatu perubahan tidak dapat dibuat di sisi kiri akta, perubahan 

le!l;ebut dibuat pada akhir akta, sebelum penutup akta, dengan 

menunjuk bagian yang dirubah atau dengan menyisipkan Iembar 

tambahan. 

3. Perubahan yang dilakukan tanpa menunjuk bagian yang diubah 

mengakibatkan perubahan tersebut batal. 

• Pasal 50 yaitu 

L Apabila dalam akta perlu dilakukan pencoretan kata, huruf, atan angka, 

hai tersebut dilakukan demiklan rupa sahiugga tetap dapat dibaca 

sesuai dengan yang tercantum semula, dan jumlah kata, huruf, atau 

angka yang dicoret dinyatakau pada sisi akla. 

2. Pencoretan sehagaimana dimaksud pada ayat (l) dinyataltan sah 

setelah diparaf atau diberi tanda pengesahan lain oleh penghadap, 

saksi, dan Notaris. 

3. Apabila terjadi perubahan lain terhadap perubahan sebagaimana 

dimaksud pada ayat (2), perubahan itu dilakukan pada sisi akta sesuai 

dengan ketentuan dalarn Pasal49. 

4. Pada penutup setiap akta diuyataltan jumlah perubahan, pencoretan, 

dan penarnbahan. 
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• Pasal51 yaitu 

I. Notaris berwenang untuk membetulkan kesalahan tulisan dan/atau 

kesalahan ketik yang terdapat pada Minuta Akta yang telah 

ditandatangani. 

2. Pembetulan sebegaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan 

membuat berita aoarn. dan memberikan catatan tentang hal tersebut 

pada Minuta Akta asli dangan menyebutkan tanggal dan nomor akta 

berita acara pembetulan. 

3. Salinan alcta berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib 

disampaikan kepada para pihak. 

• Pasal 52 yaitu 

1. Notaris tidalc diperkenankan menahuat alcta untuk diri sendiri, 

is1rilsuatul. alan orang lain yang mempunyai hubangan kekeluargaan 

dengan Notaris balk kerena peakawinan maupnn hubungan darah 

dalam garis keturunan ke bawah danlatau ke atas tanpa pembatasan 

derajat, serta dalam garis ke samping sampai dengan derajat ketiga, 

serta menjadi pibak untuk diri sendiri, maupun dalam suatu kedudukan 

ataupun dengan perantara kuasa. 

2. Ketentuan sebagaimanan dimaksud pada ayat (I) tidak berlaku apabila 

orang tersebut pada ayat (I) kecuali Notaris sendiri, menjadi 

penghadap dalam penjualan di mnka umum, sepanjang penjualan itu 

dapat dilakukan di badapan Notaris, persewaan umum, atau 

pemborongan umum, atau menjadi anggota rapat yang risalabnya 

dibuat oleb Notaris. 

Yang mengakiha!kan suatu alcta hanya mempunyai kekuatan pembuktian 

sebagai alcta di bawah Iangan atau suatu akta yang menjadi basal demi 

hukum dapat menjadi alasan bagi pihak yang meuderita kerugian untuk 

menuntut penggantian biaya, ganti rugi, dan bunga kepada Notaris." 

J5Indonesia,Ps, 84. 
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!'elanggaran terhadap bentuk akta Notaris juga dapat mengaldbatkan 

hllangnya otentisitas akta. Salah satu syarat otentisitas dari suatu akta Notaris 

yang ditentukan dalam Pasal 1868 K.U.H.Per yaitu bahwa akta tersebut harus 

dibuat dalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang. Yang dimaksud 

undang-undang tersebut adalah bentuk yang ditentukan oleb Undang-Undang 

Jabatan Notaris. 

Alda Notaris yang kebilangan otentisitasnya mentiliki 3 (tiga) 

kemungldnan akibat hukmn yang berbeda, yaitu: 

- Batal demi hukmn (van rechtswegenielig); 

- Dapat dibatalkan (vemieligbaar); 

- Alda Notaris tidak mempunyai kekuatan hukmn (buiten effect stellen). 

Baik putu.san batal demi hukmn maupun putu.san dapat dibatalkan, 

keduaoya bam diperoleh setelah diputuakan oleh Hakim. Perbedaannya terletak 

pada kapan pembatalan tersebut berlaku. Putusan dapat dibatalkan bam beriaku 

sejak putusan Hakim mempunyai kekuatan hukum berlaku mundur yaitu sejak 

akta dibuat atau dianggap tidak pemah ada !<arena sejak semua telah batal demi 

hukmn. 

Sedangkan, akta Notaris yang dinyatakao oleh Pengadilan tidak 

mempunyai kekuatan hukmn tetjadi apabila akta tersebut tidak menganduog 

kesalahan secara fonnal, melaiakan mengandung kesalahan materil. 

Suatu akta Notaris yang dinyatakan dapat dibatalkan atau batal demi 

hukmn oleh Pengadilan, tidak selalu diakihatkan oleh kareM kesalahan Notaris, 

sehingga perlu diketahui kriteria pelanggamn yang bagaim8!1Jl yang dapat 

dimintakan peiianggungjawaban kepada Notaris sebagai pejabat umum yang 

beiWenang membuat akta otentik. 

Pembatalan yang terhadap akta Notaris dapat menimbulken akibat yang 

bervariasi kepada pihak. yang akan ada di dalamnya, yaitu: 

a. Akta Notaris batal (bilang otentisitas akta) dan tindakan hukmn yang 

terkandung di dalamnya ikut batal. Hal ini teljadi peda perbua!an 

hukmn yang oleh undang-undang diwajibkan untuk dituangkan dalam 

suatu akta otentik, misalnya akta pendirian Perseroan Terbatas (P1). 
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b. Akta Notaris batal (hilang otentisitas akta), tapi perbuatan hukum di 

dalamnya tidak ikut batal. Hal ini terjadi pada perbuatan hukwn yang 

tidak diwajibkan oleh undang-undang untuk dituangkan ke dalam suatu 

akta otentik, tapi pera pihak mengbendaki agar perbuatan hukwn 

mereka dapat dibuktikan dengan suatu akta otentik, agar dapat 

diperoleh suatu pembuktian yang sempurna 

c. Akta Notaris tidak batal (tetap otentik), tapi perbuatan hukum di 

dalarnnya batal. Hal ini te!jadi apabila akta tersebut secara formal tidak 

cacat, tetapi yang membatalkan adalah perbuatan hukum di dalamnya 

Dalam hal suatu perbuatan hukum oleh undang-undang tidak diwajibkan 

untuk dituangkan dalam suatu akta otentik, dan akta tersebut kehilangan 

otentisitasnya karena tidak terpenuhlnya syarat formal, akta tersebut tetap 

berfungsi sebagai akta di bawah tangan apahila akta tersebut ditandatangani oleh 

para pihak. Sepanjang perubahan status tersebut tidak menbubulkan kerugian, 

Notaris yang bersangkutan tidak dapat dituntut 

Menurut ketentuan pasall365 K.U.H.Per Notaris dapat bertanggungjawah 

terbadap akta yang dibuatnya apabila akta yang dibuatnya tersebut membawa 

kerugian bagi pera pihak yang meminta dibuatkan akta, termasuk penerima 

haknya serta akta tersebut menjadi bermasalah karena disebabkan oleh kesalahan 

Notaris sendiri. 

D. Kehadiran Notaris Sebagai Saksi Dalam Proses Perkara Pengadilan 

Terkait Dengan Akta Yaog Dibuat Dilladapannya 

Tugas utama seorang Notaris adalah untuk membuat akta oteutik. Deogan 

demilian, notaris memiliki kewajiban untuk menjarnin otentisitas akta yang 

dibuat oleh atau di badapannya. 

Otentisitas suatu akta teroipta apabila syarat-syarat formal yang ditentukan 

oleh undang-undang terpenuhi. Walaupun suatu akta telah dibuat sebagai akta 

otentik oleh Notaris tak jarang dalam praktaknya teljadi gugatan terhadap akta 

yang dibuat di hadapan Notaris tersebut. 

Dalam suatu proses perkara pengadilan, salah satu tugas bakim adalah 

untuk menyelidiki apakah suatu hubungan hukum yang menjadi dasar gugatan 
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benar-benar ada atau tidak. Adanya hubungan hukurn inileh yang harus terbukti 

apabila penggugat menginginkan kemenangan dalam suatu perkara. Apabila 

penggugat tidak herhasil untuk membuktikan dalil-dalilnya yang menjadi dasar 

gugatannya, maka gugatannya akan ditolak. sedangkan apabila herhasil, gugatan 

akan dikabulkan. 

Pembuktian mengenai suatu peristiwa, mengenai adanya suatu hubungan 

hukum adaleh suatu cara untuk mcyakinkan hakim akan kehenaran-kebanaran 

dalil-dalil yang menjadi dasar gugatao. Didalam menjatuhkan heban pembuktian, 

bakim harus hertindak arif dan bijaksana, serta harus hersikap adil dan tidak 

memihak. 

Dalam perkara perdata hukurn pembuktiannya herpedoman pada 

K.UJI.Per. Pasal 1866 K.U.H.Per dan Pasal 164 HlR yang menyatakan bahwa 

alat-alat bukti terdiri atas: 

a) bukti surat/tulisan; 

b) bukti saksi; 

c) persangkaan-persangkaan; 

d) pengakuan; 

e) sumpeh. 

Akan tetapi dalam praktek masih terdapat satu maeam alat bukti lagi yang 

sering digunakan yaitu "pengetahuan bakim". Yang dimaksud pengetabuan hakim 

adaleh hal atau keadaan yang diketabui sendiri oleb hakim dalam sidang. 

Menyangkut pengetabuan hakim tersebut, Mahkamah Agung dengan 
keputusannya tertanggal 10 april 1957 No. 213 K/Sipll955 Ielah meroheri 
pendapatnya sebagai berikut: 

"Hakim-hakim herdasarkan Pasal 138 ayat (I) beiSambung dengan Pasal 
I 84 HIR tidak ada kebarnsan mendengar penerangan soorang abli, sedang 
penglihatan hakim pada suatu tandatangan di dalam sidang boleh dipakai 
bakim itu sebagai pengetahuan sendiri di dalam usaha pembuktian" 36 

'~ Retnowulan Sutantio dan Iskandar Oeripkartawinota, Hukum Acara Perdata dalam 
teori dan praktek, (Bandung: CV. Mandar Maju, 2005), him. 6L 
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a). B~kti Surat 

Dalam hukwn acara perdata mengenal3 (tiga) macam surat. yaitu: 

l. Sural biasa; 

2. Akta orentik; 

3. Akta di bawah tangan." 

Pasal 165 HlR menyatakan bahwa yang dimaksud dengan sural (akta) 

yang sah, ialah suatu sural yang diperbuat demikian oleh atau di hadapan pegawai 

umum yang berkuasa untuk membuatnya, menjadi bukti yang cukup bagi kedua 

belah pihak dan abli warisnya dan sekalian orang yang mendapat bak daripedanya 

tentang segala hal yang disebut di dalam sural itu dan juga -g yang ada 

dalam surat itu sebagai pemberitahuan sahaja, dalam hal terakhir ini hanya jika 

yang diberitahukun itu berhubungan langsung dengan perihal peda sural (akta) itu. 

Sedangkan dalam penjelasannya yang dimaksud dengan ~ Akta" adalah sura~ yang 

ditandatangani, berisi perbuatan hukum. 

Menurut Pasal 165 HIR, disebutkan bahwa akta otentik merupekan bukti 

yang cukup bagi kodua belah pihak dan ahli warisnya serta pihak lain yang 

mendapat bak dari akta tersebu~ tentang segala bak yang disebut dalam akta. lsi 

dari akta otentik dianggap lidak dapat disangkal kebenarannya, kecuali jika dapat 

dibuktikan. 

Akta di bawah Iangan juga mempunyai kakuatan bukti scperti akta otentik, 

apabila diakui oleh pihak terhadap siapa akta di bawah tangan tersebut dipakai 

sebagal alat bukti. 

Ada bebernpa tulisan yang bukan akta yang oleh undang-undang 

ditetapkan sebagal alat bukti yang menglka~ sebagaimana yang disebut dalam 

Pasal 1881 ayat (l) sub l dan2 serta Pasall883 K.U.H.Per, yaltu: 

!. Surat-surat yang dengan tegas menyebutkan tentang suatu pembayaran 

yang Ielah diterima; 

2. Surat-sural yang dangan tegas menyebutkan bahwa eatatan yang Ielah 

dibuat adalah untuk memperbaiki suatu kekurangan di dalam sesuatu alas 

17 Ibid, hlm, 64. 
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hak bagi seorang untuk keuntungan siapa surat itu menyebutkan suatu 

perikatan; 

3. Catatan-catatan yang oleh seorang berpiutang dibubuhkan pada suatu alas 

hak yang selama dipegangnya, harus dipen:ayai, biarpun tidak 

ditandatangani maupun diberikan tanggal, jika apa yang ditulis itu 

merupakan suatu pembebasan terbadap si berutang; 

4. Catatan-catatan yang oleh si berpiutang dibubuhkan kepada salinan dari 

suatu alas hak atau suatu tanda pembayarnn, asal saja salinan atau tanda 

pembayanm ini berada dalam pemegangan si berutang. 

b) Bukti S!Wi 
Pembuktian dengaa saksi dalam praktek disebut kesaksian. Dalam hukum 

acara petdata pembuktian deagan saksi sangat panting. Saksi dapat menerangkan 

ape yang di lihat, di dengar atau di rasakan sendiri, dan tiap-tiap kesaksian harus 

disertai alasan-alasan ape sebabnya dan bagaimana sampei ia mengetabui hal-hal 

yang diterangkan o!ehnya. 

Tentang kekuatan pembuktian dari keterangan saksi, Pasal 169 HJR dan 

Pasal 1905 KUHPer menyatakan behwa keternngan seornng saksi .,Ya, tanpa 

suatu alat bukti lain, di muka pengadilan tidak boleh dipercaya. Hal ini 

mengandung pengertian yaitu mengbaruskan tiap-tiap peristiwa atau hak 

dibuktikan dcngan lebih dari seorang saksi, seorang saksi tanpa ada alat bukti lain 

adalah tidak cnkup. Hal ini jnga dapat disebut dengan unus testis nullus testis 

yang ertinya seorang saksi bukan saksi. 

Menurut Pasal I 45 HIR/Pasal 1909 KUHPer, yang dapat mengandurkan 

diri untuk memberi kesakslan adalah; 

1. saudara laki dan saudara perempuan, dan ipar Jaki-laki dan perempuan dari 

saiah satu pibak; 

2. keluarga sedarah menurut keturunan yang lurus dan saudara laki-laki dan 

perempuan dari laki atau isteti salah satu pibak; 

3. semua orang yaog karena kedudukan pekerjaan atas jabatan yang sah, 

diwajibkan menyimpan rehasia, akan tetapi semata-mata banya mengenai 

hal demikian yang dipereayalom kepadanya. 
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c) Pcrsangkaan 

Apabila dalam suatu pemeriksaan perkara perdata sulit untuk mendapatkan 

saksi yang melihat, mendengar atau merasakan sendiri, maka peristiwa hukum 

yang harus dibuktikan diusahakan agar dapat dibuktkannya dengan persangkaan­

persangkaan. 

Persangkaan ialah kesimpulan-kesimpulan yang oleh undang-undang atau 

oleh hakim ditariknya dari suatu peristiwa yang terkenal atau dianggap terbukti 

dengan mana diketahui adenya suatu peristiwa belum rerbukti. Yang menarik 

kesimpulan tersebnt adalah hakim atau undang-nndang.38 

Persangkaan menurut undeng-undang ialah persangkaan yang berdasarkan 

suatu ketentuan khusus undang-undang, dihubungkan dengan perbuatan­

perbuatan tertentu atau peristiwa-peristiwa tertentu, yaitu: 

l. Perbuatan yang oleh undang-undang dinyatakan batal, karena semata-mata 

demi sifat dan ujudnya dianggap telah diJakukan untuk menyelundupi 

suatu ketentuan undang-undang; 

2. Hal-hal dimana oleh undang-undang diterangkan bahwa hak milik atau 

pembebasan utang disimpu.lkan dari keadaan-keadaan tertentu; 

3. Kekuatau yang oleh undeng-undang diberikan kepede suatu keputusan 

hakim yang telah memperoleh kekuatan mutlak; 

4. Kekuatan yang oleh undang-undang diberikan kepada pengakuan atau 

kepade sumpah salah satu pihak. 39 

d) Pengakuan 

Pengakuan merupakan keterangan, beik tertulis maupun lisan, yang 

membenarkan peristiwa, hak atau hubungan hukum yang dikemukakan pihak 

Jawan. Ada 2 (dua) macarn pengakuan yang dikenal dalam hukum acara perdeta: 

I. Pengakuan yang dilakukan di depan persidangan; 

2. Pengakuan yang dilak.ukan di luar persidangan. 

~ft ibid., hlm 77. 

'
9 Kitab Undng·Undang Hukum Perdata, op,cit., hlm. 484. 
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Pengakuan yang dilakukan di depan sidang mempunyai kekuatan bukti yag 

sempuma, sedangkan mengenai pengakuan di luar sidang perihal penilaian 

terhadap kekuatan pembuktiannya, diserahkan kepada kebijaksanaan hakim 

untuk memberikan kekuatan pembuktian, atau hanya menganggap sebagai 

bukti permulaan. 

e) S!llllpah 

Sumpah pada umumnya adalah suatu pernyataan yang kbi.mat yang 

diucapkan pada waktu memberi keterangan dengan mengingat akan sifat Maha 

Kuasa Tuhan dan percaya bahwa siapa yang memberi keterangan yang tidak 

benar akan dihukum-Nya. Jlka pada bekikatnya sumpab merupakan tindakan yang 

bersifat religius yang digunakan dalam pemdilan. 40 

Dalam bukum acara perdata terdapat 2 (dua) macam sumpab yang 

dibebankan, yaitu: 

I. Sumpah Penambab (Supplrtoire eed) 

Sumpab penambab adalah sumpah yang diperintahkan oleh hak:im karena 

jabatannya kepada salah satu pihak yang berperkara untuk menambah 

(melengkapi) pembuktian peristiwa yang belum lengkap. 

Jadi sumpab penambehan hanya dapat diperintahkan oleh hakim kepada 

salab satu pihak yang berperkara yaitu apabila sudab ada permulaan 

pembuktian, tetapi masih belum mencukupi dan tidak ada alat bukti lain. 

2. SumpabPemutus (decisoire eed) 

Sumpah penambehan adalah tennasuk kebijaksanaan hakim yang 

memeriksa tentang duduk petkara. Dalarn hal ini yang barus 

dipertimbangkan oleh bakim ialah, pihak rnanakab yang dengan sumpab 

penambab itu akan menjamin kebenaran peristiwa yang menjadi perkara. 

Dalmn pemeriksaan perkara perdata, sumpab diucapkan oleh salab satu 

pibak yang berperkara pada saat memberikan keterangan mengenai perkaranya. 

Oleh karena itu menurut Wirjono Prodjodikoro, sebenarnya sumpab bukardah 

40 Sudikno. op.cit, him. 136. 
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sebagai alat bulcti, sedangkan yang dijadikan alat bulcti adalab dikuatkan dengan 

sumpab.41 

Dalam pasal66 UUJN ditentukan babwa: 

I. Untuk kepentingan proses peradiian, penyidik, penuntut umum, atau 
bakim dengan pexsetujuan Majelis Pengawas Daerah berwenang: 
a. mengambil fotokopi Minuta Akta atau surat-surat yang dilekatkan 

pada Minuta akta atau Protokol Notaris dalam penyimpanan Notaris; 
dan 

b. memanggil Notaris untuk hadir dalam pemeriksaan yang berlurltan 
dengan akta yang dibualnya atau Protokol Notaris yang berada dalam 
penyimpanan Notaris. 

2. Pengambilan fotokopi Minuta Akta atau surat-surat sebagaimana 
dimalrSud pada ayat (1) huruf a, dibuat berita aeara penyeraban. 

Dengan demikian berarti undang-undang mengatur dapat tidakoya seorang 

Notaris untuk hadir sebagal sal<si dalam proses perkara pengadilan. 

Hal tersebut dipertegas berdasarkan wawancara dengan Bapak I Gusti 

Ngurab Putra Wijaya, S.H., M.Kn (MPW Propinsi Bali), yaitu kehadiran Notaris 

sebagai saksi dalam proses perkara perdata yang terkait dengan akta yang dibuat 

di badapannya telab sesuai dengan hukum apabila telab meadapat persetujuan dari 

Majelis Pengawas Daerab. Dikataken pula, bahwa kabadiran Notaris dalam 

perkara perdata bukan merupakan suatu keharusan, dimana Notaris dapat menolak 

untuk hadir, karenn menurut katerangan beliau bahwa untuk kepentingan proses 

perkara perdata akta notaris sudab merupakan bukti yang otentik dan merupakan 

bukti yang utama. Hal ini juga terkait dengan sumpab jabatan yang diemban 

Notaris, yaitu Notaris wajib merahasiakan isi akta, tidak banya apa yang 

dicantutukan atau disampaikan kepadanya dalam kadudukan sebagai Notaris, 

sekalipun itu tidak dicantutukan dalam akta-ulctanya. Berbeda halnya di dalam 

perkara pidana seorang yang melakukan suatu tindak pidana selalu mengbindari 

adanya bukti, sebingga bukti terSebut barus dicari dari keterl!Ilgan orang-orang 

yang secara kabetulan melihal, meadengar atau mengalami kejadian yang 

merupakan tindak pidana tersebut (W a wan cam tanggal 30 Maret 2009) . 

.tl Wirjono Prodjodikoro, Htikum Acara Perdata di Indonesia, (Bandung: Sumur 
Bandung, 1975), him. 122. 
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Akan tetapi apabila dengan bukti surat tersebut dirasa beluru cukup dapat 

membuktikan maka pihak berwajib dapat meminta keterangan deri Notaris, hal ini 

dipertegas berdasarkan ketentuan Majelis Pengawas Pusat Notaris Departemen 

Hukum dan Hak Asasi Manu.sialndonesia Nomor : C- MPPN. 03 10-15 tentang 

Pemberian atau Penolakan Persetujuan Pemanggilan Notaris oleh Penyidik, 

Penuntut Umum, atau Hakim, antara lain menyatakan pemanggilan Notaris adalah 

untuk membantu menemukan fakta hukum yang mempunyal pengaruh panting 

dalam proses per:adilan." 

Oleh Bapak I Gusti Ngurah Putra Wijaya, S.H., M.Kn ditambahkan pula 

apabila oleh MPD mengharu.skan untuk hadir sebagal saksi namun menurut 

pertimbengan Nntaris tidak perlu untuk hadir, maka Notaris tidak perlu untuk 

mengbadirl proses perkara pengadilan tersebut, namun cukup memberikan 

pemyataan seeara tertulis yang tertuju pada bekhn yang menangani perkara 

terscbut. Dimana pemyataan terscbut di dalamnya memuat mengenai pemyataan 

bshwa ape yang tercantum dalam akta notaris tersebut adalah benar. (Wawancara 

tanggal30 Maret 2009). 

E. Akibat Hukum Pemberlan Keterangan Oleh Notarls Dalam Perkara 

Pengadilan Terhadap Kekuatan Akta Otentik Yang Dibuat Oleh 

Notaris 

Menurut pemturan perundang-undangan dikatakan bshwa seor:ang Notaris 

diberikan hak ingkar. Hak Ingkar merupakan terjemahan dari verschoningscrecht 

yang artinya adalsh hak untuk dibebaskan deri memberikan keterangan sebagai 

saksi dalam suatu perkara balk itu perkara perdata maupun perkara pidana. 43 Hak 

ini merupakan suatu pengecualian dari hak umurn bshwa setiap orang yang 

dipanggil menjadi saksi wajib memberikan kesaksian itu. Hal ini juga selaras 

dengan ketentuan yang telsh disebutkan secara eksplisit dalam Pasal UUD 1945, 

•
2 Majelis Pengawas Pusat Notaris Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik 

Indonesia, "Pemberian atau Penolakan Persetujuan Pemanggilan Nota.ris", Rerrvoi {Oktober; 
2005): 63. 

4
] G.H.S- Lumban Tobing, Hak Ingkar (Verschoningsrecht) dari Notaris dan Hubung­

annyadengan K.U.H.AP, makalah Media. Notariat, Ikatan Notaris lndonesia.1992, hlm, 114. 
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yang menyebutkan bahwa: "Segala warga Negara bersama dengan kedudukannya 

di dalam hukum dan pemerintahan dan waj ib menjunjung hukmn dan 

pemerintahan itu dengan tidak ada keoualinya''. 

Sebelum adanya UUJN yang merupekan pembaharua:n dari Reglement op 

Het Notaris Ambt in Indonesia Stbl. 1860:3 (Peratumn Jabatan Notaris), yang 

mengatur mengenai rabasia jabatan Notaris adalah Pasal40 PIN yaitu menyatakan 

bahwa dengan pengeoualian dalam bal-bal yang diatur dalam pernturan-peraturan 

umum, pera Notaris tidak diperbolehkan untuk memberikan grosse, salinan atau 

kutipen, jnga tidak diperbolehkan untuk memperlihatkan atau memberitahukan 

isi-isi akta-akta, selain dan kepada orang-orang yang langsung berkepentingan, 

pera ahli waris atau penerima hak mereka, dengan ancaman dikenakan denda Rp. 

100,- sampai Rp. 200,- dan dalam hal pelanggaran terulang, dengan ancaman 

dipeoat dan jabatan mereku selama ti.ga sampai enam bulan, semua dengan tidak 

mengurangi pembayarllll biaya, kerugian dan bunga." 

Sedangkun dalam UUJN disebutkan bahwa notaris sebelum menjalartkan 

jabatannya, wajib mengucapkan sumpah/ janji menurut agarnanya di badapan 

Menteri atau pejabat yang ditunjuk.44 

Sumpah/ janji tersebut berbunyi: 

" Saya bersumpablberjanji: 
bahwa saya akan petuh dan setia kepeda Negara Republik Indonesia, 
Pancasila dan Undang-Uedang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, 
Undang-Undang tentang Jabatan Notaris serta peratumn perundang­
undangan lalnnya. 
bahwa saya akan menjalnnkan jabatan saya dengan amanah, jujur, 
sakuama, mandiri, dan tidak berpihak. 
bahwa saya akan menjaga sikap, tingkah laku saya, dan akan menjalnnkan 
kewajiban saya sesuai dengan kode etik profesi, kehormatan, martabat, 
dan tanggung jawab saya sebegai Notaris. 
bahwa saya akan merabasiakan isi akta dan keterangan yang diperoleh 
dalam pelaksanaan jabatan say a. 
bahwa saya unlnk dapat diangkat daam jabatan ini, baik secara IMgsung 
maupun tidak langsung, dengan nama atau dalih apapun, tidak pemah dan 
tidak akan memberikun a tau menjanjikan sesuatu kepada siapapun. ·~' 

44 Indonesia. op.cit .• ps. 4 (1 ). 

4
) Jhid,, ps. 4 (2}, 

Univorsitas 1ndon&Sia 

Akibat Hukum..., Ni Ketut Apriyanti R., FH UI, 2009



50 

Dalam sumpah jabatan Notmis menyatakan, bahwa Notmis be!janji di 

bawah sumpah untuk merahasillkan isi akta dan l<eterangan yang diperoleh. Pasal 

16 ayat (1) huruf (e) UUJN, menyatllkan bahwa dalam menjalankan jabatannya, 

Notmis berkewajiban merahasillkan segala sesuatu mengenal akta yang dibuat dan 

segala keterangan yang diperoleh guna pembuatan akta sesuai dengan 

sumpahljanji jabatan, kecuaii undang-undaog menentukan lain. Didalam 

peojelasannya pasal tersebut dikatakan bahwa kewajiban untuk merahasillkan 

sega!a sesuatu yang berhubungan dengan akta dan surat-surat lainnya adalah 

untuk melindungi l<epentingan semua pihak yang terkalt dengan akta tersebut 

Notaris berl<ewajiban untuk merahasillkan isi aktanya, bahkan Notmis 

wajib merabasillkan semua keterangan mulai darl persiapao pembuatan akta 

hlngga se1esalnya pembuatan suatu akta. Jabatan-jabatan lain yang berus juga 

merahasillkan yaog berhubungan dengan pekeJjaan selain Notmis, antara lain 

yaitu Dokter. Mereka apabila dijadikan saksi dalam perkara pengadilan, dapat 

mengganllkan haknya tmtuk mengundurkao diri sebagai soksi. 

Notmis adalah jabatan kepercayaan dan untuk kepentingan masyarakst, 

dao oleh karena itu seseorang bersedia mempercayakao suatu kcpadanya. Sebagai 

seorang kepercayaan, Notmis berkewajiban untuk merahasillkan semua apa yang 

diberitahakao kepadanya dalam jabatannya sebagai Notmis, sekalipun ada 

sebagian tidak dieaotumkan dalam akta. 

Dalam pernbuatan akta, jika Notmis telah selesai membuat akta maka 

selesailah tugasnya. Jika dikemudian timbul sengketa maka hokan 1agi menjadi 

wewenang Notmis, karena Notmis hanya bertaoggungjawab alas kebenaran fonnil 

yang Ielah diberikan oleh para pilmk. Notmis tidak bertanggung jawab atas 

kebanaran hal-hal yang dikemukakao penghadap karena tugas Notaris dalam 

proses pembuatan akta adalab mencatat atau menuliskan kete<angan -l<eterangan 

atau hal-hal yang dikehendaki dan dikemukllkan penghadap. Apabila Notmis 

dalam proses pernbuatan akta otentik sudah sesuai dengan ketentuan-ketentuan 

dalam UUJN dan peraturan perundaog-undangan lainnya, maka notmis 

bertanggung jawab terbatas pada masa jabstannya, sehlngga tidak perlu menjadi 

saksi dipersidangan untuk membuktikan l<eabsahan akta yang dibuatnya karena 

akta notaris merupakan akta otentik. 
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Menurut Bapak l Gusti Ngurah Putra Wijaya, S.H, Mkn (MPW Propinsi 

Bali), dalam hal akta Notaris yang dipersoalkan di depan sidang pengadilan terkait 

dengan akta yang dibuat seorang Notaris, lebih tepatnya memanggil dan 

menghadirkan Notaris yang membill!t akta tersebut sebagai saksi ahli. Kehadirnn 

Notaris yang dijadikan bokti dalam suatu perkara bukan sebagai sak:si biasa 

melainkan saksi abli yang akan menernngkan tentang apa yang saksi ketahui 

menurut keahlian saksi, berkaltan dengan prosedur baku terbitnya sebuah akta 

Notaris. (Wawancara tangga13l Maret 2009}. 

Menurut Pemturan perundang-undangan, saksi abli dikenal dengan istilah 

keterangan ahli. Pasal 154 HlR menyatukan bahwa apabila pengadilan 

harpendapat suatu perkara perlu dijelaskan seorang abli, haik alas permintaan 

hakim karena jabatannya maupun alas permintaan salah satu pibak yang 

berperkara, dapat menunjuk seomng ahli untuk memberikan keterangan darl sudut 

pandang keahliannya. 

Dalam Nota Kesepaharmm antara Organisasi Profesi Notaris (Ikatan 

Notaris Indonesia) dengan kepolisian Republik Indonesia tentang Pembinarm dan 

Peningkatan Proresionalisme di Bidang Penegakan bukum. Di dalara bab U 

beikaitan dengan pelaksanaan pemanggilan Notaris berkaltan dengan pemeriksarm 

oleh penyidik kepada Notaris serta tala cara penyitaan akta Notaris, pasal 2 

menyatukan bahwa: 

1. Tindakan pemanggilan terhadap Notaris harus dilakukan sceara 
tertulis dan ditandatangani oleh Penyidik. 

2. Pemanggilan Notaris dllakukan setelah penyidik memperoleh 
persetujuan dan majelis Pengawas yang merupakan suatu badan yang 
mempunyai kewenangao dan kewajiban untuk melakukan pembinarm 
dan pangawasan. 

3. Sural pemanggilan harus jelas mencantumkan alasan pemanggilan, 
status yang dipanggil (sebegai saksi atau tersangka), waktu dan 
tempat, serta pelaksanaannya tepat waktu. 

4. Sural Pemanggilan diberikan selambat-larnbatnya 3 (1iga) harl 
sebelumnya ataupun tenggang waktu 3 (1iga) harl terhitung sejak 
tanggal diterimanya sura! pemanggilan tersebut sebagaimana yang 
tercatat dalam panerimaan untuk mempersiapkan bagi Notaris yang 
dipanggil guna mengumpulkan data-datal bahan-bahan yang 
dlperlukan. 
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5. Dengan adanya Surat Pemanggllan yang sah menurut hukum, maka 
Notaris wajib untuk mernenuhi panggilan Penyidik sebagaimana 
diatur dnlarn Pasal 112 ayat (2) K.U.H.A.P. 

6. Apabila Notaris yang dipanggil dengan alasan sah menurut hukum 
tidnk dapat memenuhi panggilan panyidik, maka penyidik dapat 
dating k:ekantor/tempat k:ediarnan Notaris yang dipanggil untuk 
melakukan reriksaan sebagaimana diatur dalam Pasa1 ll3 
K.U.H.A.P. 

Kewajiban memberikan kesakaian begi No!aris adnlah bersifat fakultatif, 

artinya hal itu tergantung dnri penilaian dnri notaris itu sendirl dan karenanya ia 

dapat meno1ak untuk memberikan keterangan-keterangan mengenai segala 

sesuatu yang menyangknt tentang aktanya. 

Dengan pemberian ketenmgan o1eh notaris di dalam proses peakara 

pengedilan tidak menimhulkan akibet hukum alas k:ekuatan pembuktian akta 

otentik, akan tetapi dnpat berakibat hukum menjadi akta dibawah Iangan atliU akta 

menjadi batal demi hukum apabila terdnpat pelanggaran terbadnp akta notaris 

yang menimbulkan kerugian bagi para pihak yang berkepentingan di dalamnya, 

dan oleb karenanya dapat dintintakan pertanggungjaWllbaunya kepadn no!aris. 

Adnpun pe1aoggaran yang dimakand adnlah sebagnimaoa ditentukan 

dalarn Pasal 84 yaitu "Tindakan pelanggaran yang dilakukao oleh Notaris 

terbadnp ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasall6 ayat (I) burufi, Pasal 

16 ayat (1) hurufk, Pasal 41, Pasal 44, Pasal 48, Pasa1 49, Pasal 50, Pasal 51 dan 

Pasal 52 yang mengakibatkan suatu akta di bawah Iangan atan suatu akta menjadi 

batai demi hukum dnpat menjadi alasan bagi pihak yang menderita kerugian uutuk 

menuntut penggantian biaya, ganti rugi, dan bunga kepadn Notaris". Sebagaimana 

diuraikan padn penjelasan pasa1 85 UUJN bahwa sanksi yang dikenakan kepada 

Notaris berlaku juga begi Notaris Pengganti, No!aris Pengganti Kbusus, dan 

Pejabat Sementara Notaris. 

Dan k:etentuan Pasal 85 UUJN yang menyatakan bahwa "pelanggaran 

ketentuan sebagaimana dimakaud dalam Pasal 7, Pasal 16 ayat (I) huruf a, Pasal 

16 ayat (!) burufb, Pasa116 ayat (!) huruf c, Pasal16 ayat (1) buruf d, Pasa116 

46 Nota Kesepakatan antara Kepolisian Negara Repubiik lndonesia dengan lkatan Notaris 
Indonesia No. Poi. : B/1056NI2006 Nomor : 01/MOUIPP-ININ/2006 Tentang Pembinaan dan 
Peningkatan Profesiona.Jisme di Bidang Penegakan Hukum. 
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ayat (1) hurufe, Pasa1 16 ayat (1) f, Pasal16 ayat (I) hurufg, Pasa116 ayat (I) 

hurufh, Pasa1 16 ayat (I) hurufl, Pasal 16 ayat (I) huruf j, Pasa1 16 ayat (l) 

~~-~~-~-~-~-n-~-~-
59, dan/atau Pasa163, dapat dikenakan sanksi berupa: 

a. teguran lisan; 

b. teguran tertulis; 

c. pemberhentian sementara; 

d. pemberhentian dengan hormat; atau 

e. pemberhentian dengan tidak hormat'' .'" 

F. TiDjauan Kasus 

Perkara perdata pada Pengadilan tingkat partama, perkam antam Ketut 

Wirta (Penggugat) melawan Anni Elina (Tergugat)." 

a, Kasus Posisi 

Penggugat menggugat tergugat dengan dalil hahwa tergugat telah 

melakukan perbuatan melawan hak sebubungan dengan perikatan jual beli 

sebidang tanah se1uas 624 m' dengan Sertifikat Hak Milik No. 345 Desa Temukus 

atas nama Ketut Wirta, dengan mana peoggugat membeli tanah tersebut 

berdasarkan akta jual bell No. 53/2005 tanggal 28 Pebruari 2005 dari orang yang 

bemama Ketut Santi (sebagai penjual berdasarkan sural kuasa menjual dari 

tergugat) yang dibuat di hadapan Notaris Made Sumadnyana, SH. Akan tetapi 

sampai dengan proses peralihan pemegang hak dalam sertifikat semula atas nama 

41 Indonesia. Ps. 85. 

4
"salinan Resmi Putusan Perkara Perdata Nomor O!UPDT.G/2.007/PN, SGR, yang 

dikeluarkann oleh Pengadilan Negeri Singarnja, Bali ; Untuk tinjauan kasus perdata ini yang 
diambi! adalllh putusan penga:dilan tingkat pertama, karena sesuai dengan tujuan penulisan tesis 
yaitu untuk melihat bagaimanakah akibat hukum a.tas pemberian keterangan yang diberikan 
Notaris di dalam proses perkata pengadilan terbadap akta otentik yang dibuatnya. 
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Anni Elida (tergugat) menjadi ams nama Ketut Wirta (penggugat}, penggugat 

belum bisa menempati 1anah sengketa karena Tergugat tidak rnau menyerahkan 

dan tidak mau pindah dari 1anah tersebut tanpa alasan yang sah. 

Karena penggngat dalam mengajukan guga1:an dalam perkara ini 

berdasarkan alat bukti surat-surat penggugat yang sah dan otentik yang dibuat 

oleh Notaris, maka untuk kepentingao pemeriksaan keabsahan akta notaris 

tersebut oleb Penggugat diajukan I (satu) orang saksi dan oleh pengadllan 

dikabulkan sebagai saksi yaitu Notaris yang bersangkulan sebagai pejabat 

pembuat akta guna menerangkan fakta-fakta hukum yang dinyatakan dalarn akta. 

b. Analisis Kasus 

Akta Jual Beli sebidang tanah yang dlmaksud dalam kasus ini termasuk 

dalam akta otentik. 

Dalam prakteknya akta merupakan alat bukti yang paling utama didalarn 

suatu perkara perdata. Karena akta yang dibuat tersebut adalah bukti yang 

memiliki kekuatan bukum yang sempurna guna rnenerangkan fakta hukum yang 

dinyatakan didalamnya yang mengikat para pihak yang membuatnya. Hal ini 

dipertegas sebagaimana ketentuan pada pasall870 K.U.H.Per. 

Menurut keterangan dari I Gusti Ngurah Putra Wijaya, SH, Mkn (MPW 

Propinsi Bali) bahwa dengan atau tanpa kehadiran dari Notaris pernbuatan akta 

tersebu~ akta tersebut telah mencerminkan segala apa yang dikahendald oleh para 

pihak, dimana didalam akta notaris tersebut dituangkan apa-apa yang dinyatakan, 

dan apa yang diinginkan oleh para pihak. Oleh karenanya dalam hal ini Notaris 

bersifut fukultatif yaitu dapat menentukan dia hadir menjadi saksi atau menolak 

untuk menjadi saksi. 
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Namun dalrun kasus tersebut, Notaris menyanggupi panggilan untuk 

menjadi saksi, yang mana kesaksian yang diberikan menyangkut siapa yang 

mengbadap dan apa yang diinginl<an pengbadap, itulab yang dibuat oleh Notaris 

dalam aktanya, dan akta yang dibuatnya tersebut tidak bertentangan dengan 

Undang-Undang. 

Berdasarkan kasus tersebut dapat diketabui babwa dengan kebadiran 

Notaris sebagai sakBi di dalam proses perkara pengadilan tidak meuimbulkan 

suato alcibat hukum terhadap kekuatan pembuktian akta yang dibuatnya 1ersebut 

Akta notaris tersebut tetap berlaku sab dan otentik selruna tidak dibuktikan 

sebaliknya berdasarkan putusan pengadilan. 
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PENUTUP 

1. Slmpulan 

Berdasarkan basil pembahasan yang telah dikemukakan di alas, maka 

dapat ditarik suatu simpulan sebagai berikut 

a. Kebadiran Notaris sebagai saksi dalarn proses perkara pengadilan yang 

terkait dongan Akta yang dibuat di badapannya barns mendapat 

persetujuan dari Majelis Pengawas Notaris sebagaimana diatur dalam 

Pasal 66 Undang-Undang Nomor 30 TabWl 2004 tentang Jabatan 

Notaris. 

b. Pernberiao keteraogan yang diberikan Notaris di dalam proses perkare 

pengadilan terbadap akta yang dibuat dihadapannya tidak menimbulkan 

suatu akta menjadi di bawah tangan atau suatu akta menjadi batal demi 

hnknm, terl<ecuali dapat dibuktikan sebaliknya berdasarkan keputusan 

pengadilan. 

2. Saran 

Saran-saran yang perlu dikemukakan sehubuugan dengan permasalahan 

diatas adalah: 

a. Untuk menepis anggapan babwa teijadi degredasi keknatan hnknm 

akta Notaris yang disebabkan oleh karena semakin maraknya 

pemanggilan Notaris sebagai saksi di pengadilan terkait dengan akta 
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yang dibuatnya, menW1lt penulis perlu ditingkatkan lagi penerapan 

dari Nota Kesepahaman antara Kepolisian Negara Republik Indonesia 

dengan lkatan Notaris Indonesia (No. Pol. : B/1056N/2006 Nomor 

:01/MoU/PP-INI/V/2006) tentang Pembinaan dan Peningkatan 

Profesionalisme di Bidang Penegakan Hukum. 

b. Perlu dilakukan penyuluban-penyulubao oleh Majelis Pengawas 

Notaris untuk meningkatkan profesionalisme Nntaris sehingga Notaris 

terbindar dari permasalahan hukum. 
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I : .. 

LAMPIRANI 

PlJTI!SAN 

NOMOR : 081l'DT.GI211117IPN. SGR. 

DE!Ifi KEADILAN BERDASARKAN KETUHANANYANG MAliA ESA; 

Pengadilan Negeri Singwaja yang memeriksa dan mengadili perbra perdata 

pada paraililan tingkat pertama, telah rnonjah,hkan putus:m sebagal berikut dalam 

perbraanmm:---------------------------------

KET!JI WIJ!JA. Umur 64 tahun, jenis kelantin laki-lllki, alamat Banjar 

Dlnas Daub Munduk, Desa Bungkula.n, Kecama!an 

Sawa:n, Kabupaten Buleleng, dalam hal ini diwakili 

Klmsa Hukurunya : GEDE HAll.JA ASfAWA, SH. 

Advokat dan Konsultan Hukum yang berlomtor di Jalan 

Seririt Singaraja. Desa Temukus, Kecamatan Banjar, 

Kab,P.ten Buleleng, berdasarkan Smat Klmsa Kbusus 

tertanggai7 Januari 2007, Sebagal : I:ENGGI!GAT ; 

ME,LA lEAN: 

ANNI ELIDA. urnur 44 tahun, jenis kelantin peremp1Wl, alamat Banjar 

Dinas Labuban Aji, Desa Temukus, Kecamatan Baqjar~ 

Kabupaten Buleleng, Sebagai. : TERGUGAT ; -

--· Pengadilim Negeri tersebut ; -·--------------

--Telahmembaoasumt-surntdalamberkasperkam; --------

-Telah mendengar kedua belah pihak dan kererangan saksiOsaksi 

ili~~;---------------------------------

TENTANGD!JDIJEPEliKAJM; 

-Menimbang, bahwa Penggugat 1elah mengajulmn surat gugatruJnya 15 Janumi 

2007 dan terdaftar di Kepeniteraan Pengadilan Negeri Singaraja tertanggai 16 

Januari 2007 ilibawab register Perkam Nomor : ()8 I PDT. G I 2007 I PN. SGR,. 

telah mengemukakan hal~hai sebagai berikut : - ~-­

L Bahwa Penggugat memiliki sebidang tanah seluas 624 M2 Sertipikat Hale 

Millik No. 346 Desa Temul::us atas nama : KETUT WJRTA ( Penggugat ) 

dangan batas-batas sebagai bcrikut : -------------. -
-· Scbelah Utam : tanah duwe I milik Pura Labuban Aji ; -----~z-

• S<:belah Timur : tanub duwe I milik Pura Labahan Aji ; -----<-'--
• Sebelah Selatan : Jalan Raya Seririt-Singaraja ; ·--:----·----

• Scbelah Barat ·: tanub milik Mubamad Eban dan Aminelah ; ----

' . 

~-
' 
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(Lanjutan) 

Yang diatas tlnJlb te!Sebut berdiri bangunan rumah, selanjutnya disebut tlnJlb 

·~;---·-----------------------------
2. Bahwa Penggugat membeli tlnJlb sengketa teiSebut dilllas ~ akla 

jual beli No. 53 I :was tanggai 28 Pebnlari 2005 dan orang yang bemama 

lClTilJT SANTI, dim ana lClTilJT SANTI ini sebegai peojual· berdasarlau1 surat 

lruasa menjual dan Tergugat yang dibuat di Notaris MADE SUMADNY ANA, 

SH Notaris di Singall4ja, 1mnsaksi jual beli ini juga dilwlapeo Notaris, 

sehinggajualbeliinisabadanya; ------------

3. Bahwa setelab Penggugat membeli tanab ~ ternebut, kemudian sampai 

dengan proses peralihao pemegaog bak dalam sortipil<at yang semula alas 

oama : ANNI ELIDA ( Telllllgat ) menjudi alas nama : I lClTilJT WIRTA 

( Penggugat) sampai saat ini Penggugat belum !lisa menempati tanab sengketa 

karena TelJlllgat tidal< mau meoyerahlam dan tidal< mau pindah dan tlnJlb 

sengketatanpnalasanyangsab; --------------------

4. Bahwa upnya l:ekelu.argaan telab berl<:ali.Joili dilakul:en olab Penggugat. letapi 

Tergugat tanpn alas hulrum yang sob tetap menempnti tlnJlb sengketa dan tidal< 

maumenyerahlamtlnJlbsengketal:epndal'enggugat; -------

5. Babwa perbnatan Tergugat yang menempati tlnJlb sengketa tanpa alas bak 

yang sab adalah perbuatan yang melawan bak dan saogat merugil:en 

Penggagm;---·---------------------------

6. Babwa oleh karena perbuatan TelJlllgu! adalab perbuatan melawan bak make. 

sebegai konskwensinya Tergugat dan atan siap saja yang memperoleh bak dari 

padanya barns segera mengakhiri penguasaan, pengbunian dengan 

meninggall:en tanab sengketa beserta rumah yang kemudiao menyerahlam 

dalam kesdaan kosong dan !asia kepada Penggagal bila perlu daogan bantuan 

PoJisi ~ 

7. Babwa lrnrena alat bukti surat-sumt Penggagat sab dan otentik, serta tentang 

bak milik, korenaoya mohon l:epada Pengadilan Negeri Singaraja be!kenan 

memutnskan gugalan Penggugat daogan putusan setta merta, walaupun 

Tergugat mengguoakan upaya hulrum Verse!, banding dan kasasi ; ---­

Betdasarl<an uraian kejudian tersebut diatas, Penggagat mohon l:epada Bapnk 

Ketua Pengadilan Negeri Singazaja berkenan memerikas perkaza daomemutus : -

1. MengabulkangugalanPenggagatlllltukselurulmya; ------

2. Menyatal:en sob akta jual bell No. 53/2005 ; ---

f- - ~~ -
i 
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(Lanjutan) 

3, Menya!akan Penggugat adalah pemilik yang sah atas 1anah sengketa 

beserta bangunan rumah dan seluruh tanaman yang ada diatasnya dengan 

sertipikllt hak milik No. 346 luas 624 M2 dengan batas-balas seperti 

teiSahut pada posita angka I ; -----------

4. Menya!akan bukum, TOJEUgat dalam menguasai rumah dan 1anah 

seng1reta tanpa alas hak adalah petbuatan melawan hukum ; ---­

;, Menghukum Tergugat dan atau siapa saja yang mendapatlom hak darl 

padanya barus menyerahkan 1anah dan rumah sengketa dalam keadaan 

loosong danlasia kepada Peoggugat bila perlu dangan hantuan Polisi ; -

6. Menya!akan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu, walaupun 

Tergngat me10kuklln upuya bukem verset; banding maupuo lolsasi ; -

7. MenghukemTergugatmemba)'arbiayaperklll:a ini; -----­

Apahila Majelis Hakim berpendapat laiD, moben putusan yang seadil.,adi!nya 

-Menimbaog, bahwa pada hari sidang yang terlah ditetapken kedua belah pihak 

hadir dipenidangan, untnk Penggugat diwalrili oloh Kuasa Hukenmya GEDE 

HARJA AS TAW A. SH. Sedangkan pihak Tergngat diwakili oloh Kuasa 

Hukenmya YUIJUS LOGO, SH. Advokat I Penasehat Hukem bemlama! di Jalan 

A. Yani No, 128 Singamja, berdasarkan Sural Kuasa Khusus tertangga125 Januari 

2007; -------------

--Menimbang, bahwa Majelis Hakim teloh berusaha mendamaikao kedua belah 

pihak yang berperl<ara aken tetapi tidak berbasil, maka pumeriksaan perklll:a 

dilanjaikao dengan membacaken surat gugetan yang isinya tetap dipertahanknn 

olohPenggegat ; --------------------

-Menimbang, bahwa atas gngatan Penggeget ternebut pihak Tergugat Ielah 

mengajakenjawahan tertanggal S Maret 2007 sebagai berikut : ----­

L DALAM EKSEPSI : 

Bahwa gugatan Penggugat tidak lengkap dan tidakjelas karena masih ada satu 

Ol1lllg lagi yakel Ketut Santi yakni anak kendung Penggugat yang barus dudnk 

serta sebagai pihak Tergugat. mengingat Penggugat membeli 1anah berikut 

bangunan nnnah tempat tiOggal Tergugat dati Ketut Santi bnkao langaung 

dangan Tergugat dan teijadinya paralihan hak kepemiliken atas tanah berikut 

. bangunan rumah tempat tinggal Tergugat keatas nama Penggugat ada 

htibungannya dengan peijanjian keija sama antam Ketut Santi dan Teja 

Lajuardi, peijanjian mana Tergngat tidak tellllOSllk didalamnya dengan 

demik1an jika timbul masalah dalam peijanjian keija sama yang dibuat antara 

' ' ",--
' ' 
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(Lanjutan) 

Penggugat dengan Teja Lajuardi mal<a bukanlah Te!J!Ugat yang barns menjadi 

korban atau yang ber1allggung jawab akan tetapi meqjadi tmggung jawah 

Ketut Santi dan Tejal"1iuardi sendiri ; -----------

n. DALMI POij.OK l'ER:KARA ; 

I. llabwa oeluruh dalil dalam eksepsi mohoo dianggap termuat dan meqjadi 

satu bagian dalam pokok perbra ; 

2. Bahwa Tergu!l"l seoam lelJIIS menol>k seluruh dalil-dalil gugatan 

Pengguga~ keeuali hal-hal yang diak:ui oleb Tergugat """""tejJliS ; -

3. llahwa menurut Peoggugat teleb membeli tmah herikut hangunan rumab 

tempat tioggal Tergugat dari seorang yang benuuna Ketut Santi sesWii 

Surat Kuasa Menjual yang diberi.kon oleb Tergugat adalah benar a.kon 

tetapi penjualan yang dil>kakan oleh Ketut Santi kepade Penggugat telah 

merngikee Tergagat keeena hergu penjualan tanpa persetqjuan dari 

Tergugat termasuk pula basil penjualan oleb Ketut Santi tidak diberik:an 

kopadaTergugat;--------------------------

4. Bahwa Tergugat tidak mau menyerah.kon dan tidak mau pindah dari tmah 

sengketa keeena Tergugat memsa tidak pernah menjual tmah sengketa 

benlrnt bangunan nunah tioggal Tergugat kepade siapapun termasuk 

kepadeP~ggugat;---------------------------

5. Bahwa dalil gugatan Penggugat pada poin 4 yang menyatakon Peoggugat 

telah berkali-kali mengupayak:an penyelesaian seaua kokalunrguan 

dengan Tergugat adulab tidak henm, Tergugat tidak pernah bertemu dan 

tidak pernah dihubungi oleh Peni!gugat jangan.kon bertemu mengeual 

Penggegat soja tidruc, jadi sebarnsnya usaha penyelesaian kokoluargaan 

yang barns dilakokee adulab anllml Ketut Santi dan Teja I.l1iuardi ba.kon 

dengan Tergugat ; -·----------------

Demikianlah jawaban dari Tergugat, Tergugat I dan Tergugat li mohon 

Majelis Haldtn untuk menjatubkee potusan yang herbunyi sebagai berikot : 

I. Dalam Eksepsi : 

-MangabulkanEI=psi Tergngatuntukselurubnya; --­

IT. Dulam Pokok Pelkat:a : 

- Menolak gugatan Penggngat untuk selurubnya atau setidak-tidaknya 

menyal>kan guga1an Penggugat tidak dapat diterima ; -----­

Atau : apnbila Majelis berpendapat lain mebon puiUSan yang seadil-adilnya ; 
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(Lanjutan) 

-Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat le!>ebut pihak Penggugat telah 

mengajukan Replik tertmggal26 MAret 2001 dnn Tergugat Ielah pula mengajukan 

Duplik tel1arlggal 9 April 2001 yang untuk singkatnya putusan ini dianggap 

termuatdalam putusan ini ; --------------­

-Menimbang, babwa untuk meogaetkan dalil-<lalil gugatanuya, pihak 

Penggugat dipernidnngan telah mengajukan bukti-bukti sural bempa : ---

1. Foto copy s-Klla.sa untuk Menjual No. 7 tanggllll7 Maret 2004 dari 

ANNI ELIDA ( pemberi kuasa ) kepada KETUT SANTI ( Penerima 

kuasa ), tllllpa asli setelah dicoookan dengan yang ada pada Notaris 

ternyala sesuai dengan aslinya, serta Ielah diberi metenli cukup, diberi 

~~I;----------------
2. Foto copy akta Sua! Beli No. 53 12005, tangglll28 Pebruari 2005 mnpa 

asli dnn seo:lah dieo<:<>kan·dengan yang ada pada Notaris ter!JYa!a sesuai 

dengan aolinya., serta Ielah diberi metemi cukup, diberi tanda P-2 ; -

3. Foto copy Sertipikat ( Tanda Bukti Hak ) Hak Milik No. 346 atas nama I 

KETUT WIRT A. sesuai dengan aslinya dnn telah diberi metemi cukup, 

diberi tanda P-3 ; ---------------

4. Foto copy SU!llt Pemberitahuan Pajak Te!humng Pajak Bruni den 

Banguoao talmn 2007 alas nama : Wajib Pajak I Ketut Wi:na, sesuai 

dengan aslinya dnn Ielah diberi metemi cukup, diberi tanda P-4 ; -

-Menimbang, bahwa selain mengajukan sumt-surat bukli le!>ebut dialaS, 

Penggugatjuga roengajukan I (satu) ornng iiaksi yaitu : ------­

.M$\l!E SJ!MADNYANA, SlJ. Dlbawah sumpah pada pokokoya menerangkan : 

Bahwa iiaksi sebagai notaris pemab membant sumt bukti P-1 dan P-2 ; -

Bahwa bukll P-1 berupa SUJat Kuasa untok menjual dari ANNI ELIDA 

( Pemberi Kuasa ) kepada KETUT SANTI ( Penerima Klla.sa ) atas satu 

bidnng tanah Sertipikat Hak Milik No. 4361 Desa Temulo!s dengan luas 624 

M2 atasnamaANNIELIDA ; ------------­

BahWll. pada wak!u iiaksi membanakao sumt ler.sebut baik pemberi kuasa 

maupun penerima kuasa datang mengbadap didepao iiaksi sebagai Notaris ; 

Eabwa iiaksi delam membuat surat bukll P-2 ( Akta Jual Beli ) ade 4 (empst) 

lllllgbp yaitu 2 (dua) buab diberi tanda tangan dimana satu disimpao di 

Notaris den satunya dikirim ke BadanPertanaban Nasional, sedangkan yang 

2 (dua) buab diberi ltd. yangmasing-masing diberikaokepada pam pihak ; 
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(Lanjutan) 

Bahwo parla saksi membuat swat bukti P·2 ( akta jual beli ) ten;ebut yang 

dalang menlihadap saksi selaku Notaris adalah Ketut Santi selaku kuasa dati 

ADni Elida ( sebagai Penjual ) dan PakWirta ( sebagai Pembali ) sedangkan 

sebagai saksinya ada 2 (dua) ot11llg dari kacyawan saksi ; ----­

Bahwa yang lebih dulu dihuai adalah sura! Kuasa Menjual beru Jremudian 

AktaJua!Belinya; -------------­

Bahwo tBru!h yang dijual tetsahut tedelak di Dusun Lahuban Aji yaitu 

disebelah bmtPurnLahuban Aji ; ----------­

Bahwa saksi dalam membuat Sumt Kuasa Meajual tetsebut disaksikan oleh 

2 (dua) saksi dan waktu itu Anni Elida ( Pemberi Kuasa ) menunjulom 

sertlpibltBru!hyangdijual ; -----------­

Bahwa saksi dalam membuat surat bukti P-1 ( Sumt Kuasa Menjual ) 

minutanya saksi buat nmgkap I (satu) untuk ar.;ip, sedangkan untuk yang 

dikeluarkan berupa saliruumya sebagaimana yang di foto copy dan diajulom 

sebagaibukti~lt<tsemrt;------------­

Bahwa bukti P·3 adalah b!=r sertipibl yang ditunjakan oleh ANN! ELIDA 

( Tergngat) parla waktu saksi membnat sural kuasa menjual ; ---­

Bahwa sehubungan dengan bukti P·l dan P·2 menurut atunm meJl111aoya 

haJ:1lS ditulis tangan, sedangkan akia aslinya tidak karena termasuk nota rill; 

Bahwa saksi pemah mendengar sural knasa yang tidak dipetbolahkan oleh 

Badan Pertan•han Nasioual yaitu sum! kuasa yang bersifat mtulak yang 

pada umUIJ.Ulya isinya bersifat umum dimana daiam stmlt kuasa mutlak 

walaupun yang memberikan kuasa telah meninggal dunia kuasa itu masih 

tetap berlaku ; ----

Bahwa Swat Kuasa MeJ1iual sebagaimana sebagaimana bukti P·l dan P·2 

bakan termasak kuasa Mudak dan mengeual boleh tidakuya dalam 

memproses di Badm Pertanaban Nasional belum ada dasar hukumnya ; -

Bahwo sebehungan dengan saksi telah mengeluarkan Surat Kuasa Menjual, 

ada akts lain yang saksi keluarkan yaitu akts Perjaojian Kerjasama, akan 

tetapi bakan dengan Pember! kuasa ( ANN! ELIDA ) melatukan dangan 

orang lain yaitu TEJA LAJUARDI ; -·--

Bahwa saksi sehagai Notaris siapa yang menghadap dan apa yang 

diingtukan itulah yang saksi buat dan surat yang saksi buat tidak 

bertentangan dengan Undang·Undang ; --
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(Lanjutan) 

Bahwa pada waktu saksi membuat pe~anjian ke~asama No. 6 dan No. 8 

ANNI ELIDA juga datang meoghadap saksi dan peljanjian keljasama 

ternebut dlbuat lebih dulu kemudian baru SUI'llt Kuasa Menjuul ; ---

-Menimbang. bahwa untUk menguatkan dalil-daill sangkalannya Kuasa 

TetgUgat dipernidangan telab meogajukan buk1i-buk1i swat berupa : ---­

!. Foto copy Akta Pe~anjian Kelja Soma No. 6 ( enam ) antara TI!JA 

IAJUAR.DI ( Pihak Pertama ) dengan KErUT SANTI ( Pihak Kedua ) 

sesuai danganaslinya dan telab diberi meteral cukup, diberi tanda T-1 ; -

2. Foto copy Akta Peoambaban Mmlul Keljasama No. 8 ( delapan ) antrua 

TEJA LAJUARDI ( Pihak Penama ) dengan KErUT SANTI ( Pihak 

Kedua) sesuai deogan a.slinya dan telab dlberi meteral cuknp, dlberi ianda 

T~;----------------------
-Menimbang. babwa selain bulcti-bulcti surat ternebut dimas, kuasa Tetgllgat 

dipersidangan juga mengajukan 2 ( dua} saksi yaitu : ---------

1. IIARIS SAPlJTl!A, dlbewab sumpah pada pokoknya menmngkan 

- Babwa saksi sudab lama keuul dengan Anni Elida ( Tergagat) ; ----

- Babwa saksi kenai deogan Anni Elida ternebut karena suminya yang bemnma 

KoinOia dulunya ternan bisnis saksi dalam hal menjuul pembot rumah 

tangga;----------------------------
- Babwa saksi ketabei dalam parkara ini adalah masalab sertipikat tanab dan 

banganan atas nama istri pak komara yang bernama Anni Elida. namum 

,mengenai nomomya sertipikat saksi tidak tabu ; -·-------­

- BabW!l saksi pemab melibat sertipikat tersebut yaitu pada !Jihun 2004 dan 

waktu yang memperlihntkan adalab Pak Komara, dimana - itu istrinya 

( Anni Elida )juga ada disitu ; 

- Babwa Pak KoinOia memperlihatkan sertipikat tersebut karena waktu itu Pak 

komara mengelub masalab kosulitan ekoncmi ; --------­

- Bahwa saksi pemah m¢lihat lokasi sertipikat tanah dimaksud yaitu di 

Labuhan Aji tepatnya disebelah Punt Labuhan Aj~ namun mengenai batas­

batasnya saksi tidal< tJihu ; ------·-------­

- Babwa salahu saksi Anni Elida ( Tergugat ) tinggel dirumah dinlas ianab 

sengke!a ternebut ; ---------------------

• Bahwa seinin rumab dintas ianab ternebut juga ada pepohonan ; ----

- Babwa Anni Elida pemah .bercerita kepada saksi menganni sertipikat yang 

telab dipinjantkan kepada adiknya yang bernama Pak Teja ; -----

t -
' ~ --

i 
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(Lanjutan) 

Bahwa roengenai surat Kuasa Menjual saksi tidal< tabu dan terbadap tanah 

tersebut Ielah dijual saksi juga tidak tabu ; --···---

Bahwa apakah Pak Kollllllll dan Anni Elida masih tinggal di tanah sengketa 

saksijugatidaktahu; ----------------

- Bahwa mengenai peqllJliian lre!jasama saksi 1idak tabu juga ; -----

2. Y ANTO !PDA YAT. dibawah sumpah pada pokoknya meoerangkan : --

• Bahwa saksi sudah lama kenai dengan Anni Elida karena hubuogan bisnis ; 

• Bahwa Anni Elida dan sua:minya tinggal dirwnahnya di Labuhan Aji deka! 

Pum.LabuhanAji ; ---------------

• Bahwa setahu saksi persoalan antara Ketut Wirta dengan Anni Elida adalah 

masalahrwnahnya tem:bl11 ; ---------,...----

• Bahwa Anni Elida peinah mengeluh kepada saksi mengenai masatab 

ekonomi, kemudian saksi ketaken lbu kan panya sertipi]W, lalu lbu Anni 

Elida mengatakan bahwa sertipikatnya Ielah dipinjam sama adiknya ; -

• Bahwa mengenai Sural Kuasa menjnal salrsi tidaktahu ; -----­

Bahwa apakah tanah milik Anni Elida tersebut Ielah dijoal saksi tidak tabu ; 
' 

- Bahwa apakah sertipikat tanah telliebut peinah dijaminkan saksi juga 1idak 

tabu;------·--------------------------
--Menimbang, bahwa selaJliutnya untuk mendapatkan kepastian mengenai 

obyek sengketa, Majelis Hakim pada tanggal 22 Juni 2007 tetab melakukan 

pemeriksaan setempat, dimana tanah obyek sengketa yang menjadi obyak gugalan 

Penggugat Ielah dibeoarkan baik oleb Penggugat maupun Tergugat yang basilnya 

sebagaimana terlatnpir dalam Berita Acam pen;idangan lni ; --------' 

---Meuhnbang, babwa pihak Penggugat dalam perkara ini teluh mengajukan 

kesimpulan tertanggal 22 Agustus 2007, sedangkan pihak Tergugaf tidak 

mengajukankesimpulan ; -----··---------­

-Meuhnbang, bahwa kedua betab pihak tidak mengajukan sesuatu hallagi dan 

aklrimya mohori putusan ; ~~ --~---~-~~~----

-Menimbang, bahwa untul<. mempersingket putusan mi, maka segala sesuatu 

yang termuat dalam Berita Acara persidangan perkara ini te1ah dianggap tertuang 

dan ikl11 dipertimbangkan dalam putusan lni ; 

J'ljjNIAJS"G l'EJ;!,TIMBANGAN B.UK!JMNYA; 

-MeuhnbW1g, bahwa maksud dan tujuan gugatm Penggugat adalah seperti 

tersebut ditttas ; --- ----

l 
( c ~.:::--_:- ~;-, 
I 

·--·-
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(Lanjutan) 

--:M:en.imbang. bahwa Selanjutnya setelah memperhatikan jawab menjawab 

beserta pembuktian yang <lilakukan oleh kedua belah pihak yang berperkara 

<li~~;-----------------------------

-Menimbang. bahwa Tergugat melalui lruasanya .dalam kesempa!lul 

mengajulomjawabeo telah pula mengajulom eksepsi, oleh kJirenanya Majelis aloin 

mempertimhangkan terlebih dahulu tentllljl Eksepsi, lalu barulah tentang pokok 

~;----------------------------
DAI.AM EKSJ!PSl: 
--Menimbang. bahwa oleh karena eksepsi Tergugat buk:an mengenai masalab 

lrompetensi I kewenangao mengadili, rnaka eksepsi le!:>ebut baruslah 

<lipertimhangkan I diputus bersama-sama dengan pokok ~I putusan aldlit ; 

-Menimhang, behwa Tergugat <Wam Eksepsinya peda polroknya 

mempermas8Iahkan bahwa : ----------------

Gugatan Penggugat tidak lengkap dan tidak jelas katena masih edn satu orang 

lagi yakui Ketut Santi yaitu anak kaedung Penggugat yang barus diiknt 

sertakan sebagai pihak Tergagat mengingat Penggugat membeli tanah berilrut 

banguuan rumah tempat tinggal Tergugat rlari Ketut Santi bukan langsung 

dengan Tergugat den terjadinya peraliban hak lrepemilfkan alas tanah berilrut 

banguuan rumah tempat tinggal Tergugat keatas JllUIIa Penggugat edn 

hubuagannya dengan peljanjian k~asama antam Ketut Santi dan Tc;ja 

uyua:rdi, peljanjian mana Tergugat tidek !kat di<Wamnya, dengan demikian. 

jfka timbul masalab dalam peljanjian k~asamaantaia Penggugat dengan Teja 

uyuardi rnaka bukaulah Tergugat yang berus meqjadi korlnm a!au yang 

berta:nggnng jawah akan tetapi menjadi tanggung jawab Ketet Santi dan Teja 

Lajuardi sendiri ; ----------------

·-Menimhang, bahwa terbedep eksepsi Tergugat sebagaimlUUI tersebut dintas 

setelah Majelis FWdm memperhatikan tanggapan Peuggugat melalui Replik den 

DuplikTergugat, maka pertimbenganMajelis sehagai berikoi : ----· 

Bahwa mengenai gugatan Penggugat tidak lengkap dan tidak jelas katena 

masih ada orang lain yaitu Ketut Santi ( anak kandung Penggugat } yang barus 

dillrot sertakan sebagai pihak Tergugat. menurut Majelis berdesarkan 

Yurisprudensi tetap Mahknmah Agung edalah bak Penggugat untuk 

menentukan pihak-pihak yang akan dijadikan pam pihak dalam perkera yang 

akan diajukan, oleh l<arenanya alasan eksepsi Tergugat tersebut hams dito!ak, 

sedangkan mongered Penggugat membeli tanah berikot benguuan tempat 

' ! 
' 
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tinggal Tcrgugat dari Ketut Santi bukan Iang:;ung dengan Tergugat dan 

terjadinya peraliban bale kepemilikan alas tanah dan banganan rumah tcrsebut 

keatas nama Penggugat ada bubungannya dengan peljanjian kerjasama anlanl 

Ketut Santi dengan Teja l.ajuardi adalab merupukan sesuatu yang menjadi 

beban Tergugat untuk membuktikannya, dan sudah !emluuk polrok pellatta 

seltinggajugabarus ditolak ; -------------

-Menimbang, bahwa berdasarlom uraian dan pertimbangan-pertimbangan 

terse but Bksepsi Tcrgugat tidal:. bemlasan dan barus dilolak sellliUiuzya ; --­

DALAM POKOKPERKARA' 

-Menimbang. bahwa makeml dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti 

~~;-----------------
-Menimbang, bahwa dalil-dalil Penggugat yang diakui atau se!idak-tidaknya 

tidak dibanmb oleh pihak Tcrgugat, sehingga merupukan fltkta yang lidak perlu 

dipertimbangkan dan dibuk:tikan lagi oleh Majelis adalah. bahwa Penggugat teleh 

membeli tanah beriJrot. banganan rumah tempo! tinggal Tergngat }'llllg terlctak di 

Desa Tetuukus, Kecamatan Banjar Kehupaten Buleleng seluas 624 M2 dengan 

bambatas: ------'-------------

- Sebeleh Utara 

- Sehehlh Timur 

- Sebelah Sclatan 

- Sebelah Barat 

: tanah milikPura Lahuban Aji ; -------

: tanahmilikPural.abubanAji; ------­

: JalanRayaSeririt-Singnraja; -------­

: tanahmilikMnimmmadEbendanAaainuleh; ---

beadasarban akta jual bell No. 53 I 2005 tnnggal 28 Pehruari 2005 dari ornng yang 

bemama KETUT SANIT yang bertindak selalru penjual berdasad<lm sw:at lroasa 

menjua! dari Tergngat ( ANNI ELIDA) yang dibuat dibadapan Notaris MADE 

SUMADNY ANA. Sli Nolaris di Singnraja Dao Tergngat sampalsekerang masih 

menguasal dan menempati tmah berilrut bangunan obyek perkara tersebut ; -

-Menimbang. bahwa namun Tergugat mendalilkan bahwa penjualan yang 

dilakekan oleh Ketut Santi ( selako petuegang kuasa untuk menjual dari Tergugat) 

kepada Penggugat telah merugikan Tcrgugat katena barga penjuahm tanpa 

persetujuan dari Tcrgugat termasuk pula hasil penjualannya oleb Ketut Sao!i tidak 

dibetiban kepada Tergngat, sebinggu Tergngat memsa tidak petuah menjual tanah 

berikut banganan rumah obyek perkere tersebut ; ----------­

-Menimbang. bahwa oleh banena itu pertama-tama Majelis Hlikim ukan 

mempertimbangkan dan membektiban yang menjadi inti pokok petitum gngatan 

Penggugat yaltu apekah ekta jual beli No. 53 I 2005 sebagal dasar petuliban hak 

' ---
' 
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( Tergugat) menjadi atas nama I KETUf WIRTA ( Penggugat) dapat dinyatakan 

sah; 
~Menimbang, bahwa unWk membuktikan l<eabsaban akta jual beli No. 53 I 

2005 tersebut pihak Penggugat dipeiSidangan te!ah mengajukan bukti su.mt P-1 

dan P-2 ;erta saksi No;.,;.! MADE SUMADNYANA, SH. Btdm P-1 merupaktm 

su.ra! kuasa untuk menjual No.7 tahun 2004 atas obyak perk:ua I sengketa yaog 

diperoleh Ketut Santi { pemegang kuasa menjual ) dari Tergugat ( Anni Elida ) 

selaku pemilik, dimana pada waktu pembualan bukti P-1 meoumt kebutmgan saksi 

Made Sumadnyana. SH. { Notaris yaog membuat Su.ra! Kuasa Menjuall bukti 

P-1 ), bail< Ketut Santi ( selaku penerima kuasa) dan Anni Elida ("selaku pemberi 

kuasa ) badir be=ma dikantor saksi dan Anni Elida { pemberi kuasa ) tersebut 

didampingi suaminya. yaitu Momn Kumara Saputm yang relah ikot memberikan 

Ianda persetujuan ams dibua!nya Sorat Kuasa M"'\iual No. 7 tahuo 2004 alas 

obyekperk:ua tersebm ; -------------­

---M<nimban& bahwa dangan betpegaug bukti P-1{ Surat Kuasa M"'\iual ) 

tersebut, bemudian Ketut Santi menjual tanah obyek perk:ua l»lSebut kepadai 

Ketut Wbut dengao harga Rp. 43.500.000,- ( empat pulah tigajma lima ratus nbu 

rupiah) yaog telah dituangkan dalam aktajual beli No. 53 tahun2005 ( bukti P-2) 

dihudapan Nntaris Made Sumadnyana, SH. Dan dalam kesaksiannya 

dipersidangao Made Sumadnyana, SH, meneillllgkan bahwa kedmmya badir 

dihudapan saksi dimana K.etut Santi seleku pemegang kuasa unWk menjual atas 

tanah obyek perkara mengaku telah menerima nang pembayaran dim Penggngat /l 

Ketut Wirta tetsebllt selaku pembeli, sehiogga saksi daJam menja]ankan peke;gaan 

kenotarlatan ini te1ah sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku ; -

·-Menimbang, bahwa berdl!sarkan pertimbangao-pertimbangan teiSebut dialas, 

maka menurut Majelis dalam ;;etitum (2) supaya Akta Jual Bell No. 53/2005 atas 

t.mah obyek perk:ua anlllr.l K.etut Santi selaku penjual berdl!sarkan surat kuasa 

menjual dari Anni Elida I Tergugat ) dengan I Ketut Wirta ( selalru pembeli ) 

di~sah~dikahulkan;--------------------­

--Menimbang, bahwa selanjutnya saksi Made sumadnyana, SH. Selaku Notaris 

pang membuat akta jual beli No. 53 I 2005 ( bukti P-2 ) mengums proses 

penerbita.n sertipikat bak milik ke Ba.dan Pertanahan Kabupaten Buleleng dan 
terbitlah sertipikat hak Milik No. 340 Desa Ternukoa alaS nama I K.etut Wirta 1 

Penggugut ( bukti P-3 ). Kemudian dengan terbitnya Sertipikat Hak Milik No. 346 

Akibat Hukum..., Ni Ketut Apriyanti R., FH UI, 2009



12 

(Lanjutan) 

alas nama 1 Ketut Wirta ( Penggugat ) t<:rsebut maka nama wajib pajak telab 

beralih kepada Penggugat ( Bukti P-4) ; 

-M<mimbang, babwa oleh karena )'1IIIg menjadi inti polrok potitum gugatan 

.Penggugut adalah mengeuai keabsahan alas Jual beli No. 53, I 2005 atas tanab 

obyek perkBm, dan oleh Majelis Hakim alas jual bell t<:tsebut ralah dinyatakan sah 

dan selanjumya sebagai dasar letbitnya I peraliben bek milil< sertipibl No. 346 

Desa Temukus darl atas nama Anni Elida ( Tergugat ) menjadi atas ,.... I Ketut 

WUill ( Peoggugat ) maka petitum (3) supaya Penggugat dinyatakan sebagai. 

pemilik yang ·sah atas 1anah seogketa beserta banguoan romab dan seluruh 

tanaman yang ada diatasnya dengan sertipika.t hak milik No. 346 luas 624 'M2 

den gao baias-bems sepotti tetsebut pada posita angka llw'us clila!bulkan ; -

-M<mimbeog, babwa oleh karena Penggugat Ielah terbukti sehagni pemilik yang 

sah atas 1anah obyek perkara ternehut tiinias, maka menmut Majelis lel:itadap 

petitum (4) dan (5) supaya dinyatakan behwa Tergugat dalam menguaual, 

menghuni rumah dan tanab sengketa tanpa alas bek ndalah perlnndao melawan 

hukum, dan Tergugat atau siapa saja yang mendapatkan hak darl padanya lw'us 

menyecilikan tanab dan rumah seng1reta dalam keadaan kosong dan !asia kepada 

Penggugat hila perlu dangao bantuan Polisi juga harus clila!bulkan ; ---­

-M<mimbang, behwa petitum (6) gugatan Penggugat yang menyatakan putusan 

dalam pelkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu, walaupnn Tergngut 

mengguualom npaya bulrum verse!, banding maupnn kasasi tidak memenuhl syarat 

sebagimana yang ditentakan dalam Surat Edaran Mahbmah Agung teraldtir yaitu 

SEMA No. 03 tahun 2000, sebingga harus ditolak ; --------­

'"-,Menitabang, bahwa berdasatkan pertimbangao-pertimbangao tersebut diatas, 

maka gugatan penggugat dapat dikabulkan sebagiau dan menolak selebihnya ; -

-Menimbang. bahwa dalam jawabannya Tergugat mendalilkan bahwa 

penjualan atas tanab sengketa yang dilakukan Ketut Santi ( selako pemegang 

k"1JBSa unluk menjual darl Tergugat ) kepada Penggugat t<:lah merugikan pihak 

Tergugat karena penjualan tersebut tanpa persetujuan darl te!J!Ugal termasul: puta 

hasil penjualannya oleh Ketut Santi tidak diserahkan kepada Tergugat, sehingga 

Tergngut merasa tidak pernah menjual 1anah obyek sengketa ; -----­

---Menlmbang, bahwa atas jawaban Tefgugat tersebut diatas Majelis 

mempertimbangkan bahwa dengan berdasatkan dengan bukti P-1 yaitu surntkuasa 

menjual No. 7 tahun 2004 terbadap 1anah obyek sengketa yang dibuat antara AruU 

Elida I Tergugat ( selako pembeti knasa ) dan Ketut Santi ( sebeka penerima 
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lwasa ) dihadapan sal:si Made SUI!llldnyana, SH. No!aris di Singamja telah dibuat 

sesual dengan ketentuan dan prosedur yang berlaku dengan segala akibat 

hnknmnya sebapimana telah diwaikan dalam surat kuasa untuk meJljual ( bu.k:ti 

P-1 ) tersebut, sehingga menwut Majelis masalah penjualan ter.;ebut telah 

mcrugikan Tergugat karena barga penjuall!lllanpa persei.\Uuan dari Tergugat dan 

hasU penjualannya tersebut tidal!: diserahkan kepada Tergugat socam yuridis 

adaJah bulom kebarusan Penggugat selaku pembeli untuk meneliti dan mengurus 

sampai sejauh itu karena teniaku babwa Tergugat telah menguasaloan untuk 

menjualatastanahobyeksengke1akepadaKetutSanti(bakuP-l); --­

-Menimbl!llg, babwa baku-baku yang diajulom oleb Tergugat baik berupa baku 

SUl3t T-1 dan T-2 maupun 2 (dua) orsng sal:si yang dibadirkan dipersldangaa yaitu 

Haris Saputra dan Yanto Hidayat menurut Majells ·tidal!: dapet mematahkan dalil­

dalil _.., Penggugat dan tidal!: mampu pula membuktilrnn dalil banlahannyn 

yaitu bahwa penjuall!ll tanah obyek perkara tersebut tanpu per.retujuan Tergugat 

dan basUnya tidal!: diserahkan kepada Teigugat, karena baku T·l ( ekta pexjanjian 

ketiasama antara Teja Lajuardi dangaa Kctut Santi ) menu.rut Majells seoaxa 

yutidis tidal!: ada relevansinya dengaa perkara ini. Dentikian pula terbadap sal:si­

seksi yang diajulom yaitu Haris Saputra dan Yanto Hidayat masing-masing tidal!: 

mengetabui adanya snrat lwasa untul< menjual alas tanah uhyek sengketa ( baku 

P-1 ), ekta jual beli tanah obyek sengketa ( Baku P-2 ) maupun adanya ekta 

pexja:njtanketiasama(bakuT-ldanT-2); ---------­

-Menimbang, bahwa oleh karenaPenggugat telah bel'llasil membuktikan 

dalil.rrya, sedangken dalil bantabannya Tergugat tidak dapat mematahkan dalil 

gugatan Penggugat tersebut, maka Tergugat dinyatakan sahagai pihak yang kalah 

dan biaya yang tirnbul dalam perkara ini barns dibebuulom kepada Tergugat ; -

-·Mangingat peraturan dan Undang-Undangyang bersangkntan ; ----

!\;{ENGADiq 

DALAM EK$EPSI; 

- Menolak Eksepsi Tergugat selnrahnya ; 

DALNMPQKOKPERKARA; 

1. Mengabulkan gugatanPenggugat untul< sebugian ; --·---

2. Menyatul<an sah akta jual bell No. 53/2005 ; ----

3. Menyatakan Penggugat adulah pemilik yang sah atas tanah sengke1a 

beserta banguuan rumab dan seluroh tanaman yang ada diatasnya dengan 

Ser!ipilott Hak Milik No. 3461uas 624 M2 dengan batas-batas : ---
• 

. 

i -
; 

r 
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: tanahmilikPural.abuhanAji; ----­

: tanahmilikPuraLabuhaaAji ; ----­

: Jalan Raya Seririt-Singanlia ; -----

- Sebelah Bamt : tanah milik Mubamad Eban dan Aminulah ; -

4. MenyatalrJm hukum Tergugat dalam meoguasai, menghuni rumah dan 

tanah sengketa tanpa aJas hak adalah perbuatan melawan bekurn ; -

5. Menghukum Tergugat dan atau siapa saja yang mendapatkan hak dari 

padanya harus menyerabkan tanah dan rumah sengkela dalam keadaan 

kosong dan !asia kepada Penggngat bila perlu dengan bantuan Polisi ; -

6. Menolak gugatan Penggngat untnk selebihnya ; -------

7. Menghukum Tergugat untuk meinbeyar biaya perkam ini sebesar 

Rp. 459.000,- ( ernpat notus lima puluh sembila n'bu rupiah) ; ---

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawatah Mujelis Hakim 

Pengadilau Negeri Singamja pada luui : Selasa, tanggal 28 Agustus 2001 o!eh 

bmi I GDE YASA.K, SR Selaku Hakim Ketua Mujelis, YUSWAlUli, SR Dan 

I Kl>TUl' SUARTA, SR Masing-masing sebagai Hakim anggnta, dan putusan 

· tersebut diucapkan dalam peiSidangan yang terbakn untuk nmum pada luui : 

Krunis, tanggai 30 Agustus 2007 oleh Ketua Mujelis dengan didampingi Hakim­

Hakim Aaggota, dibantu I NENGAH ARDANA, SH. Puniteta Pengganti 

Pengadilan Negeri Singamja, dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggngat dan 

tanpa dibadiri Kuasa Hukum Tergugat ; ----, 

Hakim-Hakba Anggota, 

YJJSWAR))J, S.H. 

PerincJan ······-·· 
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Perin@ bia:ta : 

l, Adminitrasi .................... , ............................. , ........... , .Rp. 50.000,-

2. Biaya Panggilan. ............ , ............ , , .............. , .............. Rp.<KJO, 000,-

3. Redaksi Putusat~ ........................................................ .Rp. 6.000,-

4. Meterai Putusan. ........................................................ .Rp. 3.000,-

1 u m I a h. ................................ """"""""" ................. Rp.459. 000,-

( empal ratus lima puluh sembilan n'bu rupiah) ; ----

' 

~--·-----
' ' 

• • 

{i\,9~~~~. t • " ail 
~~ .. ~-..... ~ 
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Lampi ran II 

Nota Kesepahaman An tara Kepolisian Negara Republik lndon~sia. 
Dengan lkatan Notaris Indonesia 

No. Pol. : B/1 056/ V/ 2006 
Nomor : 0 1/MoU/ PP-INI/V/2006 

Tentang 
Pembinaan dan Peningkatan 

Profesionalisme di Bidang Penegakan Hukum 

Pad a hari ini Setasa, tanggal sembilan, bulan Mel, tahun 
iua ribu enam, yang bertandatangan di bawah ini: 
t.JENDERALPOLJSIDrs.SU'I'ANTO,selakuKEPALAKE­

POl:.ISWINEGAl!AREPUBLlKINDONli:SIAdalamhal 
ini bertindak untukdanatas nama KEPOLISIANNEGA· 
RAREPUBL!KINDONESIA{selanjutnyadisingkatPol~ 
rl), berkedudukan di Jakarta dan berkantor di 31. T.runo~ 
joyo No.3 KebayoranBaru JakartaSelatan, selanjut.nya 
disebut PIHAKPERTAMA 

!. TIEN NORMAN LUBIS, S.H. dan ADRIAN DJ'UAINI, 
S.H., selaku KETUA UMUM dan SEKRETARIS UMUM. 
dalaml).ai i.ni. secara bersama-sama bertindak untuk dan 
atasnamalKATANNOTARJSlNDONESIA(selanjut:nya 
disingkat lNI), berkedudukan di Jakarta dan berkani.Qr 
pUsat di Jl H. Hasyim Ashari Roxy Mas Blok El No. 31 
Jakarta Pusat, selanjut.nya disebutPIHAKKEDUA 

Menimbang: . 
'· Bahwa PIHAKPERTAMA5eWku Alat Negarayang ber~ 

perart dalam memelihara keamanan dan ketertiban 
masyarakat bertugas me:lindungi. mengayomi, dan me· 
layani masyarakat, serta rnenegaltkan hukum, dan PI~ 
HAK KEDGA mewakili perkumpulan IN! selaku Peja~ 
bat Umum, sama·sarna memPWl.Yai fungsidan tug as me­
layani kepentingan masyarakat dalam bidnng hukum, 
sesuai dengan ketentuan dan peratur.an penmdang-un· 
dangan yang berlaku bu.gi masing~mri~ing pihak. 

: Bahwa dalam menjalankanjabatan sesuai Cengan tugas 
pokok dan wewenang masing~masing, ten:iapat keter· 
kaitan ant.ara PlHAK PERTAMA seJaku penyeUdik/pe­
nyidik di dalam upaya penegakan hukum untuk men· 
earl dan menemukan alnt bukti dalam perkara pjdana 
dan PlHAK KEDUA selaku Pejabat Umum yang ber· 
v:enang membuat akta otentik sebagai alat bukti yang 
sempurna di bidang hukum keperdataan. 

. BahwaPUiAXPERTAM:Adan PIHAKKEDUA bersama· 
sama sebagai nbdl bukum, terpanggil rnelaksanakan 
amanat rakyal yang senanti<~.sa mendambakan adnnya 
perli ndungan, ketertiban, dan kepastian hukum yang ber­
intikan keadilan dan kebenaran, sehingga hukum be­
nar-benar mampu menjadl pengayom masyarakat dan 
membeti rasa aman, untuk mewujudkan tegaknya hu· 
kum dan keadllan, mern.Qu masyarakat adil makmur 
berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. 

4. Bahwa untuk rn£;ncapai maksud tersebut di atas, maka 
perluadanyakesepahamanantaraPIHAKPERTAMAdan 
PI1IAK KEDUA seeara bersama-sama berusaha Uhtuk 
meningkatkan. profesionalisme, sa.ling mengisi dan men· 
ingkatkan komunikasi sebagai kebut\lhan bersama 
dalarn mel.aksanakan tugas masing-masing. 

Mernperhotikon: 
l. Pelaksanaan penegakan hukum dalam kait.annya" untuk 

mencegah terj.adinya penyimpangan tugas dan guna 
meningkatkan kemitraan Polrl dengan INI. 

~ Usul, pendapat, dan tanggapan Polrl maupun Pen gurus 
lNL 

M .. gingat: 
1. Pancasilasebagai Dasar Negara dan sebagai sumber-dari 

segala sumber hukum Indonesia. 
2. Pasal 1 ayat (3) dan Pasal 30 ayat {4) Undang-Undang 

Dasar Negara Repu:bliklndtmesia Tahun 1945; 
3. Undang-Undang Noinor S 'Thhun 1981 tentang Hukum 

Acara Pidana (Lembaran Negnra Republik Indonesia 
Tahun 1981 Nomor '16, Tambaha.n Lembaran Negara Re­
publik Indonesia Nom or 3209); 

4. Undang-UndangNomor 2Tnhun2002 ten tang Kepolisian 
Negara Repuhlik Indonesia (J...embaran Negara Repub­
lik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2, TambahanLembaran 
N egara Republik Indonesia Nom or 4168); 

5. Undang·Undang Nomor 30 '!a hun 2004 t.entang Jabatan 
Notaris (Lembaran Negara Republlk Indonesia Tahun 
2001 Nomor 117, 'l"ambahan Lembaran Neg:ara Republik 
IndonesiaNomor4432); 

6. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 ten tang l?el· 
aksanaan Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Re­
publiklndonesia Tahun 19B3Nomor 36, TambahanLem· 
baran Negara Republik Indonesla Nom or 3258); 

7. Keputusan Presiden Nomor 70 Thhun 2002 ten tang Or· 
ganisasi dan Tala l<erja Kepolisian Negara Republik In­
donesia; 

Mak.a PlHAKPERTAMAdan PIHAKKEDUA telah sep. 
ollham membuatNotaKesepanaman untukmelaiwkan pem~ 
bina<&n dan meningkatkan profesionalisme, serta saling 
membantu di bidangupayapenegakanhukumyang dilan­
dasi profesi,jahatan, dan kewenangan masing-masing re-
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suai ketentuan perundang-undangan, dengun ketentuan 
sebagaiberikut: 
1, Para Pihak senantiasa sating menghormati dan menjaga 

kemandirinn masing·masing pihak dalarn melaksana­
kan tugas,jabatan, dan profesinya, dengan sclalu menaati 
pcraturan perundang-undangan yang berlaku. 

2. Para Pihak setu,iu menyetengg.arakan pertemuan berka­
la, menurut tingkat dan jenjang struktur organisasi mas~ 
ing-masing, guna lebih meningkatkan hubungan kerja 
sama di bidang profesionalisme dan penegakan hukum. 

3. Para Pihak secara bersarna·sama dapat melaksanakan 
penerangan dan penyuluhan hukum untuk lebih men­
!ngkatkan kesadaran dan ketaatan hukum masya.rakat. 

4, Para Pihak senantiasa saling membantu dalam men· 
ingkatkan mutu pelayanan kepada masyarakat, ilmu 
pengetahuan, meruunbah pengalaman, memperluas wa­
wasan, kualitas pribadi, dan kualitas prolesionallsme. 

S. Apabila terdapat perbedaan pendapat dalam penafsiran 
terhadap pelaksanaan tugas serta wewenang PIHAK 
PERTAMAdanli'IHAKKEDtJA.makapen.yelesaiannya 
ditetnpuh melalui jalur konsultasi secara institusional 

Lampi ran Ill 

dan betjenjang, 
6. Hal-hal yang menyangkut masalah tek:ni!J sebag.U pelak­

sanaan dart Nota Kesepahaman ini, dijabatkan lebih lan­
jut oteh Para Pihak dalam ~ntuk Lampi ran yang men~ 
jadi bagianyang tidak terpisahkan daci NotaKesepaha­
man. 

7. Para Pihak berkewajiban untuk mensosialisttSikan Nota 
Kesepahaman lni dan l..arnpirannya kepada seluruh ja· 
jaJ'3lU\)'a 
Nota Kesepahaman ini mulai berla.k:u sejak ditandatan· 

gani, dan dibuat dalam 2 (dua} .rangkap maslng~masing ber­
materaicukupyangmempwzyaikekuatanhukwnyangsama. 

Kepala ~Iisian Neg:ara RI 
Drs.SutB.DtO 

KetuaUmumlNl 
Tien NormB.DLubis, SH. 

Sekreta.ris Umum 
Adrian Djuaini, SH. 

Nota Kesepahaman Antara Kepolisian Negara Republik Indonesia 
Dengan lkatan Pejabat Pembuat Akta Tanah 

No. Pol. : Bll 055/ VI 2006 
Nomor : 05/ PP-IPPATN/2006 

• . -
Tentang 

Pembinaan dan Peningkatan 
Profesionalisme di Bidang Penegakan Hukum 

Pada hari ini Seiasa, tanggal sembilan, bulan Mei, tahun 
dun ribu en am, yang berlanda tangan di bawah ini: 
l, JENDER.AL POLIS! Drs. SUTAN'l'O, selnku KEPALA 

KEPOIJSIANNEGARAREPUBLIKINDONESrA,dalam 
hal ini bertindak untuk dan atas nama KEPOLISIAN 
NEGARA REPUBLtK INDONESIA (selanjutnya dis· 
ingkatPolri), berkedudukan di Jakarta dan berkantor di 
Jl. 'l'runojoyo No.3 Kebayoran Baru Jalcirta Selatan.se­
lan.iutnya d.isebut:PIHAK PERTAMA. 

2.ARRY SUPRATNO, S.H. dan SRI RACHMA CHANDRA­
WATI, S.H., masing~masing selaku KETUA UMUM dan 
SEKRETARIS UMUM, da1am hal lni keduanya secara 
bersama-sama bertindak untukdan at.asnama IKATAN 
PEJA.BAT PEMBUAT AJ.crA TANAl:l {seUrn,jutoya dJS· 
ingkatiPPAT), berke:dudukandi Jakarta daii berkantor 
pusat di Jl, Raya Fatrnawati. No. 11 Jakarta Sela:tan, Se~ 

lanjutnyadisebutPIH.AKKEDUA. 

Menimbong: 
1. Bahwa PIHAKPERTAMA selaku alat Negara yang ber­

peian dalam mcmelihara keamanan dan ketertiban 
.masyarnkatbertugas mclindungi. mengayomi, melayani, 
sertamenegakkanhttkum,danPIHAI<KEDUAmewak· 
ill perkumpulan IPPAT selaku Pejabat Umum, sama· 
sama mempunyai fungsi dan tugas metayani kepentin~ 
gan .masyarakat dalarn bidang hukum, sesuai dengan 
ketentuandan pemturanperundang~undanganyang ber­

, 1~ bagi masing-masing pihak 
2. B~ dalam menjala.nkanjabatan sesttai dengan tugas 

pokok dan wewenang masing-masing, tet-dapat ket.er­
kaitan ant:ara PIHAKPE'RTAMA selaku peuyelidlk/pe­
nyidikdidalamupayapenegakanhukumuntukmencari 

' i ' 
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PAS A L------~~~---~·-
dan menemukan a1at bukti dalam perkara pidana dan 
PIHAKKEDUAse1aku Pejabal Umum yang berwenang 
rnemhuat altta otentik sebagai alat bukti yang sempurna 
di bidang hukumkepetdataan. 

3. Bahwa PlHAKPERTAMAdan PIHAKKEDUA betsama­
sama sebag:ai abdi hukum, terpanggil melak.sanakan 
amanat rakyat yang senantiasa mendambakan adanya 
perUndungan, ketertiban, dan kepastian hukum yang ber­
intlkan ke.adilan dan kebenatan, sehingga hukum benar­
benarrnampumenjadi pengnyom ma.s.yarakatdan mem~ 
berirasaaman, untukmewuj~ tegaknya hukumdan 
ke:.adllan, menl.lju masyarakat adil rnak.mur betdasarkan 
Paneasila dan UUD Negara Republik Indonesia 'Thhun 
1945. 

4. Bahwa untuk meneapai maksud tersebut di atas, maka 
perluadanyakesepahamanantaraPIHAKPERTAMAdan 
PIHAK KEDUA secara bersama-sama berusaha uniuk 
meningkatkan profesionalisme, sallng mengis}. dan men• 
ingkatkan. komunik.asl sebagai: kebutuhan bersama da1am 
melaksanakan tugas maslng-masing. 

Memperhotikam 
1. Pelaksanaan penegakan hukum dalam kaitannya untuk 

meneegah terjadinya penyimpangan tugas dan guna 
meningkatkan .kemitraan :Polri dengan IPPAT. 

2, Usul, peruiapat, dan tanggapan Polri maupun Pengurus 
!PPAT. 

Mengingot: 
L Pancasila S(lbagai Dasar Negara dan sebagaisumber dari 

segala sumber hukum Indonesia. 
2. Pasal 1 ayat (3) dan l?asal 30 ayat {4) Undang-Undang 

Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 
:3. Undang-Undang Nomor 8 Ta.hun 1981 tentang Hukurn 

Acara Pldana (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan LembaranNegara Re­
publik 'Indonesia Nom or 3200); 

4. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1985 tentang Satuan 
Rumah Susun {Lembaran Nt!gara Republik Indonesia 
Tal:mn 1985 Nom or 75, Tambnhan Lembaran Negara Re­
publik IndoneslaNornor 3D37}; 

5. Undang·Undang Nornor· 4 Tnhun 1996 tentangHak Tang­
gWlgan (Lemharan Negata Republik Indonesia Thhun 
1996 Nomot 42, 'Th.mbahan l&mbaran Negara Republik 
Indonesia Nom or 3632); 

6. Undang-UndangNomor2 'Thhun 2002 ten tang Kepolisian 
Negara Republik Indonesia (Lembitran Negara Repub­
Hklndonesia Thhun 2002 Nomor 2, 'l'ambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4168); 

7. Pernturan Pemerlntah Nomor27Thhun 1983 ten tang Pel­
aksanaan HukumAcara Pidana (Lembaran Negara Re­
publiklndonesia'nthun 1003 Nomor36, 'Th.mbahan Lem­
barnn Negara Republik Indonesia Nomor 3258); 

8. Peraiumn Pmnerintah Nomor37Tahun 1998 tentangPer­
atutan Jabatan Pejabat PembuatAkfa 'Thmah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia 'lahun 199BNomor 56, Tam-

(Lanjutan) 

bahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomo; 
3746); 

9. Keputusan Presiden Nomor 70 Tahun 2002 tentang Or 
ganisasi dan 'rata Kerja Kepolisan Negara Repu.blik In 
donesia; 

MakaPIHAKPERTAMAdanPIHAKKEDUAtelahsep 
aham membualNota Kesepahaman untuk melakol<an pem 
binaan dan meningkatkan p.r(lfesionalisme, serl.a salin~ 
membantu di bidang upaya penegaka:n hukum, yang diian 
dasi profesl, jabat.an, dan kewenangan masing-masing se 
su.ai ketentuan perundang-undangan, dengan ketentuar 
sebagai berikut: 
L Para Pihak serumtia!Hl mt;n.ghormati dan menjaga ke 

mandirian masing-masing pihak daiam melaksanakar 
tngas,jabatan, dan pro!esinya., dengan selalu menaati per 
aturan perundang-undanga.n yang berlaku, 

2. Pam Pibak setuju menyelepggarakan pertemuan berka 
la,. menurut tingkat danjeniang st:ruk:tur organisas:i mas 
ing~masing, guna lebih rneningkatkan hubungan kE-r 
jasama di bidang profesionalisme dan pencgakan hu 
kum. 

3. Para Pihak se<:arn hersama~sama dapat mclaksanakar 
penemngan dan penyuluhan hukum untuk lebih men 
ingkatkan kesadarandan kctaatan hulNm masyarakat. 

4. Para P.ihak senantiasa saling membantu dalam men 
ingkatkan mQtu peJayanan kcpada masyarakat, Umt 
pengetahuan, menarnbah pengalrunan, memperluas wa 
wasan, kv,alitas pr:ib;tdi, (hm kua.litas profeslunalisme. 

5. Apabila te:rdapat perbedaan pendapa.tdalam penafsirar 
terhadap pelaksanaan tugas OOrta wewenang PIHAE 
PERTAMAdanPIHAKKEDUA,maka peoyelesaianny' 
ditempuh melalui: jalur konsu.ltasi secara institusiona: 
dan berjenjang. 

6. Hal·hal yang menyangkut masaltlh teknis sebagai pelak· 
sanaan dari NotaKesepahaman ini, dijabarkan leblh lan· 
jut oleh Para Pihak dalarn bentuk Lampiran yang men 
jadi bagian yang tidak terpisahkan darl NoUt Kesepaha· 
man. 

7. Para Pihak berkewajiban mensosialisasikan Nola Kesep 
ahaman ini dan Lampirannya kepada seluroh jajaran· 
nya 

Nota Kesepahaman ini mulai berlaku sejak tangga: 
ditandatangani, dan dibuatdalam 2 (dua) rangkap, masing· 
mas:ing bermate..U cukup yang mempunyai kekuatan hu· 
kumyangsama. 

Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia 
:Ors, Sutanto 

Ketua Umum lPfAT 
A:rry Supratno, SH 

Sekretatis Umum 
Sru Raehma Chandrnwaty, SH 
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Lampiran!V 

Lampiran Nota Kesepahaman Antara 
Kepolisian Negara Republik Indonesia Dengan 

lkatan Notaris Indonesia dan lkatan Pejabat 
Pembuat Akta Tanah 

Mengacu kepada Nota Kesepahaman antara Kepolisian 
Negara Republlk Indonesia de:ngan Ikatan Notatis Indone­
sia No. PoL: B/1056/V/2005 dan Nornot: OlJMOUIPP·rni/2006, 
tanggal 9 Mei 2006. Nota Kesepahaman ant:ara Kepolisian 
Negara Republik Indonesia dengan Ikatan Pejaba:t Pembuat 
AktaTanah No. PoL B/1055/V/2000 dnnNomor. 05/PP-IPPAT/ 
V/2006, tanggal 9 Mei 2000, terdapat beberapa hal yang 
menunjang pelaksanaan tugas pokoknya. Beberapa hal di· 
maksud dapa~d:ijabarkan sebagai berikut 

BABI 
Ketenfuan Umum 

Pasall 
(1). Penyidik Poh-i sebagai alat Negara penegakhukum mem. 

punyai tugas dan '\\"e\venang rnelakukan tindak.M·tinda­
kan hukum terhadap seseorangyang diduga ter1ibatoleh 
suatu peristiwa pidana sebagaimana diaturdalam Kitab 
Undang-Un.dmg Hu.kwn.AearaPidana (l{l.JHAP) dan Un. 
dang-Undang tentang Kepolisian Negara Republik In. 
donesia sertaPen.mdang-undangan Jainnya 

(2}, Tindakan-tindakan hukumyang dilairukan Penyidik: se­
bagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa pemanggi.­
lan, pemeriksaan, penyitaan dan tindakan lain rnenurut 
hukum yang bertanggung jawab sesuai PaS<:ll 7 ayat (1) 
huruf j KUHAP, dapat juga di!Akukan l«!pada Notaris. 
PPAT baik selaku saksJ maupun tersangka. terutama 
dalam kail.<l:n suatu tindakan pldana dalam pembuatan 
akta Notaris-PPAT, sesuai dengan ketentuan Pasal66 Un­
d.ang-Undang tentang Jabatan Notaris. 

(3). Notari~PPAT dala:m kedudukannya selaku Pejabat 
Umum diberi wewenang untuk membuat akta otentik 
ses.uai ketentuan Pasat 1868 KUHPerdata, dan berdasar­
kan Undang,Undang, Nolaris-PPATmempunyai kewa­
jiban dan \vewenang untuk mempertahankan sumpah 
j.abatan, merahnsiakan segala sesuatu mengenai lsi akta 
yang dibuatnya, sehingga pemeriksaan Notaris-PPAT di­
lakukan sesuai proseduryang ditentukan oleh Undang­
Undang. 

BAB II 
Pelaksonar:tn 
Bagian Kesatu 
Pemanggilan 

Pasal2 
(1}. Tindakan pem<~.nggilan tethadap Notaris-PPAT harus 

dilakukan secaratertulis danditandatmgani oleh Peny-

idik. 
(2). Pemanggilan Notaris-PPATdilakukan setelah penyidik 

memperoleh persetqjuan dan Majelis Pengawas yang 
merupakan suatu badanyang mempunyai kewenanga:n 
dan kew.ljiban untuk mela.ksanakan pembinaan dan pen­
ga""""'-

(3}. Surat PemanggUan harus jelas mencantumkan alasan 
pemanggilan, status yang dipanggil (~bagai saksi atau. 
tersangka:), waktu dan tempat, sertapell!lksaru:umnya ie­
patwaktu, 

(4). Suratpemanggilan diberlkan selambat-lambatnya 3 (tiga) 
hari sebelumnya ataupun tenggang waktu 3 (tiga) hari 
terhitung sejak tanggal diterimanya surat p;tnggil,;m 
tersebut sebagaimana yang tereata.t dalam pener.imaan 
untuk mempersiapkan bagi Notaris-PPATyang dipang. 
gil guna rnengUmpulkan data-data!bahan·bahan yang 
diperlukan. ~ 

(5). Oengan adanya Surat Pemanggilan yang sah menurut 
hukurn, maltA Not.aris-PPAT wajlb untuk memenuhi 
panggilan Penyidik sebagaimana diatw dalam Pasal 
112ayat(2}K!JHAP. 

(6). Apabila Notaris-PPATyang dipanggil dengan alasttn sah 
menurut hukum tidak dapat mernenuhi panggilan Pe.­
nyidik, maka Penyidik dapat datang ke kantorltempat 
kediaman Nota.ri.s-PPATyang dipanggil untuk melaku~ 
kan pemeliksaan sebagaimana di.atur dalam Pasall13 
KUHAP. 

Bagian Kedua 
Pemerlksaan Notari$·l'PAT 

· Pasa13 
Dalam hal tindak<~n Penyidlk untukmelakukan perner­

iksaan Notaris-PPAT yang berkaitatldengan suatu peristiv.r.a 
pidana khususnya yang berkenaan dengan altta-akta yang 
dibuat, mengacu kepadaPasa17 ayat (1), Pasalll6, Pasalll7 
KUHAP, Pasal224 KDHP, Undang-Undangtentang Jabatan 
Notarls, dan Petunjuk Mtthkarmh Agung Republik Indone­
sia No. M.A/Pemb/.3425!86 tanggall2 Apri11986, aniara lain 
sebagai berikut: 
a. Notaris-PPAT yang akan diperlksa atau dimi.ntai keter.m~ 

gan harus: jelas kedudukan dan pe:rannya, apakah sebngai 
saksi a tau tersangka terhadap akta-akta yang dibuatnya 
dania tau selaku. Penwgang Protokol; 

b. dn.lam kedudukan dan perannya sebagai IW.ksi, maka pe­
meriksaan tidak perlu dllakukan penyurnpahan kecuali 
cukup kuat alasan bahwn ia tidak dapat hadir dalarn pe­
merlksaan di sidang pengadilan sebagaimana diatur 
dalamPasal116ayat(J) KUHAP; 
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(Lanjutan) 

PASAL---------------------------------------~ 
' c. Notarls-PPAT: berhak mengetahui kesaksian apa yang 

diperlukan oleh Fenyidik dan/atau tent.ang sangkaan apa 
yangdituduhkan k(\padanya; 

d. sedapat mungkin pemeriksaan dHakukan oleh Penyidik 
kecuali terdapat alas an yang patutdan wajar, serta dapat 
dimengerti maka pemeriksaan dapat dilakukan oleh Pe· 
nyidik Pembanlu; 

e. perneriksaan dila.kukan di tempat dan wakt\.i sebaga.ima· 
~~ ter:>ebutdalam surat panggilan atau ditempatda:n W3ktu 
yang Ielah disepakati an tara Penyidlk dan Notttris·PP/!.T 
yimg dipanggll sesuai dengan alasan yang sah menuiut 
Undang·tfndang; . 

f. Notaris-PPAT yang dipanggil sebagai sakst. wajib hadir 
dan memberi keterangan yan.g diperlukan tentang apa 
yang dilihat, dlketahui, didengardan dialami dalam obyek 
pemeriksaan (perlstiwanya) seca.ra ~nar dengan meng· 
ingatSumpahjabatan dan ketentuan-ketentuan Undang. 
Undang Jabatan Notaris serta perundang·undangan lain· 

"""' g. ~alarnkaitannya dengan Sumpah Jabatan Not.aris--PPAT 
(Pasal 4 ayat (2), Pasal 16 ayat (1) hurut e, dan Pasal 54 
Undang-Undang Jabatan Notarls}, Notaris-PPAT dapatrne­
minta untuk dibebask.an darl k~iban membe:rlkan ket­
erangan sebagai saksl sebagaimana diatur dalam P:asal 
1 '10 K'tJ.HAP ata.u daj:;at menolak memberlkan keterangan 
sebagaimana diaturdalrun Pasall20 ayat{2)KUHAP; 

h. hak ingkar/to1ak No~J?PAT dapat dilepaskan dem! 
kepentingan huk.urn atau kepentingan umum yang le'bih 
tinggi nllainya darl kepenting:an prlbadi yang be:rkai.tan 
dengnn is! altta. ataupun berdasal'lwn adanya peraturn.n 
umum yang memberikan P.f!llgeeualian sebagaimana dite.. 
gaskan dalam Pasal 4 ayat (2), Pasal16 ayat {1) huruf e, 
dan Pasa154 Undang·UndangJabatan Nolari$; 

i. Notarls-PPATyang d.isangka melakukan tindakan pi dana 
berkenaan dengan akt.a yang dibuat:nya, berhak mendap­
at bantuan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 54 
KORAP a tau didampingi oleh Peng:urus INJ.IPPAT ber­
da.sarkansuratpenugasan; 

j. pemeriksaan terhadap Notarls-PPATd.ilakukan tanpa adan'­
ya tekanan dan paksaan dari penyidik[petug.as; 

k. clalam hal Notmis-P.PATyang dlpe:rlksa sebagai tersangka 
dan tidak terbukti adaoya unsur-unsur pldana, malta Pe­
nyidik \vajib menerbitkan Surat Perlntah Pemberhentian 
Penyidikan (SP3) da!:r.m waktu secepat-cepat:nya setelilh 
pemmks;:~an haik Mksl, t~gkamaupun alatbuktidin· 
yatakan selesal; 

Baglan Ketiga 
PenyitaanAldaNotari&-PPAT 

Pasa14 
(1). Tindakan Penyidik berupa penyttaan terhadap Altta No· 

taf'is..PPA1' danlat.au protokol yang ada dalam pen)'im· 
pananNotaris-PPATunl.ukmembuktikanperkarapJdan­
anya dania tau ketetllbatan Notarls-PP~'!!.T sebagai tersang­
ka, malta PEmyUhk harus mempe:rhatikan pros¢dur se­
bagaimana dlatur d~lam Pnsat 66 Undang-Undang Ja· 
bat.an Notaris se:rla PetunjukMahkamah AgUng Rl No. 
MA!Pemb!M29/B6 tanggall2April19R6; 

(2). Tata cn.r:ayru<g dltempuh dalam penyitaan seba.gl'imana 
dimaksudpoda ayat (1) adalah sebagai berlkut: 

a. penyidik rnengajukan permohonan kepada Majelis Pen~ 
gawas cti t.empat kedudukan Notaris· PPAT yang ber­
sangkutan berada; 

7 6 Rf.:NVOI N~moc: ,.:'!1.JVJUNI2006 

b. surat permohonnn tersebut merijelaskan seca1·a rinci rete. 
vansi dan urgensinya untuk rnembuka raha.s:ia sualu minu. 
ta :;~.kla Notaris-PPAT, demi kelancaran kepentingan pros­
es penyidikan suatu perkar .. pi dana; 

c. dalam mengajukan Su:rat Permohonan kepada Majells 
Pengawas, Notaris~PPAT yang bersangkuilm W'<Qib diheti 
tembusan, dengan demlkian NoW.:rls-PPAT dnpat mcm­
berikan pertimbangan kepada M.ajclis Penga:was, balk 
dim.intamaupun t:idak~ 

d. ;;~pabUa terhadtlp perSetujuan M'$jells Pengawas sebagal.m· 
anadimaksudPasal6tl U.ndang·Undang Jabatnn Notilris 
diberikan, rnaka penyidik diberikan foto kopl minut.a akta 
dantatau surat-surat yang dllekatkan pada minuta akta 
atau protokol1'fotarisdalam penyimpanan Nntaris, sute­
lah disahkan ?leb N9tarls-PPAT ~ang bersru<gkutan se­
suaidenganaslinya,dandibuatBeritaA.cataPenyerahan. 

e. ~hal diFf:I'lukan pemeriksaan laboratorium terhadap 
minutaaktadanlatau protokoiNotaris~m pmyimpan­
anNotaris,makaatasirln~Pengawas,Notafis..PPAT 
dan Penyidik bersama-sama membawl'l bundel minuta. 
ald.a tersebutke Laboratorium Fbrem;:ik.(Labfor) yang t,e.. 
lah ditentukan. -

BAB Ill 
Pemblnaan dan Penyuluhan 

Pasr.t15 
(1), Dalamrangka meningkatkan kemampuan dan profesk>n· 

alismemasing-masing pihak dilakukan pembinaan. 
(2). Guna kepentingan penegakan hukum dapat diadakan 

penyuluhan hukum secara bersama demi mening:kal· 
kan kesadaran dan ketaatan hukum masya.raka.t. 

BAB IV 
Penulup 

Pasal6 
Larnpi:ran Nota Kesepaha.man ini dibuat dan ditandatan­

ganipadahari, langgal, bulan. dan tahun sebagaimanadise­
butkan pada akhir Lampir'an Nota Kesepahaman ini, dalarn 
rangkap 3 (tiga) asli, masing·masing berm.aterai eukup dun 
mempunyai kekuatan hukum yang sama St!telah ditandatan-
ganiPARAPIHAK. . 

Dernilcian Kesepakatan Be:rsama lni dlbuat dengan se­
mangatkerja sama yang balk. untuk dlpatuhi dan di1aknan­
akanolehPARAPIHAK 

KepaJa Kepolisian Nega:ra Rl 
DrS. S1.1tanto 

Ketua UmumiNl 
Tien Norman Lubis, SH. 

Sekreta.ris Umum 
Adrian Djuaini, SH, 

Ketna Umum lPPAT 
Any Supi-atnc, Sll 

Sekretaris Umum 
Sru Rachma Chandrawaty, SH 

l 
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LAMPIRAN V 

. 

Nasional . . . .. ·~· .. 
Memang,segala bentuk kesepaka· 

tan dan peraturan di bawah undang· 
undang, p.ada dasarnya tunduk pada 
undang-undang itu sendiri. Seperti 
diketahui. "MoU ditujukan untuk. 
melancarka.nproses hukum. MoU diJa­
hirkan bu.kan untuk kepentingan per· 
orangan.melainkanuntukmembangun 
sistem hukum,"ungkapKabid Hum as 
Polda Metrojaya, Kombes Pot Drs. 
Ketut UntungYogakepadaRENVOI di 
ruang kejanya, 

M.enurut&a.harusdibedakanfung. 
si notaris sebagai pelay.rman publlk, 
kadang bisa berperan.SEbagai oknum. 
Ke.tika dia berpetan sebagai oknum, 
tentu polisi akan berpegang pada atu~ 
ran perundangan yang tinggi, yang 
mmaungi tugas kepolisian. Arl.inya, 
suatu delik a.tauperbuntanpidana itu, 
diawali dengan niat yang tidak baik. 
niat jab.at, terus ada langkah«langkah 
yangdilalrukanuntukmewujudlmnitu, 
baik sendiri maupun kerja sam a. 

Dalam kaitanMoU yangtelah ditan­
daUmgi, tentu, tidak. bis<:~ rnelindu.ng 
notaris jika yang bersangkutan 
melaku.kan pelanggafan hukurn.. Se­
jauhitu,Jikithenyamenyangkutadmin~ 

istrasi kenot.ariatan,jelas berlak\1. <~Prtw 
apa yang digarlskan dalam MoU terse­
but 

Sebagai oknum, notaris tidak bisa 
berllndung di b!llik Mo U atau apapun, 
)ika sudah menyangkut delik hukum 
pidana. Oleh karena itu, agar tercapai 
persamaan persepsi, harus dilakuknn 
komllllikasi dan koordinasl agar jelas 
batasanyang telah digariskm dalam 
MoUtersebut. 

Polisi dalam memanggil notaris­
sebagai saksi tcrikat-dibatasi oleh 
waktu, apalag:i jika mengikat limit 
masa penahanan seseorangtersangka. 
t1ntuk itu dibutuhkan kesadaran hu~ 
kum seluruh masyarakat, ten:nasuk di 
dalamnya notaris PPAT. Yaitu, kesada­
ran, pemahaman dan partisipasinya, di 
dalampeneg$:anhukum. ·~pabilaada 
warga negarayang tidak berlromitmen 
untukitu, 1.entunyapel'jalanan hukum 
itu akan terhrunbat," katanya. 

Polisi tidak bisa bekerja dengan 
baik, tanpa parlisipasi dan kesadaran 
hukum yang: baik dati masyarakat. 

. Hukum bakal tidak bisa ditegakkan. 
Apabilajelas-jelas b1sa dibuktikan bah­
wa seseorangmenghnmbat proses hu~ 
kum, sesuai dengan kewajiban huku­
mnya, itujuga kena sanksi pidana. 

Mengenaikeluhanataspemanggi~ 

lan notarls, Keb.lt Untung Yoga men· 
gatak.an kalau belum jelas sta.tusnya, 
seseorang akan dipanggil sebagai sak-

MoU INI-POLRI: . 
Bukan Menghambat Hukurn 
SEMUA aturan perundang-undangan, tennasukaturan penyldlkanseperti 
dalam nota kesepahaman (MoU) Polrt~NI beberapa waktu lalu, adalah 
salah satu bentukkomitmen untuk penegakan hukum •. Bahwa dalam 
pelaksanaannya te!jadi berbagal kendala, ltulah yang hams segera 
disikapl. 

si lebib dulu. Kecuali jika yang ber­
sang'kutan jelas-jelas dilaporkan se­
bagai tcrsangka oleh seseorang. Ka!au 
untuk penjaja.gn.n atau penyidikan, bi­
asanya dipanggil sebagai saksi atau 
seb;lgai terlapor. 

'1\mtang mekanisme pemangg:ilan 
notaris sebagai saksi, pollsi tidak bisa 
lepas dari petaturan perundangan. 
Dalarn und<mg·undang sudah diatur 
denganjclas, misalnya, panggilanper­
t<mta, kedua, dan dilaJ,..-ukan penjem­
putan apabila tidak mengindahkan 
panggilankedua. Panggilanketigadi~ 
sertai dengan Stmlt perintah memba~ 
wayangbersangkutan. 

Oleh ~bnb itu, seberapa cepit pun 
·keinginan polisi untuk menyclesaikan 
masalah, kalau yang akan dillbatkan 
itu tidak kooperatlf, tentunyapenega­
kan hukum bakal terkendala. Yang 
penting, semua pihak hams berkomit­
men. "Kita mengambll bagian sesuai 
dengan peran dan fungsi pelayanan 
kepada publik masing-masing. Apa­
bila ada mas:ilah yang berkaitan den· 

gan mekanisme penerapan hukum, 
kita barus menjalankan kewajiban se.. 
bagaimanalayaknya.Kita tidak boleh 
berkiblatpada. peraturan di bawah un­
dang-undangyang sifatnyamengham­
'ba.tundang-undrolgtersebut," katanya 

Jadi, setelah undang-undang itu 
ditetapltan dan disahkan oleh legisla­
tif, siapapun terikat dengnn itu. Perta· 
ma-tama harus mengerli dan mema­
hami, mau belajar tentang aturan itu, 
agartidak t.et.iadi salahpaham ten tang 

. atutan tersebut, baik dalam irnplemen­
tasi maupWl pelaksanaannya. 

Dalam .hal MoU Polri-INI, aturan 
itu hams diserap atau direspons oleh 
institusi terse but. Masalahnya, jika no­
taris tidakpernah berganti, pejabat di 
kepolisian s:ilih berganti. Namun, poli­
siharussiapdengankondisiyangada, 
karena sudah tugasnya. 

Sebenarnya.kalaupemahaman dan 
aplik<t.:,i dari undang..undang itu sudah 
bagus, ti.dak akan timbul friksi, tidak 
banyakperbedaan pemahaman. DaJam 
undang.un.dang sudah ada penje1asan. 

'. 
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nya; apabila dari peojelasan tidak juga 
dimengerti, memungkinkan diperlu­
kan nota ke:sepahamanan. "ltu metu­
pakankesepakatan dari institusi yang 
melaksa.nakan undang-undang itu, tan~ 
pa mengurangi makna pelaksanaan 
hukurn itu sendiri," katanya. 

Adak:ah kesepahaman tersebQt per­
lu dlevaluasi atau tidak, tentu tergan­
tung padakondisi yang ada. Kedua be­
lab pihak blsa melakukan evaluasi, 
perlu tidaknyaMoU itu direvisi. Tapi, 

yang terpenling, harus bisa membeda· 
kantrumlll Undakan institusi t<~:npa ada 
pengaruh kepentingan indiV1dual, dan 
mana yang merupakan tindakan 
oknum, "Nah, itu yang harus dibeda· 
kan," ujamya. 

Penyidikjugademikian,jikasudah 
melakukan sesuai tugas dan. kewenan­
gannya, dia lmrus dihormati. Sebalikn­
ya,jikamenyalahgunakankewena:ngan 
seb;lgai penyidik, dan rnelakukan pel­
anggaran hukum, dia tidak bisa mange. 

lak dari hukum, Tidak ada yang kebal 
hukum. 

Sekarang ini modus kejahatan 
m.akin canggih, oleh karena itu notaris 
harus bisa mengedepankan prinsip 
kehati-hatian, Memang, di satu pihak 
kenotariaten itu adalah aspek fomtal, 
soalkeperdataan, tapijuga ha.rus hati­
hati, karena segala sesuatunya mu­
ngldn ter;jadi. Artinya, notaris harus 
blsa si.nkron dan mernahami segala se­
suatudiwilayah.kerjanya, . '""" --------------------------------------

Ketidakpahaman atau Jebakan 
PENGAWASAN dan perlindungan ternadap notarls adalah tugas Majelis 
Pengawas Notaris (MPN). Namun, fungsl MPN lnl kurang makslmal. Sebab, 
banyak notaris yang pada awalnya cuma sebagal saksl, belakangan 
berubah status jadi tersangka. ~juga. 

Oleh sebab itu. fungsi MPN dipert. 
anyakan: "Sejauh mana MPN men~ 
jala:nkan tungsinya untuk menge­
llminir masalah ini? Apalagi, MPN 
memiliki kewenangan memberikan 
izin tidaknya pemanggilan notaris oleh 
pihak kepollsian. Jadi, sudah eflsien 
dan efelt:tifkan ftmg!Oi MPN?" 

Sejum1ah perlanyaan itu tetlontar, 
karena selama ini pihak notnris te!ah 
melaksanakan jabatan SE!$uai. UUJN. 
rna membuat akta yang dikehendaki 
oJeh masyarakat. te1ah sesuai proses 
dan progres seca.ra formal. Misalnya, 
para pihak mengbadap, para pihak 
sudah berlanda tangan, dihacakan dan 
~dihadapannotarisdansak­
si-saksi. 

Ternyata, walau aturanitu sudah 
lromplet dipemthi, belakangan teljadi 
~oalanhukurndi antata parapihak. 
Kasus ini terkait dengan perbuatan 
hukum yang tel'jadi antara kedua be­
lab piliak. Seharusnya, kapasitas no­
taris bersangkutan pada saat proses 
penyidikan ataupun dalam persidan. 
gan'ha.nyamenguatkankesaksianbah­
wa memang para pihak ini telah 
melakukan sua:tu perbuatan hukutn 
yang dlmuat dalam akta otentik yang 
dibuatdi hadapan notarls. 

Namun, takjm-ang. pihakpenyidik 
dan kejaksaan, tidakpaham terhadap 
kapuitas notaris yang hanya sebatas 
seb.agai saks.i untuk menguatkan ket­
e.r.angan. ''Adakalanya notaris. yang 
tidaktahuapa-t~pa, dijadikan tersang­
k.a," kata HJ)hody AR Widjajaatmad-

H.Dhody AllWld]a]aillmlldja, SH 

ja, SH., NotruisiPPATKabupaten Beka­
sl. 

Berdasarkan bukti dan fakta yang 
ada, seharusnya Ml'N bisa menge­
liminit atau rnemfilter hal~bal yang 
sebenamya tidak hams terjadi Sebab, 
notaris telah menjalruli«m fungsinya 
dengan benar. Kewali dia tida.k bena:L 
Sehingga memunculkan perlanyaan, 
"Apakah MPN itu bisa mengayotni se­
cara subyektif, seperti yang diharap­
kan oleh para notacts. Di Ikatan Dolder 
Indonesia, meski anggo!mya diduga 
mel.akukanmalaprald.ek, orgmrlsasin­
ya tidak lantas ikut-ikutan memvo­
nis." 

Sepanjangootaristidakmelaku.kan 
pelahggaran dalam proses dan progros 
pembu.atan akta,. materiil ada.lah buka:n 
kev.oenangan kita. Pihak penyidik pun 
pemah mengatakan, seseorang datang 
dengan KTP palsu. hendalmya not.aris 
buatkan saja aktanya. Kaxena notarls 
tidak memiliki kewenangan untuk 
menyelidild sejauh mana keaslian dati 
KTP tersebut. Bila terjAdi suatu per­
masalahan atau timbulltasus, penyi.d­
ik bisa membalikkan fakta ini. Kalau 
notarisnya tidak pa.ham, maka akan 
kebingungandankclimpu:ngan, kalau 
f8kta tersebutdiputarbalikkan. 

.A.k.h.imya si notarisdjjadikan ter~ 
sangka kanma dianggap membantu 
turut serta merugikan pihak ketiga.. 
:SUa teljadi persoalan seperti itu, apa­
kahMPNbisamembantuataumelind­
ungi notaris? Pernah pula ada kejadi· 
an, seoranghakim mengatakan kepa­
da nOt.aris jangan sekadar fonnal saja, 
iapi materill juga dilihat. ltu dikata­
kan katana ketidakpahaman ha.kim 
ataumemarigsebuahkesenM}aanyang 
bertujuan menjebak si notans.. 

Agaknya, dalam rangka proses 
penyidikan, terkadangpo1isimelalru­
kan hal serupa. Jadi, selamaini, mere­
ka selalu me.ngedepank.an fakta rna· 
teriiL Sedangkannotaris hanya be:rpe­
gangbuktifomillsaja. ''Kalau kitadi· 
kaitkan dengan materiil dan Jt.emudi­
an dlindik:asikan ikut terllbat, dan 
akhirnya dijadikan tersangka, bisa 
tidak MPN ini m~nillah~milah, mana 
yang dianggap perlu atau mana ptJ.JJ\ 
yang tidak perlu mengcl.uarkan izin," 
katanya 

Sebenarnya:,jika formil sudah ter· 
pen ubi dan sudah benar, notaris eukup 
diposisikan sehagai saksi saja. Kecuali 
memang ada bukti keterlibatan nOtaris 
terhadap muneulny'n sebuah kasus. 
Memang hal ini bisa dilriungkinkan, 
kalau notaris menyalahgunaka:n jaba~ 
tan untuk kepentingan pihak ketiga. 

• Tolus 
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l AMPIRAN VlJ 

Nasional . ~ . .. ~:_ ... 

Pergeseran Habitat Notatis 
Akibat Kesalahan Sistem 
JABATAN notans dalam sistem kenegaraan oorada dalam hukum privat, 
bukan hukum publik. Hukum privatyang dlmaksud, yahu di bidang hukum 
keperdataan. Kalau tldak di bawah hukum publik berartl ]abatan notaris 
tidak dl bawah pemerintahan. Sedangkan hukum privat hu sendlri semula 
dijalanken uleh negara. Berhubung negara tldak blsa menjalanken lungs! 
ter.;ebut, make jabatan hu dlbedken kepada pe]abatumum OOffiama 
nutalls. 

"ltulah yang melatarbelakangi 
adanya jabat.an notaru:," kata Doddy 
Rad,iasa, SH., mantan Koordinntor 
Bidang Pengayoman PP INt. Kini 
sistem terse but telah berubah, notaris 
tidak di bawah sistem ketat.anegaraan, 
melainkan dl bawah menteri atau di 
bawaheksek:utif,·dandengansendirin· 
yadi bawahhukum publik. 

Kondisi ini sanga1. menyedihkan 
, karena notaris t.idak lagipejabatyang 

independen. Seharusnyaia be bas darl 
tekanan sernua pihak, namun ken· 
yataannya tidak bisa, karena ada ket­
ergantungan notaris terbadap pihak· 
piMk tertentu. 

Itu -.nkanmak<salahansis!em. 
Padahal, dulu, sistemnya sudah ada, 
tapi sisternnya belum semputna seh· 
ingga tidak 1agi sesuai dengan kondisi 
kek.inian. Sebenarnya tinggal dilaku­
kanpenyesuaian. Upayamenyempur­
kan atau pen;,•esuaian sistem, justru 
ma.Jah m.:ngubah sistem yang telah 
ada. 

Dampak dari kesalahan sistem 
tersebut, akta notarls yang semula 
merupakan produ.k hukum, k1ni han· ya---.Sclling· 
gajika terjadi kesalahan dalam pem-
buatan akta -tcxsebut.,notaris biaa den­
ganmudah terkena delikperkara. 

Tirlakmengh""""""'jlkakiniban· 
yak notaris dipanggil pihak kepolisian 
rnenyangkutaktayangdibuat.Dengan 
kondisi tersebut, tentunya tinggal 
bagaimana notaris dapat melindung~ 

.kan dan mengayomi diri sendiri. Un· 
tukif:u.menurutDoddy, "Metekaharu:s 
kembali ke khitohnya dan harus :me­
mahami UU terlebih dahulu, sebelum 
jadi notaris. Jangan mengikuti kebi­
asaan~kebiasaan yang ada, yang sebe­
namya aturannya tidak demikian." 

Apakah perguruan tinggi(Pl)ikut 
men:yumbang-udn,valwndlsi"'!> 
ertiini? KalauP'.rtidakadakaitan. Ini 
Wsebabkan oleh huirum yang sernakin 

Doddy Radjasa, SH. 

b.erkembang seiring dengan per­
kembangan zaman. Oleh karena itu 
kern bali pada ~mahamap para calon 
not.ms itu sendiri. Setelah diberi ilmu 
oleh Pl', tentupya,dia hatus paharn apa 
yang akan dilakukanmenyanglqlt pe­
kerjaann,ya sehari·harl sebagai seorang 
notaris.Knlauragu-ragusebaiknyajan­
gan dilterja.kan. Sekarang ini, meslti 
:ragu-ragu. terkadang disikat. terns. 

Kesalaban sistem terseb'u.t. diisti· 
lahkan Doddy, sebagai pergeseran hab­
itat notarls. Pergeser.m itu. perlu dite-­
gaskan kern bali, kalau notaris ada di 
dalam bidang bukum privat, semesti­
nya d1 bawah kepala nega.ra, bukan di 
bawahkepala. pemerintahan, 

Memang seeaxa administ:ratifbet­
ul, diatur olehDepa:rtemen H.ukum & 
HAM. 'ThpJ. untuk masalah produkhu­
kumnya, seharusnya di hawahpenga~ 
wasan pengadilan atau MA. Itarena 
akta yang dibuat notaris adalah produk 
huku.m, bukan produk administratif. 
seperti yang tcrjadi sekarang ini 

Dalam hukum publik bera.rti posi· 
si notaris tidak lagi diberikan oleh 
negara. Oleh karena itu, seharusnya 

notarissudah tidakberwenangmeng­
gunakan lam bang negara Rl ini, kate­
na kedudukan dia di bawah Diljen. 

Kondisi sekarang ini, sebelwnnya 
pernah ditulis o1eh G.H.S. Lumbartg 
'IbbingSH., da1am bulru Pcrnturon.Jar 
batan Nota.rl$. 'Ii.ilisan tersebut men~ 
jelaskan bahwa notaris tidak ber­
wena.ng membuat akta di bidang hu­
kum publik, melainkan berwenang 
dalam pembuatan akta dala!Tl bidang 
hukum pe.rdata. 

Berkaitan dengan itu, dljelaskan 
Doddy, Lumban '1\lbing mempe.rtany.. 
akan ~loa! pengangkatan notaris oleh 
Menteri K.ehakiman (Menkum HAM) 
yang sebelumnya d.ilakulum oleh ke­
pala negara (1954). Atas. dasar apa Men­
teriKehakiman mengangkat para no­
tans. itu yang belumjelas ala.sannya. 
Yang pastisampai sekarang tidak d.ike­
tahui adanya suatu UU atau-peratu· 
ran lain yang memberikan wewenang 
ataupun rnelimpahkan wewenang itu 
kepadaMenteri Kehakiman.. 

Masih soal tulisan I.umban 'l.bbing 
ymgbunyin,ya "Para notarls dapatmen~ 
ja!an tugasdengan bebas tanpa dipen­
garuhi oleh badan eksekutit mauputl 
badanlain,-penegnsanlni,maka 
notaris tidak akan takut menjalankan 
jaba:tannya.. Sekarang terbalik, ka:rena 
dewasa ini pengangkatan notarls di· 
lakukanolehMenterlKehakiman;' 

Apa yang disampaikan Lum.ban 
'Thblng dalam bulw. P JN terse but, kini 
benar-benar terjadi dalam profesi no­
tarl.s. Notaris acap kali merasa khawa.t­
ir dalam me:njalankan tugas jabatan­
ny,t.. "Halinijugadampakdarikesalaw 
hansistem;'tegasDoddy 

Meski dalam menjalankan jabatan. 
notaris dilindungi oleh U:ndang~Un­
dang Jabatan Notaris (UUJN). namun 
kenyataanrasakekhawatiranitu.ma:sih 
tet.ap s<ija ada. Padahal, seharusn:ya, 
yang bernarna UU profesi haru.s melin­
dungi p:rofesi yang bersangkutan su­
paya dia beketja aman, tidak ada 
kekhawatiran dalam menjalankan tu­
gasdanjabata.nnnya 

Rasaarnandantanpakekhawatiran 
itu., sehanlsnya diperoleh notiuis, ken· 
yataannya malah sebaliknya. Manaka­
ia UUJNmengamanatkanpengawasan 
notaris itu dilaksanakan oleh Majelis 
Penga.wa.san Notaris (MPN), rnalahan 
semakin berlambahrasa ltekhwatiran 
pam notaris danjustru malah aangat 
merugik.nn not.aris dalarn menjalankan 
jabatannya. 

LembagaMPN dengan mudahnya 
mengizink:l.n seotang notarls untuk 
diperiksa pihak penyidik. Kalau no­
taris dengan mudahtrya setiap saat di-

I 
I 

L 
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panggil polisl. kapan dia hisa bekerja 
sebagai not.aris dengan tenang? Untuk 
itu, Doddy mengusulkan agar penga. 
wasan notaris dikembalikan pada pen­
gadllan .negeri. P~rtirnbangan dia, akta 
buntan notaris merupakan produk hu­
kwnyang digunakan untuk kepentin· 
gan bukum. sepantasnya pengawasan 
itu di bawahpengadilan. Karena semua 
alat bukiiyang kita buat bermuarake 
pengadllan., bukan ke.Depatemen Hu~ 

kumdanBAM. 
Selain itu, ak.ibat dati kesalahan 

membuat akta, notaris bisa terjeratpi­
dana, Itu bisa terjadi karena di dalam 
UUJN tidak dlatur asp.ek pidananya. 
Padahal,yang namanya UU profesi itu 
adalah UU khusus, seharusnya rnenge­
nyampingkan ketentuan umum. Se-­
harusnya di dalam UU profesi itu dia~ 
tur mengenai aspek pidananya, tern· 
yatadalam lJUJNtid<Utdiatu.r,sehing-

Tidak Sekadar Membuat Akta 
ADA tiga motivasl jadl notaris. Pertllma, jadl notaris deml menjalankan 
peraturan perundangan yang beriaku. Kedua, jadl notaris hanya sebuah 
gengsl jabatan. Dan ketiga, )adlnotaris hanya demi orlentasi "dagang". 
Krileriaterakhirinllah yang umumnya menlmbulkan pe!S<)alan ternendlri 
bagi komunitasnotaris. 

Meski paham peraturan, mereka 
tidak memahami apa arti sebeJlal"nYa 
notarls. "Akibatnya. begitu roenjalan­
ltanjabatan hanya apa adanya.Mereka 
haeya:mengi.klxti keblasaan patasenior 
sebelumnya, dalam membuat akta." 
ujar mantan Koordinator Pengayoman 
PPINl,DoddyRadjasa$H.,yangjuga 
not.arl.$Jakarta Selatan. 

Kerisauan Daddy Radjasa ini, se­
belum.nya telahdipredlksi oleh G.H.S. 
Lumban 'Thbiog dalam buku ~t1k< 
ran Jabntan Notaris (PJN). Intinya, 
"'Lambat laun orang..ornngyang tidak 
punya keahlian di bidang notaris akan 
menjadikan jabatan notaris sebagai 
peneaharian. Dunia akan mengalarni 
kehancura.n karena kebodohan para 
notaris. Kalau sekali tetjadi kf:rnoro­
sotan, maka untukmemperbniki akan 
sangat memerlukan banyak wak­
tu." 

PendapatLumban 'lbbing dan Dod~ 
dy adalah sebuah kenyataan, kini Be­
rarti, kondisikenotarisan bena:r-benar 
memperhatinkan. Pertama, karena 
banyaknotarls yangtidakm~ami 
tentang jabatan notaris 1tu senditL 
Meskipunmerekaterkadangmemaha­
rni peraturan, tetapi dia tidak paham 
notaris itu apa sebenarnya. Sehingga, 
da!am berhtgas serlng melakukan pe­
langgaran. Kalau terjadi pelanggar.im, 

dia tidak bisamembedakan mana pel­
anggaran material dan mana pelang­
pl:anformal. Buktinya. banyaknotaris 
terkena dellk perkara dan dipanggil 
polisi untuk me:mbeti kesaksian ter­
hadapaktayangdlbuatnya. 

Persoalan yang sama terjadi pada 
Majelis Pengawas Notaris. walaupun 
mereka diberl kepereayaan duduk se­
bagaipengawasnotaris,namunkurang 
memahami hakekat jabatan notaris. 
Akibatnya, Majelis l?engawas dengan 
mudah mengit.inkan pernanggilan no­
taris, balk. sebagill saksi maupun ter­
sangka. 

Padahal, kalau mereka memaha­
mi pktayang dibttat notaris berdasar­
ltankeinginan para.piliak, dan itu tidak 
ada bedanya dengan berita acara yang 
dibuat oleh polisi,yakni betdasarkan 
keterangan. para saksi, maka seharus­
nya, Majelis Pengawas tidak perlu 
memberi izin kalau akta yang dibuat 
notaris tidakada indikasi pelanggaran. 

Seballknya hal ini juga harus di­
pahaml pihak penyidik. Ka:rena apa 
yang diteumgkan atau yang ditulis 
dalam akta, kalau ketcrangannya para 
pihak tidak benar, maka notarls tidak 
harusikutbertanggungjawabterhadap 
isi akta tersebut. 

Dasar notaris untuk membuat alat 
bukti itu diatur dalam KUR Perdata 

ga berlaku ketentuan umum. Dult<, 
dalam Peraturan Jabatan Niltaris dia· 
tur aspek hukumnya, yakni masuk 
dalam pidana denda. 

Kesalahansistem akan terusterjadi. 
manakala tidak disadari.oleh. komunitas 
notaris. Oleh katenaitu, Doddyberharap 
adakesadanmdmiparanotarisrnaupun 
~untukmelakukanevalunsi 
dAn mengadakan perubahnn. 

• TvluJ 

Pasal1866,mengenaipembuktiandan 
seterus:t'cya. Salah satu pasalnya adalah 
1868., yaitu membuat akta dalam ben­
tuk otentik. Otentik akta ini harus 
memptmyaitiga~ynituaktaya:ng 
dibuat oleh pejabat, pejabat itu ber~ 
wenang membuat akta, dan akb:i itu 
ditentukan bentuknya oleh UU. Un­
tuk mengatur tiga syarat tersebut, 
dibuatlah di dalam UUJN, y8itu men· 
yangkut siapkah notarls itu, bagaima­
naearapengangkatannya,.lalubagaim­
ana mengenai akta:nya, baik Wltukdis­
~~m~p~mruocm~rum 
~ -

Sekar.ang ini berbagai pengertian 
ini begitu singkat dan tidakjelas. Hal 
semacamitulahyangsebena.mya per. 
lU dicennati lagi. Apa, sih sebena:mya 
''binatang" notaris itu? Kita barus pa­
hamdulu,bukannyasekadarmembuat 
akta, Seorang notaris itu adalah mere­
ka membuat atau menciptakan stiatu 
keinginan para pihak dalam suatu ben* 
tukurnianhukumyangbisadipertang~ 

gunglawabkan. 
Inilahyangpalingpokok. 'llijuan­

nyaagar menciptakan suatu lrepastian 
hukum bagi para pihak. Itulah man­
feat alat bukti tertulis yang bentuk ak­
tanya ditentukan UU, Kalau bentuk 
akta itu tidak terpenub.i, bagaimana 
bisa dijadikan alat bukti tertulis yang. 
bisa diperoayamasyarakat. Sedangkan 
s~inibentukaktayangditentu· 
kan dalam Pasal 38 UUJN, jclas tapi 
tidakjelas. 

"ICondisi ini akan terusterjadidan 
yangjelasakanmerugik.anmasyarakat 
pencari kepas:tian hukum, kalau para 
notaris hanya tenno1ivasi dan berori­
entasi untuk dagang semata," tegas 
Doddy. 

• T11lus · 
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